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Vil

AESTRAK

Nama : YOSEF, NPM: 0605600873, Program Studi Pascasarjana Hukum
EkonomiJudul “PERLINDUNGAN HURUM PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA KARENA KESALAHAN BERAT {Studi Kasus Surat Keputusan Direksi
PT.Taspen {Persero))

Latar Belakang vang melandasi yaitu adanya Keputusan Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Judicial Review terhadap
Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan. Tesis  ini membabas tentang
Bagaimana Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena Kesalahan
Berat, Apakah Surat Keputuan Direksi PT.Taspen (Persero) sudah sesuat dengan
Perundang-undangan khususnya Undang-undang Nemor 13 tahun 2004 tentang
Ketenapakeriaan, Serta Apakah Surat Keputusan Direkst PT. Taspen (Persero)
tersebut dapat digugat ke Pengadilan Umum ataukah Pengadilan Penyvelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial. Metodologi yang digunakan waity Yuridis
Normatif gerts dengan meskombinasikan dengan Pendekatan Yuridis Empiris
untuk mendapatkan hasil yang lebih baik digunakan juga Penclitian Kepustakaan
dan Penelitian Lapangan dan wawancara dengan Narasumber-parasumber yang
berkompeten serta Subyek dari Penelitian ini yaitu ketiga nmantan karyawan
penerima Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Perserc). Pada skhir bab ini
disimpulkan bahwa Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerfa khususnya karena
kesalahan berat telah diatur secara komprensif dalam Undang-undang
Ketenagakerjaan (UU No.13/2003) sedangkan Surat Keputusan PT.Taspen
{Persero) dalam prosesnya ditemukan kelemahan cacat-cacat yang tidak sesusi
dengan Perundang-undangan yang menimbulkan kemugian bagi karyawan
pencrima Surat Keputusan Direksi terscbut sehingea Mereka dapat saja
mengajukan gugatau dikermudian hari namun mengingat dalam prosesnya tidak
sesuai dengan Undang-undang Penyelessian Hubungan Industrial (UU
No.2/2004) maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum dengan gugatan Perdata
dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata.

ABSTRACT

The background basing on writing of this Thesis is Existence of Constitution
Court Decision Number 012/PULL-1/2003 about Judicial Review o Section 158
Labour Acts { UL Number 13 7 2003). This thesis studies about The Mechanisme
of disconenection of the relation of job especially because Weight mistake. Is
board of directors decree PT Taspen {Persero) have been as according to Law
especially Labour Act. And Is decree Of Directors PT. Taspen (Persero) that can
sued to common Justice or Labour Court. This Thesis used Normative Jurisdis
and Empiris Jurisdis. And also combine by Library Reseach and Interview with
the Subyek/Person which had capability and competency with this thesis.
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BAB1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Kehidopan manusia mempunyai kebutuhan yang berancka ragam, untuk dapat
memenuh: semua kebutuhan tersebut, manusis dituntut vofuk bekera, “Karena
sebagai individy, manusta tidak mudsh untok mencapai segala sesuats dengan
mudah.”! Sehingga setiap individu tersebut harus berusaba atau melakukan pekerjasn
yanp dapat dilakukan, “Tuguan seorang ingin melakukan pekerjaan adalah uatok
mendapatkan penghasifan vang cukup untuk membiayai kebidupan bersams dengan
kelurganya, vaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan™.

Baik pekerjaan yang dmsabakan sendirt maupun bekeria pada orang lain
Pekenaan vang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan
tangungjawab sendizl. Sedangkan bekerja pada orang lein maksudnya adalah bekerja
dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintal dan mengutusava, karena
ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut,

Pada zaman era globalisast saat ini setiap manusia sebagai mahluk sosial atau
zoon politicon tidak dapat tedepas dart ketergantungan denpan orang fatn bahkan
pada bidang duniz kena. “Karena dalam usaba untuk mencapai keperivan hidupnya,
manusia perlu mendapat bantuan orang ™ Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya
proses kerasama antara pthak pengusaba dan pihak pekerjig/burnh, kerjasama antara
pengusalia yang satu dengan pengussha lainya, dan kerjasama antars buruh yang sats
dengan buruh lainya, hal ini disebabkan guna membangun dan meningkatkan mutu
gebush perusahaan, sehingga pihak pengusaha dapst memperoleh sebpah keuntungan

Y CST. Kansil, Pengartar Hun Hubeor Dan Tate Hubwer Tndonesio, (Jakarts, Palal Pusisks,  1983),
Al 2%,

* Nandang Mulyasantoss, Topa Jowsb Pagarar Hulum Perburdbier, (Bandung: Awmnico, 1981),
himnA2,

* 1bid, hal 32,
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{reward) dengan hesil yang dikerakan oleh pihisk pekerja/buruh dan sebaliknyva
dengan piluk bursh akan memperoleh imbalan atau vpah atas jasa vang diberikan
oleh pihak penpusaba.

Buruh gftan pekenja adalah tulang pungpung perusshean, karena memeng
burab/pekena mempunyai peranan yvang sangat penting dalam menjalankan
perusahaan. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan ttu bisa beropersi
dan berpartisipasi dalam pembangunan, menyadari akan pentingnys pekera bagi
perusahaan, pemeriniehan dan masyarakat, maka perly dilakukan pemikiran agar
pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan, Demikian pula
perlu diusahakan ketensngan dan kesehatan pekeria agar apa yang dihadapinys dalam
pekerjaan dapat diperhatiken semaksimal mungkin, sehingez kewaspadaan dalam
menjalankan pekerjaan itu tetap wgamin. Pemikiran-pemikiran ity menupakan
program perlindungan kerja, vang dalam praktek schari-har berguna untuk dapat
mempertahankan produkiivitas dan kestabilan perusahaan.

Perlindungan kega mempakan hak pekeria das merupakan kevajiban suate
perusahaan, masalah perlidungan hukum bagi pekerja di Indonesia gelaln menjadt
perdebatan yang masih bersifit final, dan masih terdapat perbedasn perspektif
sehingga masih ferdapat pelangparan-pelangpaman vang merugikan para pekera
contobnys Pelanggarsn hak-hak normative buruh/pekera oleh kalangan pengusaha
seperti tidak membayar upah minimum, perbedaan pendapat dan rendabnya posisi
tawar para bursh/pekerjs terhadap Pengusaha menyebabkan tegadinya Pemogokan
burulpekerja.

Menyikapi seringnyva terjadi pemogokan buruh/pekeria tersebut pemerintah
mengeluarkan peraturan mengenai pedindungan pekena den segala peraturan
pelaksana hingga Keputusan Menteri yang mengatur sepala bidang yang berkaitan
dengan perlindungan pekerja, misalnya mengenai Jaminan Sosial Tenaga kerja
(Jamsostek)® yang diatur dalam Undang-undeng Nomor 3 Tahun 1992 dengan

“Jaminan Sesial Tenage Kerja adaish Seatu perlinduspas bagl twenaga kerja dalam bentuh, senbfunen
berara nang sebagsl pesgantt scbagiss dard porghasilen vang hitang ulau berkurang dan pelayanan sehepsi
zkibat peristiwa atza keadaon yang dislamni oich tenops kerja berupa kecolakasn kesie, sekit, hamil bersalin, huri
wa, dae mesinggsl dunie, (Pasel I aye? (1) Undang-sndang Nonor 3 tahun 1993,
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Peraturan Peleksang PP nomor 64 Tahun 2005 dan Undang-undang Perburuban yang
dipergunakan istileh Undang-undang Ketenagakerjaan® yaitu Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003,

Tujuan hukum perburchan di Indonesia adalah melaksanakan keadilan sosial
dalam bidang perburuhan yang disclenggarakan dengan jalan melindungi buruh
terhadap kekuatan majikan,

Perlindungan buruh dari kekuasaar majikan terlaksana apabila pemturan-
peraturan dalam bidang perburuhan yang menghamskan atau memaksa majikan
bertindak seperti dalem perundang-uadangan tersebut dengan tertib dilsksanakan oleh
semua pihak, karena keberadsan hubum tidak dapat diukur secara vuridis saja fetapi
Juga dinkur secara sosicdogis dan flosofis. Peraturan-peraturan tersebut merupakan
perintzh atap larangan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peratumsn ifu,
dengan hukuman kurungan atau denda yang sesual,

Dengan adanya hal-hal yang berkenaan dengan hubungan antara manusia
dengan manusia di dalam hubungan kefa itu, negars senantiase berussha dalam
melakuksan suatu pedindungan terhadap hak dan kewsjiban para pthak-pihak tersebut,
hal tersebut dilakukan Negara guna menghindan terjadi suatu penyimpangan di
datam hubungan kerja vang dapat merugikan salah satu pihak dalaro dunia kerja atau
hubungan kega. Selain itu hal tersebut dilakukan atau dismbil alik {feke over) oleh
Negara Karena berkaitan juga dengan identitas negara kita sebagai negara hulum
atay rehoistoot. “Di mana sejak Indonesia merdeke, pembangunan hukum difakukan
dan dilaksanakan dengan pesat Hal ini selaras dengan asas negara kita, vaitu asas
negara hukum dan bukan kekuasaan” ¢

Kemudian hal tersebui telab direflekstkan pada konstitusi negam dalam
Urndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 Ayat
{2) Yang menyebutkan bshwa : “Tiap-tiap warga negara berhiak atas pekegazn dan
penghidupan yvang lavak bagi kemanusisan”.

Dari uratan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa negar menjamin akan setiap

3 Ketenagakerizan ndulnh segals ha! yang bernbungze dengan donaga kexje pads wektu sebotum,
selama, dan sesudab mase kerjs {pasal f apwi (/) Undang-undag Nomor 13 whun 2003).
? Soetomo, Pengadidan Tute tsaha Negare Di Indomesia, (Sursbaya: Usaha Nasionni, 1983} lm 7.
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warga negarsnya uniik memiliki sebuah pekerjaan, di mana hal i diharaphkan
supaya seliap waiga negaranya mempunyai sebuah kehidupan yang layak dan
sejahtera dan dapat mewujudkan sebuah kesejahisraan sosial di negara ime “Hal di
atas merupakan sebagai konsekuens! asas negara hukum, bahwa pemerintah diberikan
kewenangan untuk ikut campur tangan dalam kegiatan masyarakat agar dapat dengan
leluasa melaksanakan fugas-tugasnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat.”’
Kemudian dengan adanya suatu campur tangan dan pihak pemerintah yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka untuk mewujudkan
amanat itu selayaknys pembangunas di bidang ketenagekerjaan sudah seharusnya
diarahkan uniuk menciptakan lapangan kega bagi masyarakat sehingga pekerja/burub
akan dapat hidup vang layak dengan kelsarganya, kemudian dengar majunya di
sektor bidang ketenagakerjaan tersebut maeka sengotiass akan membuat suatn
peningkatan stabilitas perckonomian bangsa.
Adapun semuativa tertuang dalam tujuan pembangunan ketenagakerjaan juga
dapat di Bihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Neomor 13 Tahun 2003 adalah ;
z2. Memberdayakan dan mendayagunakan tenagas kerja secara optimal dan
manusiawi,
b. Mevajudkan pemerataan kesempatan kegga dan penyediaan tenaga Kerja yang
sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
¢. Memberikan perimdungan kepada tenaga kega dalam  mewujudkan
kesejahterzan; dan
d. Meningkatkan kesejahigraan tepaga kega dan keluarganya.
Adapun disamping it Hukum ketenagakeraan memiliki  unsur-unsur
sebagaimans disebut df bawsh, yakai .
a. Serangkaian peraturan baik yang terfulis dan vang tidak tertulis;
b, Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusahas;
¢. Adanyz orang bekeria di bawah orang lain, dengan mendapatkan upah sebaga:

halag jasa;

? Bachan Mustafy, Pokoi-Pobok Hidvum Adstinistrasi Negar, <a IV, (Bandung: Alwmni Beadong, 1985),
Il 23
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d. Mesgatur perlindungan pekerja/burch, meliputi masalah sakit, haid, hamil,
melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.®

Namun selema im belum ada penimbangan antara tersedianys lapangan keria dan
pencant kega karena kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masib dihadapkan dengan
masalah. “Salsh satunys antara lain, rendshnya keterampiian yang dimiliki pencan
kera, selain itu tingkat produktivitas tenaga kerja, distibusi tenaga keda yang tidak
meratz baik regional maupun sektoral serfa perlindungan dan kesejshersan fenaga
kerja.”™”

Perlindungan perburvhan dengsn aturan-atyran dan sanksi vang iegas
diharapakan marapu menjamin kesejahteraan pekera, yang merupakan bagian dari
rakyat Indonesia. Perusahaan yang melanggar ketenfuan dapat dikenakan sanksi jika
terdapat kelalaian akibat kurangnya perhatian pada kondisi pekepanya hinggs
menyebabkan pekeris mengaiami kervgian baik fisik maupun maters,

Perkembangan perusahaan memang Hdak lepas dari ussha para pekera,
dimana pekerja merupskan salah satu roda penggersk jlanoys produkst dalam
memperoleh keuntungan, namun tidak jarang jika ssbuah perusahaan tidak mampu
mencapai nilai keuntungan vang minimal, hinggs perusshaan mengalami kesuolitan
dalam bidang kewangan, menyvebabkan perusahaan memerivkan pengurangan
produksi disegala bidang, termasuk Juga pengurangan jumlah peketia vang menjadi
bagian anggaran yang waiib dibayarkan oleh perusahaan. Sehinggs pads akhimya
perugghaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerz (PHK) secam septhak demi
kelangsungarn jalannya pensszhaan,

Tidak dapat dipungkin, bahwa Indonesia sebagai negara berkembang selalu
terpengaruh ferhadap keadaan global yang terjadi di negara lzin, Indonesia sebagal
negara yang berusaha mengadakan peningkatan di berbagat bidang, terkadang terkena
imbas dari keadaan ekonomi dunia. Semenjak krisis monpeter pada tshun 1997,
Indonesia mengalami gejolak perwrunan dan peningkatan yang silih berganti

* Abdul Khakim, "Penganar Hulvon Ketenagokerioon Indonesia, ” (Tesis Magister Universitss Indonesiz,
Jakaria 200 fiel 14-£5}

% [ Neageh Subagin, “Perlindungan Pokerjn, Lambogs Pongkaji Hukem dan Hak Asasl Manusis  Bali,
Moajalah Warwasan (November 2005y 26.
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bidang Industri. Terlebih lagi setelah banyaknya bencana dan tragedi yang menimpa
Indonesia, mempengaruhi pemikiran investor untuk reenanamkan modalnya pada
perindusinan di Indonesia.

Pengamat ekonomt, Didin § Damanhuri mengungkapkan faktor kebijakan
ekonomi makro telas mempunyat pengaruh yang besar pada problem perbucnhan di
Indonesia. Ia menambahkan bahwa pengaruh kebijakan ekonomi makro sangat besar
karenz merupakan i pass yang menciptakan insensif tinggi.' pengsrul vang besar
juga dalam memancing iklin mvestasi atau penanaman modal di Indonesia, hal
tersebut dikarenakan pads prinsipnys suaty kegiatan penanaman modal asing pada
suaty perusahaan di suatu Negara bertujuan mencari keuntungan safa ataun economic
opporturily. Keuntungan tersebut dapat diperpleh darl berbagai factor: upsh buruh
yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnys pasar yang baru, menjual
teknologi (merek, paten, rahasia daganp, design industry), menjual bahan baky untuk
dijadikan barang jadi; inseniif untok invester; dan status kﬁusus Negam-pepara
tertentu dalam perdagangan intemasional

Kemudian terkait dengan it melihat faktor Negama majn datang ke suatu
Negara karena upah buruh vang murah dikarenakan untuk menekan biaya produksi,
perusahaan negara-negard maju melakukan investasi di nepara-nepara berkembang
bertujuan untuk mendapat upah buruh yang mureh, ™ Kebanyakan negars
berkembang memiliki tenaga kerja yang melimpah, dengan tingkat upah yang jauh
lebih mursh dibandingkan upsh buruh entuk pekerjaan yang sama di Negam-negsm
maju, Dengan mepanamkan modal di negara beskembang yang memuliki tenaga kerja
yang melimpah, para investor dapat mengembangkan modalnya atau usshanya
dengan ongkos atau biava yang musah

® Priandone, Kehijakan Ekonomi Makro Sursber Masulah Peebrirnhan, Temps Inierkiif, per Mei 2006,

¥ Hrmen Refagukguk, Hulum frstast di Indovesia tAnatoni Undeng-Undeng Nomor 25 Talnen 2007
rerang Penaseman Modal), {Jekarta: Faloaltas Hukem Tiniversitas Al-Asher Indonesia, 2007}, hlm.1.

2 John Robinson, dspects of Development and Underdevelopment, {Loudon; Cambride University Press,
15793, Dikudip dari Erman Rajsguiguk, Ibid.

" Brinley Thomas, The Historical Record of Internationa! Capita Movemenis, dafem Jonh H. Dunning
{EdY, futernational Bevesiment, Penguin Books, hbn 47, Dikutp dari Bsman Rampukguk, 7bid
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Dalam kaitannya mencari upah buruh yang mursh, paling tidak ada lima
pertimbangan iain vang digunakan pars investor sebelum menanamkan modal,
yaita™:

1. Culture factors (worker motivation, capital movements, preparation, eic).
2. Labour regulation.
3. Responstveness of the surrounding economy m providing supporting good
and services,
4. Credibility of public, sector commitments about taxes, infragtructure and other
regulatory issues.
5. Institutiona! base of commercial law.
Sehingga dapat dilibat babwa dibalik kelemahan-kelemahan dalam hal sumber daya
manusis di Indonesia ini, terdapat juga keunhungan i dalamnya guna menank mogdal
asing yang membutuhkan buruh dengan epah mugah.

Disamping #u pemerintah Indonesia cenderung menjadikan revisi Undang-
undang Ketenagakeriaan sebagai jalan singkst yang harss ditempuoh  untuk
memperbaik: ikiim investas:, Kendatt revisi inl bermaksod mencari titik temu anigra
kepentingan pengusaba dan pekerja, nigt baik pemerintah ini mendapat tanggapan
negatif dari publik. Publik curiga revisi Undang-undang Ketenagakerjaan akan lebih
berpihak pada kepentingan pengusaha.

Indonesiz adalsh bangsa Asis Tenggara yang paling patah terimpa Knsis
Asig dan juga negem yang organisast burshnys paling keras dibungkam pada saat
orde barn, namun krisis ekonomi di Indonesia tersebut kemudian memunculkan satu
krisis politik vang mendasar. Selurah bangunan sistem rezim vang telah lama mapan
gkhirnya melongpar ketika krisis tak kanjung teratasi yang itu berarti terbukanya
kesempatan-kesempatan baru bag: pengorganisasian buruh,

Kasus di Indonesia tersebut diatas juga menunjukkan bahwa kapasitas buruh
gntuk mempengarvhi kebijakan negara tergantung pada posisinya dalam konstelasi
kekuatan sosial yang lebih huas. Tentu peristiwa bersejarah fumbangnya sang diktator

M Theodssre H. Morn, Foreign et Tivesment ond Developprent, {Washington: Institute for
Inieraalions’ Eronomics, 998}, bim.85, Dikutip dari Brman Rajagukguk, Bid.
" “Seanbily Tajam Bust Kauin Pekerja®, Konpas, (11 Agril 2008},
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Soehario pada Mei 1998 membebaskan upsya pengorganisasian burub dari sekian
hambatan hukum yang telah lama ada. Namun, ketika elite lama dan elite baru
kembali terbentuk dalam saty format polittk demockratis, burgh terorganisesi
umumnya tetap sajs tidak terlibat meskipuo terdapat banyak sarana-sarana
pengorganisasian  yang baru. PDarl kekuatan-kekugtan utama yang berferung
membentuk kembali kekuasaan pasca-Orde baru, tak satupus yang memiliki
dukungan koostituensi dari buruh; satu kenyataan yeng banyak diskibatken oleh
disorganisasi sistematik dao marjinalisest buruh di bawah Sceharto.

Harus juge dingat bahwa krisis ckonomn Indonesis yang mengakibatkan
tingkat pertumbuban ekotomi minus 14% (empat belas persen)’® pada 1958 juga
berdampak meningkatkan angka pepgangguran dalam jumiah besar. Dalam kondisi
perekonomian dengan tingkat pengangguran vang sengat kronds, tentu hal ini semakin
memperlemah  posist  tawar  organisasi bursh.  Sisgnasi  ckonomi Indonesia
merobohkan ratusan peruszhasn, termasuk di sektor manufaktur berorientasi ekspor
vang sangat penting bagi pertpmbuban Indonesia pasca-bom sminyak dan sebelum
krisis (kira-kira sejak awal tahun 1980-an hinggs tahun 1997). Pama buruh perkotan
yang jurmnlahnya tak terhitung pun tidsk memiliki pilihen selsin pulang ke kampung-
kampung halamas mereka di pedesaan, mencari perlindungan dan bencana krisis ~
tentu saja temmasuk bebempa aktivis dan organisasi buruh yang berada pada akar
mumput vang berpengalaman,

Selain i, ketika ssjumlzh serikat buruh bare bermunculan, saat im tak ada
organisasi buruh tingkat nasional yang atas pama busub dapat bemegosiasi dengan
kepentingan Jain yang kebanyakan terbentuk dalam sliansi-aliansi yang rakus di
partai-partai politik bary, Bekas organisasi burch yang ‘resmi’ di tingkat pusat, FSPST
{(Federast Senkat Pekerja Seluruh Indonesia), mulai tercerai-berai nyans secepat
ketika Socharto jatuh, akan tetapi praktis tidak ada sat: pun kemungkinan untuk
menggantikan organigasi itu,

Kelemahan organisasional buruh secara mendasar yang sudsh ade sejak
sebelum krisis ekonomi dan kejatubian Socharto yvang menghambat buruh untuk dapat

B By Basters Boowonic Review, 4 Maset 1999,
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menggunakan sepenuhnya momen keterbukasn yang diciptakan peristiws Mei 1998,
Gambaran tentang terus melemahnys pengaruh buruh terlihat sast Undang-undang
perburuhan vang barg tentang sertkat buruh akhirnya disahkan pada pertengahan
bun 2000, Walau terdapat protes dari mayoritas organisasi buruht, tetapi masth
memungkinkan bagi pemerintah memecah-belah serikat buruh yang baginys
berbahave bagl “kepentingan nasional’. Ketika organisssi buruh mempu menuntut
kenatkan upah munimum namun yang berakibat terus meningkatkan angks
penganggumn dan protes para pengusgha — kesaikan harga yang kian meloniak dan
berkurangnya subsii pemenntsh atas layanan dasar dan barang-barang secara terus-
menerus akhirnya melenyapkan nilai riil kenaikan vpzh tersebut.

Suaty ugian atas kekuatan serikat burwh tedadi pada 2002, dengan terus
dilontarkannya gagasan kontroversial ientang undang-undang hubungan industrial
yang bar: yang ketika itu para aktivis buruh memilik bersikap brutal techadap
berbagai hambatan, di antaranya mengenai implementast hak mereka melakukan aksi.
Barangkali tidak ade gambaran mengenai lemahnys posisi buruh terorganisasi
Indonesia yang lebih jelas daripada ancaman yang dilayangkan pasa investor Korea
Selatan dan Jepang, juga dan sekelompok pengusaha lokal, bahwa kelak ‘modal
mereka akan hengkang” dan Indonesia. Parg investor int menganggap kenaikan upah
dan masaleh-masalah vang ditimbulkan buruh belakangan membuat iklim investasi
Indonesia kurang kondusif dibanding negeri pesaing seperii Cing, Vietnam alay
Myanmar. Pejabat pemerintah menanggapi hal ini desgan mengerem kenaikan upah
buruh dan mengontrol serikat buruh, sementacs mereka jarang sckalli membenahi
sumber-sumber lain vang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi, termasuk
prosedur dan biaya birokras: yang tidak sedikit Sudah sangat senmg dilaporkan di
media nasional bahiwa hal ini akan menyediakan banvak senjats bagi kepentingan-
kepentingan vang hendak mencegah munceinya gerakan buruh Indonesia vang lebih
efekeir

Maka dengan berkurangnya modal dan investor dan penurunan dava beli
pasar, menyebabkan perusahaan tidak mampu mencapai nilai keuntungan tertinggt

Y Vodi R, Hadiz, 30 Agustus 2006, Politik Gerakan Burtth di Asia Tenggara. Article.blog.com.
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dalam sebuah hasil produksiy, melainkan dapat menysbabkan kerugian jika tetap
memperiahankan jumiah pekerje yang menghasilkan produksi yang tidak memiliki
permintaan passr, sehingga keutungan tidak dapat diraih. Dalam keadaan seperti ini,
perusshaan mengeluarkan beberapa kebijakan ager anggaran produksi sesvai dengan
modal vang ada, salah satunya adalah dengan pengurangan tenaga kerja, misaloya
merumahkan tenaga kerja dengan hanya memberikan vang dibawsh usng minimal
regional (UMR) ataupun melakuken pemutusan hubungan keje (PHK) secars
seprhak. _

Pemutusan hubungan kerja secam sepihak terkadang menyebabkan timbulnya
masalah atan perselisihan antam perusehaan dan pekesja, naown pemerinizh telah
mengatur melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) sebagaimana
diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1964 teniang PHK jo. Undang-undang
No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaizn Parselisthan Perburuhan yang belum dapat
membenikan perlindungan maksimal bagi burulvpekerja. Hal ini karena putusannya
vang menggambang merupakan akibat fdak dapat dilakukannys eksekust langsung
dan masih memungkinkan vetuk digugat fagi ke Penpgadilan Tata Usalm Negara
karena dikategonikan sebagai budang adminisiratif {penjelasan pasal 48 ayat (1)
Undang-undang No.§ Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara},

Sehinggs prosedur yang harus dilewsati dalam  penyelesaian sengketa
perburubarnvketenagakerjaan ini fidak dapat memenuhi harapan sesuai dengan asas
peraditan cepat, mudah, dan biaya ringan. Upays untuk mengganti perundang-
undangan yang dirasakan tidek sesuai lagi dengan kebutshan hukum dibidang
ketenagakeraan tersebut sudab dilakukan sejsk tahun 1998 dan mengbasilkan
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ientang Ketenapakerissn, sedangkan
penyelesaian masalah perburuhan diatur dalam Undang-undang hubungan industrial
vaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2004,

Fenomena-fenomena di atas merupakan sebapian kecil dari banyaknya
permasalghan-permasalahan dibidang hukum perburuhan, salah sam massiah vang
masih boleh dibilang masih bersifist polemik yaitu mengenat Pemutosan Hubungan
Keris(PHK) secarn sepihak akibat keszlahan berat menjadi alasan pelaksanaan
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penelittan i Maka dari itu penelifan ini difokoskan pads masalah
“PERLINDUNGAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA
KESALAHAN BERAT (Studi Kasus terhadap Surat Keputusan Direksi PT. TASPEN

(Persero) ).

B. Ramusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Pemutusan Hubungan Kergs (PHK) berdasarkan
Peraturan perundang-undangan vang berlaku khususnys tentang Pemutusan
Hubungan Kenja akibat Kesalahan besst?

2. Apakab Pemutusan Hubungan Kerjz yang dilakukan oleh Dircksi PT. Taspen
(Persero) dengan memberikaen Surat Keputusan Direksi tentang Hukuman
Displin  Sangat Berat berupa Pemberhontian dengan Hormat tidak stas
permintaan sendini scbagai Karyawan Perusghasn sudah sesuai dengan
perundang-udangan yang berlaku?

3. Apakah Surat Keputvsan Direksi PT.Taspen {Perserc) tentang Hukuman
Displn Sangat Berat berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas
permintaan sendirt sebagal Karyawan Perusahasn yang tidak sesuai dengan
Perundang-undangan Keteragakerjaan dapat digupat ke pengadilan Umum
ataukah ke pengadilan Hubungan Industial?

C. Tujnan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahul mengenai mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
secara sepihak oleh perusahaan berdasackan Peraturan perundang-undangan
yang berlaku khususnya Pemutusan Hubungan Kerja akibat Kesalshan berat.

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH Ul, 2008



12

2. Untuk mengetahui teatang sudab sesuad atou tidek Surat Keputusan Direksi
PT.TASPEN (Persero)tentang Hukuman Displin  Sangat Berat berupa
Pemberhentian denpan Hormat tidak atas permintaan sendid  sebagai
Karyawan Perusahaan, dengan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Unfuk mengetahui apakah Surat Kepotusan Dirsksi PT.Taspen{Persero}
tentang Hukuman Displin Sangat Bermt berupa Pemberhentian dengan Hormat
tidak atss permintaan sendin sebagal Karyawan Perusahzan tidek sesusy
dengan Perundang-undangan Ketenagakenaan dapat digugat dan diajukan ke
pengadilan umum atau pengadilan hubungan industrial

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian vang digunakan oleh penulis dalam karya tulis menigenai
Perlindungan Hukum Pemwitusan Hubungan Kera Karena Kesalahan Berat (Studi
Kasus Terhadap Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Pessero) merupakan penslitian
Yuridis Normatif, yaitu Penelitian terhadap suatu permasslahan yeng kemudian
ditinjau berdasarkan perundang-undangan yang berfaku di Indonesia. Pendekatan
seoara yundis nommatif sehingga penulis ingin mengkaii persturan perundang-
undangan yang berlaku {fusconstinuurm) di bidang ketengsgakegaan di Indonesia dan
penulis juge mempergunakan pendekatan vuridis empins yang digunakan ontuk
mengetaing  penerapan dan peraturan perundang-undangan vang berlaka pada
lapangan hukum ketenagakerjaan tersebut.

Sciam ttm penelitian inl menitik-beratkan pada penelitian dokumen atau
kepustakean yang intinya mencari teor-teori, pandangan-pandangan yang relevan
dengan permasalshan vang dibahas, akan tetapi untuk melengkapi data yang
diperoleh dart penelitan dokumen atau kepustakaan, maka dilakukan penelitian
lapangan, guna melengkapt penelitian ini perfu didukung dengan penelitian fapangan
vaitu dan nara sumber yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pemutusan
Hubungan Kegja Karena Kesalahan Berat (Studi Kasus Terhadap Surat Keputusan
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Direksi PT Taspen (Persero) serda berdasarkan persturan perundang-undangan yang
berlaku.

Peneliti berusaha mendapatkan hasil berupa gambawn yang bersifat desknptf
analitls tentang pokok permasalahan, yaitu hasil penelitian dapat melukiskan keadaan
obyek masalsh yang diteliti secarm menyshiruh dan sistematis berdasarkan data-data
vang diperoleh berkaitan dengan Pedindungan Hukuym Pemutosan Hubungan Keria
Karena Kesalahan Berat {Studi Kasus Terhadap Surat Keputusan Direksi Pt Taspen
(Persero} ).

Penunjukan data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dilakukan
sehagai berikut ;
a. Penclitian kepustakaan
Penelitian kepustakasn adalah suaty cara pemrgumpulan dgta dengan membaca
dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang bempa literatur-literatur dan peraturan
perurlang-undangan yang mempunyal relevansi dengan permasalahan.
Adapun ruang lingkup penelitian kepustakasn adalah sebagai berikut -
1. Sumber Data
Data yang dicumpulkan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder,
yang diperoich dart
a. Bahan hukum primer
Yaitu bahan hukum yang mengikat, ' terdiri dari;
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdaia
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaun
3 Undang-Undang Nomor 2 tfahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industaal
4. Peraturan lain yang berbubungan dengan Pemutusan Hubungan Kena
{PHK) akibat Kesalahan Berat

¥ Sockant, Snerions, 1994, Pevelition Hulsen Noralif (Suats Tingawn Singkat), bl 13,
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b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hekum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer,”

vang terdiri dari

1. Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai Perlindungan
Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat.sebagai
karyawae perusahaan.

2. Berbagai hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pekerja
terkait Perlindungze Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Karena
Kesalehan Berat sebagai karyawan perusahaan.

¢. Bahan hukum fersicr
Yaitu behan huknm yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahsn hukum sckender,™ vang terdiri
dari:

1. Kamus Hukum { Belanda-Indonesia )

2. Kamus Inggns-Indoneasiz

3. Kamus Bahasa Indonegia

2, Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datz vang digunakan dalam penelitiag ini adalah
studi dokumen atau bahan pustaka vang dilakukan dengen cara mempelajari
secara sistematis bahan-bahan vang tersedia, batk yang berupa lteratur,
peraturan  perundang-undangan vyang bersifit teoritis maupun  vang
merpunyai hubungan dengan penmasalahan

b. Penclitian Lapangan

1.

Data
Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer tentang
sesuatu vang ada kaitannya dengan Periindungan Hukum Penwsiusan

¥ i
2 pid
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Hubungan Kegja Karena Kesslaban Bemt sebagai karyawan perusahaan untuk

memperaleh data primer tersebut maka ditentukan lokasi penelitian dan

subyek penelitian sebagai bertkut:

a. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian dilskukan di PT.Taspen (Persero) Cabang Bogor vang
pernall melakukan Pemutusan Hubungan Kera terhadap Karyawan
Perusahaannya, agar diperoleh hasil penelitian yang dapst memberikan
jawsban atas rumusan masalah, selain ifu pula psnelitian di PT.Taspen
Cabang Bogor dapat menjadi sumber data primer unink mendukung data
kepustakaan.

b. Subyek Penelitisn

Disini perelitian dilakukan kepada pama nam sumbes, dan pihak yang
berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja, yang telah ditentukan dao
dipilih oleh penulis vang dianggap lebith tahu tentang Pemutusan
Hubungan Kena (PHK) akibat hukuman displin sangat berat berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendind sebagai
karyawan perusahaanantara lain Ketiga mantan Karvawan PT.Taspen
vang mendapat Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Pemsero)

2. Alat Pengumpulan Data
Diisini penelitian dilakukan melalui wawancara dengan para nare sumber,
yaity Narasumber yvang berwerang di Perusahinan yang pemah mengadakan
pemutuszn hubungan kerja (PHK), dan pihak Pekeqa yang mengalanu PHK
yang telah ditentokan dan dipilih oleh penulis vang dianggap lebib tahin
tentang perlindungan hukum bagi pekerja terkait Pemutusan Hubungan Kena
(PHK}.
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E. Keranpka Teoritis
Penelitian hukum mensyamtkan adanyz kerangka teoritis dan kerangka

konsepsional sebagai suatu hal yang penitng. Kemangks teonitis menguraikan segala
sesuatuy vang terdapat dalam ieon scbagal suvatu sistem ancka “Zreore’ma’ atau
aiaran, kerangks konsepsions! mengnngkapkan beberapa konsep atau pengertian yang
dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum 2

Bagi negara-negara berkembang untuk bisa mendatangkan mnvestor setidak-
tidaknya dibntuhkan tigs syarat vaitn, perfama, adanya scomomic opporiunity
(investasi mampu memberikan keunfungan secara ekonomis bagl investor); kedua,
political stability {investasi akan sasgal dipengaruhi stabilitas politil); fetign, legal
ceriainty afau kepastian hukuen® Ketentuan lain berkaftan dengen perpaijakan,
ketenagakerjaan, dan masalah pertanehan semua ketentuan 1 akan menjadi
pertimbangan bagi investor dalam melakukan penanaman modal.®

Jika dikaitkan antara  Investas! atas  penanaman  modal  denpan
ketenagakerjaan, yakni keduanya saling mempengaruhi dan berkorelasi satu sama
lainmys di mana jika iklim investssi berjalan dengan baik maks sekiranya lapangan
pekerjasn akan semakin memberikan peluang bagf calon-calon tenaga kera dan akan
mengurangi tingkat pengangguran dan begitu pun sebaliknya jika system regulasi
dibidang ketenagakerjaan dapat efektif dalam prakteknya dan memciptakan iklim
yang kondusif dalam hubungan industrial maka dapat menjadi salah satu penunjang
dari datangnya modal-modal asing ke Indonesia.

* Soeriono Sockanto dan Set Mehmudii, Penelizivn Huhin Normotif Suat Tijauan Sghat,
(Jukarta: Reje Grafindo Persada, 2601), hlm. 7.

# Pencres §. Nagy, Country Risk How w0 dsses, Duaniify amd Monitor {Loaden: Eurcnomy
Pubiications, 1979), page 54. Dikubp dari Erman Rejagukgnk, Hukum Investasi i Indonesia Pokok
Bohasan (Jekarta: Fakultes Hukum Universilas [ndosnesia, 2008, him 40,

2 Sentoss Sembiriog, Hufnm mvestasi, oot {, (Handunpg: Nusnsa Auolia, 2007}, hal, 32.33,
Mengenai pentingoys jaminen kepsstian hukinn bagl investor ini jugs dapat dilibat peda CSIS,
“Mashal Akedemik Rancengan Undang-Undang Penanaman Maodal,” blm., 29,
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Sehingpa terhadap pembahasan dalam perspekiif kepastian hukum dibidang
ketenagakerjaan di Indonesia dalam penelitian ini akan dikadi dengan menggunakan
kerangka berpikir fentang teori sistern hukum atau Legal System Theory yang
dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.® Friedman menyatakan bahwa suatu
sistem hukum atau fega!l syster: terdini dari tiga unsur, yaity unsur siruktur hukum,
substansi hukum dan budaya hukum,

Strukur mengandung pengertian kemngkz vang memberikan perlindungan
menyélurnh bagi suaty sistem hukum. Struktur ini terdird dan elemen-elemen jumish
dan besar badan peradilan, bagaimana peraturan perundang-undanganoys dan
prosedur apa yang harus dilaksanaken oleh parss penegak bukom. Struktur bersifit
sebagai pembatas gerakan®

Substansi dari svaty sistem hukum mengandung pengertian peraturan yang
sesungguhnya, noma dan tatanan pergaulan masyarakat yang berlaku dalam suatu
sistam.™ Substansi juga mengandung perngertian produk atau keputusan dari pembuat
peraturan perundang-undangan”

Budaya hukum mengandung pengertian sikap perilaku masyarakat terhadap

® Lawrence M. Friedman, Hulum Amertka: Sebuch Pengantar {American Law: dAn
Intraduction, 2* Edidon), diledensbken oleh Wishnu Basuki (Jukaria: Tatanusa, 20003, Bm 64,
Alosan penulis menggunaken eon sistem hukue staw Legal Syustens Theory yang dikembungkan oleh
Lawrence M. Friedmian, karens peoelit berpendapat balnwa pembabasan aspek kepastien huknm selain
melipuli aspek gteg unsur subsieast kukam, stukiur hikem sfsy eparatur Fukes den budeys hukum
masyarekat. Di samping itw, peseliti sependepal dengan pendapst dari Inosentius Semsdl bahwa
argumeniast loin yang mendorong peneliti mengguagkan teori ini jalah bahwa program pembangunm
hulwe di Indonesia swngacy e mesggundken kerangska berpikir sistem  bukwm  yang
dikernbangkan Fricdman. Barangkali pemyebabnya ialah beberaps skedemisi bukum yeng sering
menggunskan foori ini ferlibnl secarg langsung sebaged birokest delam penyusunss program
pembanguaan hukwm nasional. DI antarsnya dapat discbutken Prof Frgan Rajagukgek yang delam
tuHsannys sering menggunakan feor sistem bukum yeng dikembanghkan oloh Friedman dan kerene
jebatannys dalem birckresi sepsrti permmeh menjedi Digen Hukum dsn Perndang-undengen
Diepartemnen Kebakiman RI (1998} don kemudian diangkat menjedfi Wakil Sckretaris Kabinet RL
Kedus jabstan tersebut menyentuh secars langsang dalam program pembangunan hikum nasional.
Sebagaimane dikviip dari Inosenfius Samsul, Perlindunge: Komsumen-Kenunghinan Penerapen
Tanggung Jawab Mutlak (Jnkarie: Program Poscasarisne Fekultas Hukum Universitas Indopesia),
hlm.2}.

B Lawrence M Friedman, American Law, (United States of Americas WW. Norton &
Company, 1983}, page.5.

* Ibid , page 6.
2 thid
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hukum dan sistem hukum. Hal ini mencekup bagaimana kepercayasn, nilai, ide dan
pengharapan mereka terhadap hukum. Ide pemikiran int yang membuat hukum dapat
begjalan sebagaimana mestinya

Mengacu pendapat Friedman mengenat suatu sistem hukum yang baik, maka
penulis dalam tesis ini akan lebih menekankan terhadap permasalshan subsiansi
hukurs, aparatur hukum dan budaya bhukum dad sisten hukum yaite menyangkut
substansi dari perstoran perundang-undangan vang terkait dengan tesis ini yang
menyaogkut bidang ketenagakerjaan yang berkembang di Indonesic dan selalu
mengalami perababan-perubahan skan peraturan pelaksananya dari undang-undang
pokoknya.

Sebagaimana yang dikatekan Friedmann, babwa substansi hukum selalu
mengalami perubahan melalei empat jenis tipe perubahan (poimr of impaci).”
Keempat jenis perubahan tersebut adalah, pertama perubhahan yang berasal dari luar
sistem hukom, yaity masysrakst namun dampaknya hanya berakhir pada perubaban
sistern hulum itu sendid. Kedua, perubahan yang berssal dari luae, yaitu dan
masyarakat dan membawa dampak pada perubahan masyarakat. Ketiga, perubshan
dari dalam sistem hukum itg sendin, namun hanya berxdampak secara internal hukum.
Keempai, perubahan darl dalam hukum sebageimana digambarkan oleh Friedmann
pads dasamys akan melahirkan karakieristik hulum digandang dan posisi dan
hubungannya dengan masyarkat yasu sobstansi hokum yang represif, ofonom dan

responsi 30

E Ihid

® M. Friedmann, Law in # Changing Society, (London: Stevens& Sons Limmited, 1959), blm 269-
270. (Dikutp dart tesis: Yulia Fitei Rachmasan, “Implikasi Aluran Perjangian Kerjz Wakin Terfeniu
(PKWT) Terhadap Perlindungan Pekerja/Burah Dikeitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tabun
3003 Tentang Ketenagukerjaan”, (Tesis Magtster Universites Indonesia, Jakarte, 2006), him, 11

* Satya Annunto, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Universitas
Indonesia, Jakarts, 2004, him 117, (id him.12.)
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Adapun hukum harus dapat memformulasikan menjadi satu kesatuan yang tepat
dalam substans: hukum tersebut yaknt harus memuat:
1. Swbifity, yakm bukem harus dapat mengakomodir kepentingan yvang saling
bersaing;
2. Predictability, yakni bukum hans dapat memberikan sustu kepastian akan
hukum,
3. Faimess, yakni hukum harus memberikan suatu kesdilan i masyarakat;
4. Fducation, yakni hukum tidek semata-mata diperuntukan gons memberikan
hukuman, akan tetapi juga dapat sebagal pendidikan di smasyarakst; dan
S. The speciai Development abifities of The Lavwyer™
Oleh karena 1w, tjuan bulum ekonom:i Indonesis yang terpenting ialzh dapat
mencegah disintegrasi bangsa, mendorong pecumbuhan ekonomi keluar dan krisis
dengan sukses, dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan
masyarakat Hubkum, institusi hukum, dan sagana hukum memainkan peran yang
sangat penting bagi terwujudnys “impiar” hukum ekonomi tersebut™

F. Kerangka Konsepsional
Dalam kerangka konsepsional ini penulis akan mempergunakan definisi-definisi
dart beberapa pendapat-pendapat pare ahli dan dan peraturan perundang-undangan
vang mengstur, pamun dalam  penwlisan tesis nantinya penulis akan lebih
mengedepankan definisi-definisl vang bersumber dart Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakesiaan,
a. Pengertian hukum perbunshan
Hukum perburvhan adalah Sebagian dart hukum vang berdaku {segala
persturan-peratuan} vang menjad: dasar dalam mengatur hubungan kerja antara

M Leonard J Theberge, “Lew sad Econumic Development,” Jourrar! of Internaiional Law and
Policy (Yol 9 231, 1980) 232, Dikutip dari Ermnan Rajagukguk, fbid

* Frman Rejegukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Porsatuan Banpss, Memulitken
Ekonomi, den Memperiuas Kesgishteraan Sosial,” Jurngf Hukum Bissis (Volume 22 Mo, 5 Tahun
20053, hlm 22,
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buruh (pekerja) dengan majikan aian perusahaannys, mengenai tata kehidupan dan
tata kerja yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kesja tersebut.”

Mr. Molenaar menyatakan bahwa™ :

" Hukum Perburvhan (Arbeidrechis) adaloh bagian dari hubungan yang berlaky yang
pada pekoknya mengaiur hubungan antarg buruh don majiten, buruh dengan buruh,
dan buruh dengan penguase.”

M. Soefilmo dalam bukunya yang berjudul Hukurn Perburuhan, mengantikan
hukum perburshan sdalah ‘Kesefwrubian peraturan-peraturan hukum nengenai
hubungon kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatian di bawah
perintah/pimpinan. orang faim dan mengengi keadaan-keadacn penghitiupan yang
Iangsung bersanghut prut dengan hubungan kerja tersebut ™

Prof Imam Soepomo berpendapat bahwa Hukum perburuhen adalah “Suaty
himpunan peraturan, baik tertulis mavpun tidak yang berkenan dengan kgjadian
dimana seseorang bekeria pada orang lain dengan menerima upah. =

Diari beberaps perumusan meongenal definisi Hukum Perburuhan yang
dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut di atas, maka dapat ditank
kesimpolan mengenai unsur-unsyr vang terdapat dalam  pengertian  Hukum
Perburuhan, antara lain

1. Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun  tidak tertulis,

2. Peratoran tersebut mengena: suatu kejadian,

3. Adanva orang (buruh/pekera) vang bekeda pada pihak lain (majikan),
4. Adanya upah.

Undeng-undang Nomor 13 Tahun 2003 temtang Ketenagakeraan telah
melakukan pembaharuan terhadap beberapa atursn perundang-undangan perburshan
baik peninggalan kolonial Belanda maupun peraturan perundang-undangan nasional
vang swilah dunsakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. Dalam Pasal 1

a Sapodtrs, Karty . dan Widianingsih, RG., 1982, Polpk-pokok Hidum Perburilian. b 2
¥ Ibid, him 2.

M thid., Rlm2.

% Soepomoe, fmam, 1983, Pesgutar Hubvm Perburedis. iin 3.
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angka 1 Undang-undnag Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketonagakegaan dijelaskan
bahwa.,
“Ratenagakerjoan adalah segala hal yang berhubungan dengan fenaga kerja
pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.”
Berdasarkan pengertian Ketenagakerean tersebut dapat dirumuskan pengertian
Hukum Ketenagakerjaan adalah Semus peraturan hukum vang berkaitan dengan
tenaga kerja baik sebelum kerja, selama atan dalam hubungan kegis, dan sesudan
hubungan keria.

Jadi pengertian hukum ketenagakerizan lebih luas dari hukum perburuhan yang
selams ini ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hubungan hukum anfara buruh
dengan majikan dalam hubungan kerja.”

Pengertian Pengusahs menunit Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomeor 13 tahun
2003 adalah:

a. Orang  perseorangan, persekatwan, alau  badan  hukum  yang
menjalapkan suaty perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseoyangan, persekutuan, alau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan militnya;

¢ Orang perseorangan, persekutuon, alav badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagannana dimaksud dalam huruf
a dan b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.

Sedangkan Pengertian Perusahaan menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang
Nomor 13 inhun 2003 adalah -

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak nifik orang
persearangan,milik persekutyam, atay mifék badan hukeen, baik milik
swasta maupun bk negara yang mempekerjakan pekeria/burub
dengan mesthayar wpah atan imbalan dalan bentuk lain;

b, Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha fain yang mempunyal penguris
dan mempekeriokan orang lain dengan membayar upan alav Imbalan
dalan: bentik lain.

 Husni, Lalu, 2003, Pengantar Hidaon Ketenagakarjaan Tidoesia, him. 24,
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Adaspun pengertian dan perlindungan hukum adalah  “Swate  bentuk
perfindungan davi pada perofuran-peraturan di wmana fiap-tiap orang yang
bermasyarakat hendoknya wajib mentaatinga, bagi pelanggaran 1erdapat sanfsi, =3

Perlindungan ini dilakssnakan sefama dap sesudsh masa kega oleh karena im
pertu kiranya suaty sarana perlindungan dan kepastian hukum, terutama bagi mereka
yang sedang mencari pekeriaan atau sedang melaksanakan hubungan kerja, maupun
setelah berakhimya hubungan keria” Kemudian mengenai pengertian akan hak
tersebut ialah suatu bentuk kebebasan untuk berbuat sesuaty menurut hukem,*

Dalam prakteknya biasanya perlindungan hukum bagi pekerja/buruh tersebut
ialah mengenai pemutusan hubungan kerja atan sering disingkat dengan PHK. Ix
mana jika pekega/buruh tersebut dikenakan pemutusan hubungan kena tersebut maka
akan menimbulkan hilangnya mata pencarian dans pekega/buruh tersebut sehingpa
akan mengeangu kessiahteraan dari pekerja/buruh dan keluarganya.

Kemudian sebelum membahas tentang PHK éta,x, pertama-tarng yang hendak
dibshas mengenai arti tenaga kerja ifu seadin yaifw

“sefiap orang yeang mampu melakukan pekerjoan (i dalam atau & luar

hubung an keria) guna menghasilkan barang-barang awam jasa untik
memenuhi kebutidian masyarakat, jadi di sini terkandung arti yang luas. ™

Awal sebelum terjadinya suatu PHK itu sendiri ialah dengan adanya suatu perjanjian
kerja di mana perjanyisn kegja tersebut merupekan awal dari svatu preses hubungan
kerja vang dilakukan oleh pihak majikar/pengusaha dan pihak pekegia/burub, dan
dapat diketahui babhwa perjanjian kerja tersebut mennliki beberapa definisi-definiss
yaitu

*® ¥ an Pramsdya Pusps, Kamws Hukon, (Semamng Aneka mu, 1977}, hin 432,

* Diumnat, Hukum Perbuniban Perjonfian Keria, Cel i, (Jokarte: Kajawali, 1993), him 5.

© Ihid., blm 410

S abas Kustandi, Hrdwm Perburuhon Eeternion Pokok Tenogo Kerja, (Bandung: Mutiars
Rays, 1978), him.20.
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. Perjanjian kerja adalah Perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan,
perjanjian mang ditandai dengan cid adanya suatu upah atau gaji tertentu yang
diperianitkan dan adanys suatu hubungan diperatss (diensteverhoeding),
dimana pihak majikan berhak memberi perintah-periniah yang hamus ditaati
oleh pihak fain. ™

. Mengrut Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor I3 Tahun 2003
menyebutkan bahwa perjaniian kefjs yaitu : Perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atsu pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kena, hak
dan kewajiban para pthak,

. Menorut Yunus &Shamad, berpendapat hahwa perjanjian keria ialah Suatu
perjajian di mana seseorang mengikat din untuk bekepa pada orang lamn
dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syami-syarat yang
dijanjikan atau yang disetujui bersama.

. Perjanjian Perburuban adatah Suatu himpunan peraturan baik tertulis maupun
tidak, yang berkengan dengan suztu kejadian di mana seseorang bekerja pada
ofang lain deagan menedma upah. ™

. Perjanjian perburvhan adalah Mula-mula pegjanjian perburuhan merupskan
hasil perundingan antar serikat-senkat burub dengan para majikan-mankan
vang berlaku sebapai kehiasaan-kebiasaan yang kemudian pada abad XIX
pertengahan kedua dengan kuasa mengikat sebagai hukum kebiasaan.®

Perjanjian kerja i dapat dibuat secara tertulis mavpun secars hisan yang mana

hial tersebut ditentukan di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003, Sedangkan dalam pegajisn ketya tersebut harus dibuat berdasarkan

R Sochekt, Aneka Perayian, (Bandung: Citra Aditya Brkti, 1995), bim 58,
2 Yanus Shamad, Hubungan Industrial #i Indonesia, {Jekarta: Bins Suraber daya Manusia,

1993), him 35S,

“ Halili Toha & Hari Premono, #nbungan Kerin Autara Magikan Dan Buruh, {Jakaris: Rineka

Cipta, 199), him 2.

# ¥¥ Djumisicii, dan Wiwohe Sogjono, Pejanjion Pevbwruban den Perburuhan Paveosita,

Cet.1, Jukarta: Bina Akesors, 19873, Bm 9.
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Kesepakaten kedua belah pihak.

Kemampuan atan kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Adanya pekeriaan yang diperianjikan,

Pekerjuan vang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban uwmum,

BN

kesusilaan dan peraturan perundangan yang berlaku.*®

Setelah adanya sustu perjaniian kegja yang dibnat oleh pihak pekega/buruh dengan
pihak pengussha/majikan maks senantiasa di dalamnya mereka akan melakukan suatu
hubungan kerja diantara keduz belah pibak vang saling menguntungkan satu depgan
yang lainnya.

Adapun definisi dari hubungan kerja ini dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 ialah :

“Hubungan antare pengusaha dengan pekeria/burubr berdasarken perianjion

kerja, yang mempunyai unsur pekerjaon, upah, dan perinfalt”,

Husni dalas Asikin berpendapat bzhwa hubungan kerja ialah:
“Hubungan antare buruh dan majikan yelelah adanya pejarnjian kerja, yaitu
suaty perjanjian di mang pikak buwruh mengikatkan dirinva pada pihak
mdjikan untuk bekerja dengan mendapaikan upah dan majikan menyatakan

3347

kesanpgupannyva uniuk mempekeriakan si buruk dengan membayar upah.

Dapat dikatskan bahwa mereka terikat dalam suatu perjanjian , vang disatu pibak
pekerja/buruh bersedis bekerja dengan menerima upsh dan  dipihak lain pengusaha
mempeketiakan pekerja/buruh dengan memberi upah,®

* Maimun, Hulum Ketenagakeriaan, (Takarts: Paramita, 2004}, hlm 37-38,

7 Zainal Asikin (ed.), Diusar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Reja Grafindo Persads,
1993, Bim.51.

* Wman Soepomo, Huhum Perlurnhan - Bidang Hubungan Rerja, (Jakarta! Dismbates, 1987),
him.1,
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Kemudian dapat dilibat juga bahwa unsur-unsur dari hubungsn kera ada 4

(empat) yang penting yaitu |

i
2. Adanya penintsh orang lain (Pasal 1603 b KUH Perdata}.

3.

4. Terbatas waktu tertenty, karena tidak ada hubungan kerja berlangsung terus-

Adenya pekeriaan (Paszl 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang}.
Adanva upah (Pasal 1603 p KUH Perdata).
menerus.

Hubungan kerja pada intinya meliputi hal-hal mengenai ;
Pembuatan perjaniian kega (vaitu merupakan titik tolsk adenya hubungan
kerjay,
Kewajiban buruh (vaitu melakukan pekenjaan, sekaligus merupakan hak dari
pengusaha atas peketizan tersebut);
Kswajiban/pengusaha {yaitu membayar upab kepsds pekerja, sekaligus
merapakan hak dari sipekeria atas upah),
Berakhir hubungan kena,
Cara penyelesaian antara pihak-pihak yang bersangkutan.™

Setelah adanya suaty hubungan kerjas tersebut secare otomatis edenya

fiubungan indusirial yang {enadi antara pikak pengusaha dan pihak pekerja/buruh
dalam Lembaga Kera Sama Biparit Lembaga kernasama bipartit, yang dimaksud
lembaga kerjasama biparit dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undeng Nomor 13
Tahon 2003 adalah | Forum komunikasi dan konsuliasi mengenai hal-hal yang
berkaiian dengan hubungerr industrial di saty perusahqan yang anggotanya lerdiri

dari pengusaka dan serikat pekeria / serikat buruk yang swdah tercatat instanst yang

berranggung jowab di bidang ketenagakeriaon atay unsur pekerja/buruh.

# Abdul Khukim, Pengarstar Hukum Ketenagakerjaon Indonesiz, (Bandung: Citre sditys Bakd,

2003, him25.26.

# Sedjun 2. Manlang, Pokek-Pokek Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarts: Penctbit Rineka Cipta,

1996, him 84. (tesis hal §)
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Selain adanya Bipartit dikena!l juga Lembaga Kerja Sama Tripartit yaitu dalam Pasal
1 angka 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 LXS Triparti adalzh © Forum
komumikasi, konsultasi, musyawarah tentang maselah  ketenagakerioon  yang
anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat burukh,

dan pemeriniah.

G. Sistematika Penulisan
Pada pembuatan tesis yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Pekega
Terkait Pernutusan Hubuagan Kerja® disusun dengan sistematika sebagsi berikut

a. Bab 1 ( satu } Pendabuluan, yang terdinl dan latar belakeng masalah, rumasan
masalah, tujuan penelitian, sistematika uraian.

b. Bab 2 ( dua ) skan membabas mengenai Sejamb  Perlindungan
Kelenagskenaan, aspek-aspek pemutusan Hubimgan Kerja beserta semua
Penyebab dan alasannya termasuk didalamnya mengens! semua syarat-syarat,
mekanisme hingga hak-hak apa saja yang harus diferima pihak vang
mengslami Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan permturan perundang-
undangan yang berfaku

¢. Bab 3 { tiga } akac membahas mengenai kronciogis awal hingpa
dikeluarkannva Surat Keistapan Direksi PT.Taspen {(Persero) terbadsp
hukuman displin sangat berat berups pemberhentian dengan hormat tidak atas
perrmintaas sendin sebagai karyawan perusahsan. Kemudian dikaitkan dengan
sesuai atau tidak Surat Ketetapan Direksi PT. Taspen (perserojtersebut dengan
perandang-undangan yang ferkait dengan rumusan masalzh yang hendak
dibahas dalam penulisan tesis i,

d. Bab 4 { empat j tentang dapatkah Surat Ketetapan Direksi PT.Taspen
(persero) tersehut yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
digugai oleh ketiga mantan karyawan PT Taspen (persero} tersebut ke
Pengadilan Umum ataukah Kepengadilan Hubungan Industrial.

e. Bab 5 (lima ), yang terciri dari kesimpulan dan saran.
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BABII
KEPINGAN-KEPINGAN SEJARAH PERLINDUNGAN
KETENAGAKERJAAN, ASPEK HUKUM PERBURUHAN DI
INDONESIA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

1L1. Sejarnh Perlindungan Ketenngakerjaan di Indonesia
a. Pengaturan Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia Eva Ovde Lama

Dibandingkan dengan negara KoreaMalaysia dan Negarsnegara Asi
Tenggara pada umumnays Indonesia adalah Negara yang lebih awal mengeluarkan
serangkaian hukum perburuban yang sanpat berpthak kepada buruh. Ini dikeluarkan
tidak lama sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indopesia ™ Perkembangan
perburuhan di Era Orde Lama tidak teriepas dari konteks perjuangan kemerdekaan.

Secara alur sefarah harus diskut bahwa gerakan borub di Indonesia awalanya
merupakan bagian penting gerakan nasionalis Indonesia secara keseluruhan ¥ Karena
oleh penjajah Belandza gerzkan Buruh tersebut dimusuhi dan dinilai berbahaya secar
politis, sertkat buruh memperlthatkan orientasi politik vang makin kuat dengan
mengangap habwa satu-satunya jalan keluar dan penindasan dan kemiskinan yang
dialamt olgh ksum buruh i Indonesia adalah dengan menumbangkan rezim
Koloniat

Gagasan penghapusan segala bentuk penindasan dan eksploitasi menjadi ide
yang menyatukan gerskan burubh dalam gerakan Revolusi kemerdekaan, kendati
peajajah telah dihalau dengan proklamasi kemerdekaan, pagasan ini tetap meniadi isu
besar yang hidup pada gerakan buruh.

Menila: Undang-undang perburchan vang dikeluarkan selama Orde Lama dan
tidak dicabut selama Orde Baru, James Castle, Ketua Kamar Dagang Amenka di

¥ Chiris Manning, “Does Globalization Undermine Laker Standorts? Lessons Brom Fast Asie,”
Avstralion Journal of Intermatione! Affeirs, Vol.52,00 2, 1948: 133,

2 handar Tedipsubanans, The Political Charaeter of The fndosesioa Trade Usivn Mavemest,
Mowograph Serivs, Plow York - Comell Univerity, 1958) Chapter. VI

3 Ibid, Him. 23
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Jakarta, mengatakan "Berfentangan dengan persepsi umum, hukum perburuhan yang
berlatau selama era Soeharto adalah salah save pakei perundangan yong paling pro-
buruh di Asia”™
Penilaian di atas tidak meleset jika melihat substansi undeng-undang de
bidang perburuhan yang muncul selema orda lama, paket perundang-undangan yang
dikeluarkan pada masa ituseperts
- {ndang-undang XKecelakaan, Un No.33 tahun 1947
- Undang-undang Kegja, Uy No.12 tabun 1948
~  Undang-undang Na.23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuban
~  Undang-odang No.2]1 tshun 1954 tfentang Penanjisn Perburuhan antara
Senkat Bureh dan Majikan
~  Undang-undang No. 18 mhun 1956 teniang Persetjuan Konvensi ILO nomor
98 menpenai Berlakunya Dasar-dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan
unink Berunding Bersamsa
- Undang-undang No22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Parburshan
- Undang-undang No.12 tahus 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta
Substansi semua undang-undang diatas memperlibatkan bahwa posisi gemkan burch
cukup dominan secara politis selama Orde lama, banyak pemimpin serikat buruh
duduk di parlemen bahkan hingga tehun 1956 terdepat Fraksi Buroh khusus di
Parlemen yang scbagian besas terdin dari para pemimpin SOBSL*
Hampir semua updang-undang perburshan Orde Lama memang pro-buruh
yang secara kental mengungkapkan kesadargn bahrwa kaum burub adalah sckoguru
pembangunan, hal ini bisa dibuktikan deagan melihat gagasan vang dungkapksn

dalam bagian "Menimbang” pada semua paket undang-undang tersebut,

# Terjemuhan bebas dari “Conlrary to pubdlic percsp&m labowr taw in effect diring the Stdarto era
WS (e af ﬂw most pro-labonr sets of fegisfasion in the vegion™. Jzmes Caslle,” Time For neweny of labowr
relations, * Tl Jakauty Post (20 Wi 2801 %7
* iskandar Tedjasukmase, Zp.Cit him 118
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Namun, kelemahan ytama dari asumsi ini adalah keyakinan bahwa Undang-
undang akan menyelesaikan hubungan buruh dengan majikan yang pada dasamya
atau ferutama berkatkier ekonomis. Sehinggs masalsh buruh dan majikan dipahami
sebagai masalzh hukuro semate-mata,dan semua energi serfe tenaga disrahkan bukan
pntuk membangun saling percays fmusual trust) antera burnh dan majikan Selama
orde lamy ini, ketidalseimbangan sosial-ekonomis antara burph dan majiken memang
cukup disadan skan tetapi, intervensi pemerintah untuk menyeimbangkan lewat
undang-undang tidak diserini usaha-usabs administratifdan teknis yang kompresif
untuk menciptakan pengaturaa bemsama {eoflective regulation) bidang hubungan
industrial oleh burh dag majikan meladui institusi peruodingan kolektif vang stabil *¢
Hal ini juga terkait denpan faktz bahwa hawmpir seluruh substansi hukum perburuhan
yang lahir selama orde lama merupakaa adopsi hukum perburnhan yang berkembang
di Eropa Barat khususnya Belanda, adapsi substansi undang-undang adalah satu hal,
sedangkan penerapannys adalah hal lain yang mengandalkan infrastruktur/institusi
dan budaya hukum yang sesual.”

b. Pengaturan Perlindungan RKetemagakerjzan di Indonesia Perburuhan

Selama Orde baru.

Awal orde baru didasari adanya perstiwa dramatis khususnya pembantatan
dan penghancuran elemen Partat Komunis Indones/PKI tahun 1965, yang
mengubah secars permanen konstelasi kekuatan politk dan berdampak secara
mendaiam atas nasib orgenisasi burnh, sehingpa pasce tabun 1963, keum buruh
berada pada posisi lebih rendak dari yang pemah terjadi dalam sejarah sebelumnya ™

Orde bare memang mewansi situasi-kondisi ekonomi yang porak-poranda,
karena ttu salah satw fugas utama yang diemban oleh Orde Baru dibawah komando
Socharto adalsh Mengerakan kembali roda ekonomi Tujuan pertumbuhan ekonomi

* Msrsen Sinage, Pengadilon Ferbrrahan Dj ndonesia (Tinfauan Hukwen Kritis atns Undangroetmg
PP, Iekess: nim2l

F Iskandar Tediskusumn, The Development of Labowr Policy ami Legislation in The Republic uf
Indanesia, Tesis uniuk gelar Doklor 4 Comell Wniversity (Michigan: University MioroRiins Ine, 1961 Hlm.11-12

® vedi R Hadiz, Worker and the State in New Grder fudonesia, (Londor: Boulledge, 1997y Him.59
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merupakan faldor paling penting untuk menjelaskan kebijskaa perburvhan Orde
Baru. Rezim Soeharto menerapkan strategi modernisasi  difensif (defensive
modzrrisation} dimana pengusaha berussha mengatur segalanya dan mengontrol
organisasi buruh nntuk mengejar pertumbuhan ekonomi.”

Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat bahwa "sejak awa! pemerintah
Orde baru telah menggarniskan kebijaksaanoya untuk: pertama, memesangi inflasi dan
melakukan rehabilitasi samna den prasamna ekonomi. Kedug,dibidang politik,
membangun stabilitas nasional guna mendukung program pembangunan ckonomi.™

Dimase Orde bam, $elain pendekatan ghonomis, aspek lainnya yang sama
pentingnya dalam kebijakan perburuhan Orde baru vaitu pertimbangan—periimbangan
politik yang mendasarinyas. Dominssi militer dalam masa orde baru juga turut
mencegah kebangkitan kembali gemkan berbssis massa yang cendemng radikal,
termasuk didalaminiya gerakan burubh yang berkembang selamg Orde Lama seria
dianggap penyebab kerapuhan dan kehancuran Qrde Lama.

Jadi, motif utama Orde Baru sejak awal berkusss adalah kontrol terhadap
semua jenis organisasi yang berbasis massa, entzh berbasis massa parfai politik
maupun berbasis massa serikat burzh.® Terutama untuk menghapuskan pengaruh
aliran kiri dari gerakan burah dan arena politik secara fuas, cif wtama pengaturan
relas: burih-majikan-nepars selams Orde Baro adalah Kontrol Negars yang sangat
kuat atas Orgarisasi buruh dan pengingkaran ferus menerus terhadap kelas buruh
sebagni kekuatan sosial

Selama Orde baru, hanya ada 1{satu} kebijakan perburuhan setingkat Undang-
undang yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, namun
di akhir redupnya Orde baru, tepatnya bulan Okiober 2002 Undang-undang Nomor
28 tahun 1997 tersebut dicabut setelah 2(dualkali ditunda berlakunya.

® Pendspat Dwight Y King, 5., Him,60

® Abdu! Hakim G .Nesantxs, Totjowen feradep Organisasilurah dan Huduo Perburidan di
Indomsesia" {Jakarla; INFI, 19953 kim 30

= Yudi B. Hadt2,0p.05, him 63

& Ibid. Bm .53
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Pada peniode mipendekatan militeristik dalam bideng perbamhen menjadi
semakin kuat denpan diangkaiyas Laksamana Soedomo menjadi Menteri Tenaga
Kerja. Pada pedode inipun tegadi poristiws yang sangat irapis dalam hal
peagendalian buruh secara militerisik vaitu kasus Marsinah yang hinges kini masih
menjadi mister].®

Selain sebagai alat kontrol pemenntah orde baru untok meredam gerakan
massa buruh yang kusf, tokoh-tokoh milter juge berperan menjadi pelaku utama
bisnis hingga saat ini masth dipertabankan,

James Castle menilai bahwa hubungan Industrial selama 30 tahun lebin
dibawsh otde baru ditandai oleh kontrol pusat yang otoriter saling curiga dan bahkan

kebrutalan, ®

¢. Pengaturan Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia Perburaban

Selama Orde Reformasi

Pada era ini, ditandat dengan krisis hubungan industrial, dengan factor utama
yartu gagainya hukum perburchan schagai Instrument pembangunan hubungan
industriel. Gesolak social berupa demo-demo burah dan elemen social lsinoya fumut
mewarnai pembahasan dan pengesahan Undang-undacg nomos 23 iahun 1997 tentang
Keotenagakerjaan vang scielah dug kali ditunda dan akhimya dicabut pada bulan
Oktober 2002,

Tonggak penting dizaman era Presiden B.J.Habibie adalanh Ratifikasi
Konvensi Infernarional Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentanp Kebebasan
Berserikat dan perlindungan Hak untuk Berorganisasi dengan Keputusan Presiden
nomor 83 #shun 1998, vang kemudian ¢i era Presiden Abduralunan Wahid diadikan
dalam bentuk Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekeria/ serikat
Buruh.

Sementara itu, untuk mengantikan Undang-undang 235 tahun 1997 tentang
Ketenagakerinan vang telah dicabut pada era Presiden B.J Habibie, pemeriniahah Erg

® Alex Snpariono, Marstuah Compur Tangan Militer dan Potitik Perburukas, (Jakodz | YLBHLI299)
* Terjemahan hebas dari ., awdhoriteion capel congolmutwd suspicion and even bruslity
charasterized 30 years of industriad refations under Uie roow order, ' Javaes Castie, Loc 0t
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Presiden Abdumhman Wahid di awal tahun 2000 mengsjukan dua (2) rancangan
Undang-undang Ke Dewan Perwakilan Rakyat vaitu
1. Rancangan Undang-undang Tentang Penyelesaian Perselisthan Hubungan

Industrial(PPHI);

2. Rancangan Undang-undang tentang Pembinzan dan  Perlindungan

Ketenagskerjaan (PPK).

MNamyun, atas penganan Rancangan Usdang-undang diatas, penolaken-penclakan
terthadap Rancangan Undang-undang iersebut tak pemah surut, karena kalangan
gerikat buruh menifai dua (2) Rancengan Undang-undang temsebut merupakan
manifestasi baru dari Undang-undang nomor 35 tshun 1997 dan tidak melindungt
kaum buruh

Bagt kalangan pengusaha/dunia ussha, kehadinan dua {2} Rancangan Undang-
undang tersebut disnggap tidak akomodatif terhadep dunia usaha dan bias menjadi
boomerang bagi perekonomian Indonesia *

Kendaii banyak sekali pertentangan dan gejolak serfa protes-protes menyertal
proses pembahasans dus Rancangan Undang-undang tersebut, pada akhumnya
keduanya disahkan menjadi Undang-undang yeitu Undang-undang nomor 13 tahun
2003 vang disahkan pads bulan Maret 2003 sedangkan Rancangan Undang-vadang
PPHEI disehkan menjadi Undang-undang pada rapat paripuma DPR-RI tanpgsl 16
Desember 2003.

B Aspek-aspek Hukum Perburvhan di Indonesia

1. Aspek hukum perburuban sebelum hubungan kerja

Berhubungan deagan kegratan mempersiapkan calon tenaga kega sehingga
memilik kewerampilan vang cukup unink memasuks dunia kegs, termmsuk upaya
untuk memperoieh/mengakses fowongan pekerfasn baik di dalam maupun di fuar
negeri dan mekanisme yang harus difalui tenaga kerja sebelum mendapatkan

pekerjaan. Bidang-bidang tersebut meliputi .

% Dunia Usaha Minta I\PR wiak Sakkan RUU PPHI dan PPK” Kompas soggel 19
September 2002.
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Maksud penempatan Tenaga Ketja

Persyaratan dan penempatan tenaga kerja,

Para pihak dalam penempatan Tenaga kerja,
Pelaksana dan prosedur penempatan Tenaga Kens,
Perlindungan tenaga kerja vang bekega,

LI A

2. Aspek hukum perburuban dafam kubungan kerja

Hubungan ketja adalah hubungan antars pekerja dengan pengusasha vang
terjadi setelah adanys perjanjian kefja, yekm svatu peganjian di mana pekerja
menyatakan kesanggupan uniuk bekers pads pihak pemsshaan/mankan dengan
menerima  upah dan majikan/pengusaba  menyatakan kesanggupannya untuk
mempekerjakan pekerja dengan membayar upah,

Unsur-unsur yvang harus dipechatikan Pekeria dalam hubungan kerja, antam
iain :
Perianjian kerja vang menjadi dasar {ahirnya hubungan kerja,
Perlindungan noma kera,
Pengawasan perburuhag,
Perselisiban Perburnhan atau Hubungan Industrial,
Keselamatan dan kesehatan kegja,
Perlinduungan upsh,
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Yamzostek),

2 S AN T A o

Mengenai hal darurat lamnye misalnya mogok Kega dan psnutupan

perusahaan,
3, Aspek hukum perburuban setelah hubungan kerja
Aspek hukum seteiah hubungan kerja maksudnya adalah aspek hukum yang

berkaitan dengan tenaga kerja pada saat puma kerja termasuk pada saat pemutusan
hubungan kena dan hak-haknya akibat terjadinys PHK tersebut.
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Aspek hukum yvang berkaitan dengan masalah tersebut diatas adalah

1. Mengenai Pemutusan Hubungan Kena (PHK),

2. Hak-hak tensga kerja yang di PHK,

3. Mengenai jaminan sosial tenaga keria khususnya untuk program kematian dan
hari tua.

Perlindungan pekega mencangkup :

1. Norma Kesslamatan Kera,

2. Norma Keschatan Kenja,

3. Nomna Kega,

4. Ganti Rugi akibat kecelakaan akibat pekerjaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Iman Soepomo membagi perlindungan

pekeria ini menjadi 3 (tiga) macam yaito
1. Perlindungan ekonomis,
2. Perlindungan sosial,
3. Perlindungan Teknis,

Pemerintah ielah mengatur tnengenai penyelesalan masalah akibat bubungan
keria mefalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburshan (P4) sebagaimana diatur
dalamn Usdang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang PHK jo. Undang-undang Mo, 22
Tahun 1957 tentang Penyelesaigan Perselisthan Perburuhan yang belum dapat
membesikan perlindungan maksimeal bagt burch/pekerja. Hal mi karena putusannya
yang mengambang merupakan akibat tidak dapat dilakukannya eksekus: langsung
dan masib memungkinkan untuk digugat lagi ke Pengadilan Tata LUsaha Negars
karena dikategorikan sebagai bidang administratif (penjelssan pasal 48 ayat (1}
Undang-undang No.5 Tzhun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negam). Sehingga
prosedur yang harus dilewati galam penyelesaian sengketa
perburchan/ketenagakeraan ini tidak dapat memenuhi harapan sesuat dengan asas
peradilan cepat, mudab, dan biaya ringan. Upaya unfuk mengganti perundang-
undangan vang dirasakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dibidang
ketenagaketiaan tersebut sudsh dilakukan sejak tahun 1998 dan menghasilkan
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Undang-undang Nomor 13 Tshun 2003 tentang Ketenagakenjaan dan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2004 fentang Penyelesain Pegelisthan Hubungan Industrial.

d. Sifat hukam Ketensgakerjass di Indenesis

Hukum Retenagakerjaan dapat bersifat perdata/privat dan dapat pula bersifat
publik. Dikatakan bersifat perdata karena Hukum Perburuhan mengatur pula
hubungen antara mdivide dalam hal ins antara berubh dengan majikan di mana dalam
hubungan kerja vang dilakuksn membuat suafu pepanjian vang lazim dissbut
perianiian kerja, sedangken ketenhian mengenal perjanjian il diatur dalem Boku HI
KUHPerdata.

Perlindungan pekenes melaln Hukum Ketenagakenaan yang bersifat pubhik
antars lain:

1. Dalam hal-hal fertentu pemenntah thut campur fangan dalam menangani
masalab-masalah perburghan, misalnya dalam penyelesaian perburvhan dan
atau Pemutusan Huobungan Kerja (PHK) yakni dengan dibentmknya Panitia
Penyelosaian Perselisthan Peburuhan Dagrah (PAD} dan (Panitia Penyelesaian
Perselisihan Peburuhan Pusat (P4P),

. Adanya sanksi pidama  dalam  setiap peraturan  perundang-undangan
perburuhan.

C., Pemutusan Hubungan Kerja (FHR)
1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK} menurut Hukourn Nasional

Setinp hubungan keija yang teradi antara pihak pengusaha dengan pihak
burch selaly ditvangkan dajam suam perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian
Kerja Hubungan kerja baru tegadi setelah adanya perjanjian kenja tersebut dibuat dan
ditanda-tangant oleh para pihak, baik pihak pengusaha selaku majikan maupun pihak
buruh selaku pekeria.

Dalam peranfian kerja tersebut pihak buruh mengikatken dirinya untok
bekeria dengan menerima upal dasi pihak pengusala, sedangkan pihak penpusaha
mengikatkan dirinya untuk memperkerjakan pihak buruly dengan kompensass berupa
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Upsh. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak Bumh dalam melakukan
pekerjaan tersebut berada di bawah pimpinan pihak Pengusaha,®

Namun setelah berakhirnya masa/waktu berlakunya perjanjian kerja vang
ditanda-tangani oleh keduz belah pihak, Pengusaha dan Buruh maks berakibat
tegadinya pemutusan hubungsn kerja secars baik-baik karenz masing-maing pihak
sadar dan mengetahui saat berakhirnys Hobungan Kera tersebut sehingea masing-
masing pihak teieh Derupaya mempersiopkan diri dalam menghadapt kenyataannya
tersebut

Lain halnya dengan Pemutusan Hubungan keris yang tedadi karena
perseligihian, pada Pemumsana Hubungan Kerja ini biassnya berdampak vang cukup
berarti bagi para pihak terlebth Jagi bagi pihak buruh yang dipandang mempunyai
kedudukan yang lemah dibandingken dengan pihek pengusaha.®’

Pemutusan hubungan kerja sepertinya menjadi isu vang sanga! penting,
bahkan yang terpenting bagi pihiak buruh, karena dengan berakhimya dan berthentinya
mereka bekerja maka bersril puly mereka kehilangan mata pencshariannya, yang
secara tidak lzngsung mereka anggap sebagai awal dari penderitaan mereka daa
keluarga yang bergantung hidup dari pekerjaan tersebut,

Meskipun secara ieor,pihak burul berhak melakukan Pemutusan Hubungan
Keria, namun pada kenyataannys pihak pengusahalah yvang lebih sening terlebih
dahulu mengakhiri Hubungan Kerja tersebut ®

Telah dijelaskan diatas, babrws PHK bagi peruszhasn swasta diatur dalam
Undang-undang No. 12 Tahun 1964, PHK adalah pengakhimn hubungan kerjz antara
pengusaha dengan pekerja yang teriadi karena berbagai sebab.

# knam Sovpoms, Hukian Perbursdhan Biding Hubungon keria, Celakan ko VIL{Jakarts - Djombatan
%045 hlm,)

¥ Zaenal Asikin ol.al., Deserdasar Hulim Perbursdtan, (Jekana : PT Rajs Gafindo Persads, 1994),
2TV E

# Imam Socpomo, Pengannar Hidim Perfuruban (Jakaris: [¥embatan,1 999), Km.88
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Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan
pengertian dalam Pasal 1 angka 25, menyebutksn PHK adalah:

"Pengakhiran hubungan kerfa karena suatu hal tevtentn yang  mengaki-

batkan berakhirmya hak dan kevwajiban antara burub/pekerfa dengan

pengusaha”
Undang-undang No. 12 Tahun 1964 fentang Pemutusan Hubungan Kerja tidak
termasuk undang-vndang vang dicabut oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2003,

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1964 disebutkan setiap PHK yang
terjadi harus mendapatkan izin dan Panitia Penyelesaian Perselisthan Peburvhan
Daersh (P4D) untuk PHK perorangan dan (Panitia Penvelesaian Perselisthan
Pebunzhan Pusat {P4P} untuk Pemutusan Hubungan Kerja Massal. ¥Yang dimaksud
Pemutusan Hubungan Kerja Massal yaitu Pemutusan Hubungan Kerpn /PHK terhiadap
10 {sepuluh) orang pekerjz atau lebih pada suatu perusahaan dalam satu bulan ateu
terjadi rentetan PHK yang dapat menggambarkan itikad pengussha untuk
mengadakan PHK secam besar-besasan. Sedangkan dalam: Undapg-undang No. 13
Tahun 2003 mensyamikan PHK setelah adanya penetapan dari lembaga penyelessian
perselisihan perburuhan. Lembaga ini sebagai pengganti dad P4D dan P4p#

Namun seiring perkembangan & bidang ketenagakenaan dalam penyelesaian
perselisihan hubungn perburvhan yang kemudian digunakan istilah hubungen
indusiriaf, yaitu melalui Pengadilan Hubungn Industrial dan di luar Pengadilan yang
diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2604, Undang-undang ini menghapus
keberadaan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburshan.

Jenig-jenis PHK dalam Hukum Perburuban/ ketensgakensan dikenal ada
beberapa macam, yaitu

1. Hubungan ketja putus demi hukum;

2. Pemutusan hubungan kerja oleh bursh/pekera;

3. Pemutusan hubungan kerja olch mayjikan/penguosaha;
4. Pemutusan hubungan kena oleh pengadilan.

® [ ne.cit, i 1T,
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s Ad [ Yang dimaksud dengsn Hubungan Kerja Putus Demi Hukum adaleh
Babwa Hubungan Kerja ifu putus dengan sendirinya tanpa diperlukan adanya
tindakan daci salah satu pihak batk itu pihak buruh maupun pihak pengusaba.
Pasal 1603 huruf () yang dimaksud dengan pasal tersebut tentunya dalam
konteks apahila Hubungan Kega tersebut terjadi merupakan hubunpan kernja
yang lahir dani peganjian kega yang diadakan untak waktu tertent.

Yang dimaksud dengan hubungan kerja diadakan untuk waktu terfent: antara
lain ialah jika "

1. Bemskhimya dikaitkan dengan keadian yang semaia-muata tergantung pada
kehendak salah satu pihak;

2 Seorang buruh yang diterima untuk pekerjaan terfentu,bekena untuk tertentu
hingga selesainya pekerjaan tersebut;

3.Seorang buruh vang diterima sebagal pengganti orang lain selama gakiinya
berlangsung bekenz untuk wakiu iertenw;

4 Dalam hal hubvngan kenjg untuk selama peperangan, sampar bursh kawin,
dan seiama pihak pengusasha selaku markan memilikd e untuk
menjalankan usahanya,

Pemutusan hubungan kerja den hukum dalam prakick dan secars yuridis
disebabkan oleh :

a. Berakhemya Perjanitan Keja Waktu Tertentu (PKWT),

Berakhirmnya PKWT tidak hanya karena berdasarkan waktr vang telsh
dizepakati, teiapi juga karena telsh selesainya pekerjaan yang dipesjaniikan.

b. Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja
giau peraturan perusahiaan atau Peganjian Kerja Bessama (PKBY;

itk Undangundang Habumr Perdota, RSubekii dan R.Tibosudibyoca ke-36 2005 (fakaria:
PT Pradnys Paramitha, 2005}, hafaman 413 pesal. 1603 hucuf {c) berbunyi * Bhebungan kerje bembhilr demi hukum,
ke habis waktunya yang ditetapkan delam perdaniian stou delam peratunan indang-undang afay, jika semoenys
it tidak ada, mesurst kebiasean. Permberitabuan lenting pemutusan bubusgas kesis dalam hal ini hanya
diperluken: 1. jtka hat ite dijaniiken dalam suedd pecianBan alau dalers glegion; 2. jiks menurst pemfuran
apdangundeng alou megurmt kebiasann, fuge delam hal lamenys hobusgan keors difclspban sbolumnya,
diburuskan sdanya pernberiialan tentang permtsfusan i, dan kedus belah pihak, dalam hal yang dipedbolehkan
fidak mengadakan penyimpangan dengan perjanjian eriviis stgo denpan replemen, (AB. 15, KUHPerd. 1339,
1601] dat., 16036,16030; KUTHD 433,448 dst)

Mmam Soepamo, Hiukin Perbroruban Bidang Hubwngan Kerja (Jakarta: Dicrabatan, 1994) o, 143
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¢. Pekerja telah meninggal dunia.

Mengesai meninggalnya pekega/buruh  statusnya tidak sama dengan
meninggalnya pengusaha. Jike pekerja/burah meninggal dunia berakibat
pemutusan hubungan kerja demi hukom, tetapi tidsk demikian halnya jika
pengusaha yang meningaal dunta. Jadi hubungan kerja tidak berakhir karena
alasan pengusaha meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (2)
Undang-undsng Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Demikian juga ferkait dengan pengalthan hak atas perusahsan ysng
disebabkan peajualan, pewarisan, atau hibzh. Bila tegadi pengalihan
perusahaan, maka segala hak pekegaburih menjadi  tangpunociawab
pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalem perianjian pengalihan dengan
tidak mengurangi hak-hak pekerja/burah (Pasal 16 Ayat (3} Undang-undang
Nomor 13 Tshun 2003). Bils pengusaha baru bermaksud  melakukan
pemutusan hubungan kerjs, maka wajib mengajukan permohonan penetapan
kepada lembaga penyelesaian pemselisihan hubungan industrial  sesuai
ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-undang Nomor 13 Tahun 203,

o Ad2 Yang dimaksud Pemutusan Hubungan Kerna oleh pihak burub disaat
pihak busuh memiliki wewenpang sepenuhnya untuk melakukan Pemutusan
Hubungan Kerjz dengan persemsjuan dan pihak pengusaha selaku majikan,
tiap saaat ia menghendskinya. Datam hal ini, para pibgk adalah Bebas. Pihak
buruh berhak pulz untuk melakukan Pemutusze Huobungan Kerja secard
septhak tanpa persetujuan dani pihak pengusaha selaku majikan, Apabils
diperjanjiken adanya masa percobsan, mgks selgms masg itu berlangsung
pihak bursh berwenang untuk seketika mengakhiri hubungan kerja dengan
pemyataan pengakhiran. Selanjutnye, syarat-syarat pengunduran din yang
harus dipenuhi oleh seorang buruh antara lain:™

a}  Mengajukan permohionan pengunduran diri secam tertulis selambat-
lambatays 30¢thga puluh} han sebelum fanggal mulal mesgundurka diri;

indoncsly, Undangamdang temtang Ketenagakerjaan. (YU Nomeor 13, Lembursn MNegara Nomor 39
tshun 20073, Tambahan Lembame: Negara Nomsor 4279 huef (t)., Pasal 162 syat (3).
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b}  Tidek terikat dalam ikatan dinas;

¢}  Tetap menjulankan kewajibannys hingga tanpgal pengunduran dird.

Selain syarat-syarst tersebut,pihak buruh juga dapat mengajukan permohonan
pemutusan hubungan kerja atas dirinya kepada lembaga vang berwenang, yaitu
Lembags Perselisihan Hubungan Industrial, dengan kondisi apabila pihak pengusaha
melekukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:™

a)  Menganiaya, menghing secara kasar atau mengancam peksija/buruh;

b}  Membujuk danfatay menyuruh pekega/buruh untuk melakukan perbuatan

vang bertentangen dengan peraturaa perundang-undangmn;

¢}  Tidak membayar upsh tepat pada waktu yvang telah ditentukan selama 3

{tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

d}  Tidak melskukan kewaiibar vang telah dijanjikan kepada pekera/ buruh;

e}  Memerintahkan pekepa/burch untuk melaksanakan pekeraan di luar

vang dipeéganjikan; atau

i Membesikan pekejaan vang membehayakan jiwa, keselamatan,

kesshatan, dan kesusiiaan pekega/buruh sedangkan pekerjaan fersebut
tidak dicantumkan pada perianjian kera.

Namun, pihak buruh jugs harus sangat berhati-hati dalam mengunakan haknya
mengajukan  permohonan Pemutusan Hubungan Kega kepadas Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal imni dikarenakan jika alasan-
alasan yang diajukan bepar-bepar tidak terbukti atan tidak dapat dibuktikan akan
berakibat merugikan pihak burnh vang bemangkuian dapat dikens: Pemutusan
Hubungan Kerja oleh pihak pengusaha tanpa harus ada penetspan dan fidak berhak
atas uang pesangonuang penghargaan masa kega ataupun pengantian-penggantian
Jainnya,

s Ad.3 Pemutusan Hubungan Kerja oleh pihak pengusaha sepertinya merupakan
jenis pemutusan bubungan keria yang paling sering terjadi serta genyebab dan
pemicunya pun bisa bermacam-macam, mulai dari perselisihan antar
buruh.antara buruh dengan perusshaan, hingga masalah kondisi perusahaan

# thid, Fusal 169

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH Ul, 2008



41

vang tengah dirundung kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar
gaji burihnya Pemutusan Hubungan Kepja oleh pihak pengusaha selaku
majikan inilah yang bissanya berdampak buruk,khususnya bagi pihak buruh
dan keluarganya dalam rangka mempertahankan kelsngsuongan hidupnya.
Pihak pengusshs jugs dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

pada bunuh yang diperkenakannya apabila pihak buruph tersebut terbukii
melaskukan kesalahan yang tergolong berat Adapun jenis-jenis kesalshan
yang dapat digolongkan kedalam kesalghan berat yang dilakukan oleh pihak
buruhi antarg [ain”*

Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau vang

milik perusahaan,

Membsrikan keterangan palsu atau vang dipalsukan sehingge merugikan

perusahasn;

Mabuk, meminum minuman keras yang memabulkkan, memakai dan/atan

mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan

ke,

Melzkukan perbuatan asusila atau perjudian di ngkungan kerpa;

Menyerang, menganiaya, roengancam, atau mengintimidas: teman sekerja

atau penpusaha di linglamgan kera;

Membujuk teman sekerja atan pesgessha untek melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan

bahsyas bamang milik perwsahaan yang memmbulkan kerugian bagi

perusahaan;

Dengan ceroboh atan sengaja membiarkan teman sekera atau pengussha

dalawy keadaan bahaya di tempat kerja;

* thid Pasal 1498
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9. Membongkar atau membaeorkan rmabasia perusshaan yang seharusnya
dirzhasiakan kecuali untuk kepentingan negars; atau

10. Melakukan perbuatan Jainnyz di lingkungan perusshaan yvang diancam
pidana penjara 5 (lima) tahun atay lebih,

Namun, Pengusaha dilarang melakukan Pemuitusan hubungan kega terhadap
pekerja/buruh karena alesan Kesalaban Besmt sepeni yang disebutkan dalam Pasal
158 Undang-undang Nomor 13 Tshun 2003 fersebutkarena diperiukan adanya
Putusan Hakim Pengadilan Umum yang sudah berkekustan tetaplfakracht sesuai
dengan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU-1/2003
tanggal 26 Oktober 2004, Pasal 158 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekvatan
hukum vang mengikat.”

Kemudian drierbittannya Surat Edaran Menteri Tenaga Kenja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SL-13/MEN /8J.HK/1/2005 tentzng
Putusan Mahkamah Konstutus: Atas Hak Uji Materil Undang - Undang Nomor 13
Tahun 2003 Teniang Ketenagskerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negars
Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92
Tahun 2004 ianggal 17 Nopember 2004, maka untuk memberikan keielasan bagi
masyarakat, dipandang pedu menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut

1.  Mahkamah Konstitusi menyamkan babwa Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakeriaan, kfuesus Pasal 158 ;Pasal 159 ; Pasal 160 ayat (1}
sepanjang mengenai anak kalimat ¥ Sukan atas pengoduan pengusaba ™) Pasal
170 sepanjang mengenai angk kalimat ", Pasal 158 avar (1) ..%; Pasal 171
sepanjang menyangkut anak kalimat ..Pose/ 738 ayar (1) .. 7 Pasal 186

™ Schohimnys kelentuen fentmg jenis-jenis hesalahan berat ilah distor dulam pasal 158 ayat (1) dusi
Unifung-uadang featang Kelenagakerjaan Lombamn MNegara Republik Indonesia tshan 2003 Nomor 39, tambaban
Lembaran Negarn Repeblih Indonesia Nemse 4279, Nomun, olsh patussa Mahkamah Konstiusi Nomor
SI2AULLI/2003 tnggat 26 Oktober 2004, Pazal 158 torsebul dinyatnkan fidak mempaayal kekuntan bukum yasg
mengikat
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sepanfang mengenat anak kalimat * Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (£ ... "
tidak mempunyai kekuatan hakum mengikai,,

Sehubsungan dengan hal tersebut butir 1 maka Pasal-pasal Undang-undang
Nomor 13 Tghun 2003 tentang Ketenagakerjpan yang dinyatakan tidak
mempunvai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak perneh ada dan tidak
dapat digunakan logi sebagei dosar / acuan dolam penyeiesgian hubungan
industrial,

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus
pemutusan hubungan kerja (PHK} karena pekesja/buruh melakukan kesalahan
berat periu memperhatikan hal - hal sebagai berikut ;

a Pengusaha yang akan melekukan PHK  dengan  alasan  pekerfa/
bursh melakukan kesalahan bermt { eks Pasal 158 ayat (1}, maka PHK dapat
dilakukan setelah ada putusen hakim pidanzg vang telah mempunyai kekuatan
hukuin tefap.

b, Apabila pekerja ditahan oleh pihek yang berwajib dan pekerja/ bumb tidak
dapat melaksanakan pekeriaan  sebagaimana mestinga maka  berlaku
ketentuan Pasal 160 Undang - undang Nomor 13 Tahun 23003,

Dalam hal twerdapat " alusan mendesak " vang mengekibatkan ifidak
memungkinkan hubungan kenja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh
upaya penyelesaian melalul lembage penvelesaian perselisihan bubungan
industrial.

Sehingga, apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kega karena alasan
pada pasal 158 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut tanpa adanya Putusan
Pengadilan Umum vyang berkekuatan Hukum tetap/Inkracht, maka pemutusan

hubungan kerjanya adaiah batal demi hukum,
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Persyaratan lain yang harus dipenuhi pengusaha dalam melakukan pemutusan

hubungan keta adalah bukti pendukung, (Pasal 158 ayat (2} Undang-undang Nomor
13 Tahun 2008)

&,
b.

C.

peketja/buruh tertangkap tangan;

ada pengakuan dan pekerja/burch vang bersangkutan; atau

bukii lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang d
perusahaan vang bersangkutan dan didukung sekurang-kurangnya 2 {dua)
orang saksL

Dari penjelasan distas,depat dikatakan bahwa apabila pihak pengusaha/majikac

ingin melakukan pemutusas kubungan kera terhadap pihak burgh yvang hekera pada
mereka, pihak pengusaha/majikan haruslah memiliki alasan-alasan serta didukung
bukti-bukt yang bersifat menguatkan untuk dilakukan Pemutusan Hobungen kerja.
Serta prhak pengusaha dilsrang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pihak buruh,dalam hel buruh tersebut ™

a.

Pekega/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menumut keteraugan
dokter selama waktu tidak melam-pawi 12 (dua belas) bulan secara terus-
MENerus;

Pekega/buruh  berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi
kewailban  terhadap negara  sesuai  dengasn  kefenfuan  peraturan
perundangundangan

vang berfaku;

Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintabkan agamanya;
Pekena/burmah menikah;

Pekerja/buruh  perempuan  haroil, melahirkan, goger kandongan, atau
menyusuyl bayinya;

Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekena/burch lzinnya di dalam satu peresahaan, kecnali telab diatur dalam
petianjian kerja, peraturan perusahan, atau perjaniian kena bersams;

™ thid, Pasal 153
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g Peketabursh mendistkan, meniadi angsots danfatau pengurus sertkat
peketjafssrikat  buruh, pekega/buruh  reelakukan kegiatan  serikat
pekerja/serikat bureh di hear jam kegs, atau di dalam jam kegia atas
kesepakatan pesgusaha, ateu berdasarkan ketentuan vang distur dalam
perjanjian kegja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

h. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak piclana kejshatan;

i. Karena perbedaan paham, agama, sliran politik, suku, wama kulit, golongan,
jenis kelamin, kondisi fisik, sy status perkswinan;

J. Pekena/bumh dalam Lkeadaan cacat tetap, sakif akibat kecelakaan kerja, atau
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dolder vang
jangks waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

 Apabila pihak penguszha tetsp melakukan pemutusan hubungan kega katena
alasan-alagan tersebut diatas maka Pemutusan Hubungan Kesja tersebut adalah batal
demi hukum.

s Ad4 Yang dimaksed pemutusen hubungan kerga oleh pengadilan yakmi
adanya penstapan Pemutusan oleh penpadilan perdata biasa atas permintaan
pihak yang bersasgkutan berdasarkan alasan vang diangpap penting
{gewitchige reden). Yang tidak termasuk dalam Pemutusan Hubungan kerja
kategori ini seperfi misainya termaksud dafam pasal 1603 huruf (m) Kitab
Undang-undang Hukum Perdata”

4 Bk vweali dari anak gy masih di bawolt wer berpendapat, behnea perjungion keria yang dicdekan
olekt anok yarg masil df bawol wowy i ok atar el mempierpal olibat pang werugiku baginya, atan baliwa
SVQrAE-syarial peng frcantem dulam pasal 1603y vdak terpermiyl, maka i bolch mongsiitan surat permolionan
kepadas pengadilan di taupar kedioman sobenaraye anak yang masiil df bawah war i, agar perjafian i
dbsvatkan pupus Peugadilan Sidak boleh melutusian permobonare it sebeltim mandengar et memengy?
dengms sah aupk yang prasil di bawah womer i, 5T weagbee, dan jugn bodef borfa pesisggoion dafam hol anel
yany masih &i bawak enwr ite berada i bawaeh parwalian dan balai harte pentiggalan it ditugashan sebagal
wali pengawas JSha pengadilan meluluston parmhonan, ia furns meteaplor saqr kabungan keria it ok
berakhir, Tidek odo jelan wenk melowan pendtopan fersebut wnps mengurow! wewsieng joksa agong pada
Mahlanmah Agung, weiek menguickan permintaon kasasi terhadap penerapan lerselst demi keperitingan wrdong-
antdong ™ KUHPeed, 366, 1603v, RO. 174)
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2 Penyelessian perselisihan perburvhan/ketenagakerjaan

Menurut Charles D. Drake dalam Aloysing Uwiyono™, perselisihan aniara
pekera/bursh dengan pengusaha dapat terjadi karena didshului oleh pelanggaran
hukum juga dapat terjadi karena bukao pelengparan hukum,

Persslisthan perburvhan yang terjadi akibat pelanggaran hukum pada
umumaya disebabkan karena :

1. Terjadi perbedaan paham dalam pelakssnaan hukum perburuhan, Hal i
tercermin dar tindakan pekena stau majikan yang melanggar suatu ketentuan
hukum. Misalnya pengusaha fidak mempertangpungiawabkan pekerjanya
dalam program Jamsostek.

2. Tidakan pengusaba vang diskrminahf nusalnys jabatan, jenis pekeraan,
masa kerja yang sama tapi karena perbedaz jenis kelamin lalu diperlakukan
berbeda.

Sedangkan perselisihan perburuban yanp teriadt tanpa didahwloi oleh suatn
pelanggaran, umutanya disebabkan oleh: ™

1. Perbedaan dalam menafsirkan hukum perburuhan, Misalnya menyangkut cuti
melahirkan yang mengalami keguguman, menurut pengusaha tidak berhak atas
cuti penul karenz mengalami keguguran kandunigan, namun menunst peketia
atau senkat buruh hak cutt harus tetap dibertkan dengan upah penuh meskipun
buruh hanya mengaiami keguguran atau fidak melzhwkan,

2. Teradi karena ketidaksepshaman dalam perubshan syamat-syarat kerja.
Misalnya burgh ataw serikat buruh menuntut kenaikan upah, vang makan
fetapl pengusaha tidak menyetujunya.

Pemerintah mengatur penyslesaian perselisihan perburuhan pertama berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Talm 1957 tentang Penyelessian Pemselisihan
Perburghan, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Dalam
Undang-undang ini,dikatakan bshwa vang dimaksud dengan perselisthan Hubungan
Kerjz adalah  "Perselisihan yang timbul kareng tidak adanya kesesuaian pendapat

® Ussiyono, Akeysius, 2001, Hak Magok di hedonesia, im, 215,
P Lalo Husab, Penpelescian Perselisihan Hubungasr Indwstrial melalai Pengaditan dan Di Luar
Pengadifan, (Jokarta: PT Rajs Grafindo Perseda 2065), him 41
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mengenar pengakhuran Hubungan Kera yang dilakukan oleh salsh sat pihak baik
pihak Buroh maupun pihak pengusahs,”

Masih menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyslesaian
Perselisthan Hubungan Industnal, Perselisihan petburuhan dapat dibedakan antass
Perselisihan Hak (rechts-geschilieny dan Perselisihan Kepentingan (balangen-
geschilien) yang dumaksud dengan Perselisihan Hak adalah Perselisthan vang timbul
karena salah satu pihak tidak memenuhi igi Perianjian Keris, Perjanjian Perburuhan,
Peraturan Majikan, ataupun menyalahi ketentyan hukum *

Sedangkan yang dimaksud Pesselisihan Kepentingan sdalah Perselisihan yang
timbul dalam hubungan keria karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan atau perubshan syarat-gyarat kerja yang diteispkan dalam Pegjanjian
Kerja,atau Peraturan Perusahan, dan atae Perjanjian Kerja Bersama ¥

Perselisihan kepentingan ini dapat dimjukan pada Pengadilan Hubungan
Industrial untuk mepampung semua  bentuk perselisiban, namun dalam prakteknya
sering mepimbulkan aksi-aksi sepihak geperti pemogokan{sirite) atan pemuiupan
perusahaan (Jock our).”

Penyelesatan perselisihan hubungan industrial yaitu melalui -

1. Pengadiian Hubungan Industral, merupakan Pengadilan Khusus yang berada
pada bingkungan peradilan umum {Pasal 85 Undang-undang Nomor 2 Tahun

2004),

2. D luar Pengadilan, dengan cara
a Penvelesaian metaloi bipartit,
b. Penyslesaian melalui mediasi,
¢. Penyelesaian melalu konsiliasi,

d. Penyelesaian melalui arbitrase.

* Indonesia,t}, Undang-undang nesier 2 whun 2004 fonteng Penvelession Persclisthan Hubungan
indusirial, Pagal 1 gywt 2

" Undang-undeng nomor 2 tehen 2004 tentang Pooyelessian Persefisihen Fubungan Industrisl, Pesal
1 ayal 3

& Zainol Asikin ef.of, Dasar-dasar Huktns Perbirihar, {ikara RajaGrafindo Persada)
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¢ Ad.a Penyelesaion melalis biparrit.

Penyelesaian perselisthan  industrial vyang terbaik adalah  penvelesaian
perselisihan oleh pars pihak yang berselisih secar musyawarah mufkat tanpa ikut
campur pihak lain, sehingga dapat memperoleh suatu hasil vang menguntunghkan
keduz belah pihak. Trulsh sebabnyz Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengharuskan suatu perselisihan
industrial yang terjadi diselesaikan dabulu dengsn cara perundingan bipartit, karena
dengan cara bipartit fersebut kedua belsh pihak dapat saling melgkukan proses
perundingan dengan baik karena fidak perlu adanya intervens: pihak lain das proses
tawar-menawar atau negosiasi kedua belah pihak akan lancar.

Adapun pengerfian perundingan biparfit dalam Psssl 1 Angka 10 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 yakni:

“Perundingan aniara pekerjo/buruh atau serikatr pekerja/serikat buruh

dengan pengusaha untuk menyelesathan perselisihan hubungan indusirial.”
melihat pengertian di atas maka depat difank seatu kesimmpulan bahws dalam
pecundingan bipartit ini sidak adanya Infervensi/campur tangan das pihak jain diluar
para pihak vang berselisih dan hal ini akan mempermudah jalannys proses
perundingsn dan faktor penghematan biaya atau akan dapat menekzn pengeluaran
biaya dalam penyelesaian perselisihan tersebuf. Dalam proses bipariit tersebut setelah
menyelesaiakan perselisihan tersebuf maka husil perundingan tersebui harus
dibuatkan nisalgh dan ditandatengani kedua belah pihak sesuai Pasal 6 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,

Tata cara dalam proses bipartit ini distur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 daa dapat disimpulkan sebagai berikut
1) Perundingan untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat vang dilakukan para pihak,
2) Jika musyawarah yang dilakukan mencapat kesepakatan penyelesaian,
dibuat Perjanjian Rersama yang ditandatangani pars pihak.
1) Perjanjian bersama tersebut bersifat mengikat dan menjadi hukum serta
waiib dilaksanakan parz pibak.
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4) Perianjian bersama torsebut wajih didaftarkan olch pars pihak vang
melskukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri di wilayah para pihak melakukan Perjanjian
Bersama,

$} Apabila Perjanjian Bersamsa tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu
pibak, pihak vang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi
pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negen di
wilsvah pedanjian bemsama didaitarkan untuk dapat pepetapan
eksekusi.

6} Dalam hal pemichon sksekusi berdomisili ¢i luar Pengadilas Negeri
tempat pendaftaran Pegantian Borsama, pemohon eksckusi dapat
mengjukas  permochonan  eksekust roeleiul Pengadilan Hubungan
Industrial Pada pengadilan Negeri di wilayah domisili pemghon
eksekusi uniuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negen yang barkompeten melaksanakan eksekusi.

Dalam perundingan bipartit ini ads angin segar saat-saat ini dikarenakan telab
didekiarasikannya Forum Bipartit Nasiona! yang dideklarasikan oleh sejumish serikat
buruh dan pengusaba di Jakarts tepatnya hari Kamis tangpal 21 Februari 2008, Forum
ini beriujuan untuk menyelesatkan berbagai perscalan ketenaakerjaan secara infernal
oleh burvh dan pengusaha tanpa dipolitisasi olel pihak ketiga, dan juga diharapkan
dengan adanya Forum Bipartit Nastonal akan memperbaiki iklim investasi nasional
dan mengantisipasi ancaman ketidakpastiaan usaha pada masa pemilu.®

& Ad.b Penvelesaian melalyi mediast.

Penvelesaian melalui medissi (mediation) ini dilakukan melalyi seorang
penengah yang disebut mediator, Mediasi adalah intervensi wrhadap suatu sengheta
oleh pihak ketiga vang dapat diterima, tidak berpihak dan netml serts membantu pam
pihak vang berselisih mencapa kesepakatan secara terhadap petinassizhan vang
disengketakan.

 Kompas, 22 Fehruas 2008, Borum Bipariit Nasional Dideklerandan.
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Adapon menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2004
tentang Penyelesaian Perselisthan Hubungan Indusirial menyebutkan bahwa mediasi
adalah penyelesaian perselisithan hek, perselisthan kepentingan, perselisthan
pemutusan hubungan kegja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat burnh hanya
dalam saty penssahaan melalui mugyawarsh vang ditengahi oleh seorang atau lebih
mediator yang netral,

Sedungkan rmenurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tabkun 2004
menyebutkas bahwa mediator adaleh pegawsi instansi pemerintah  vang
bertangpungjawab di bidang ketenagakerjasn yang memenuhi syarat-svarat sebagai
medistor vang difetapkan menten untuk melskukan mediast dan mempunya
kewaliban memberi agjuran fertulis kepeda para pihek yang berselisth untuk
menyelesatkan perselisthan hak, perselisthan kepentingan, perselisthan pemutesan
hobungan kenja, dan perselisihan antar serikat pekeria/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan, '

Diani pengertian di atas dapat disebutkan bahwa mediasi dilakuksn oleh pthak
ketipa vang netral tapi yang meniadi mediator adalah pegawai pada instansi yang
bertangoungiawab di bidang ketenggakerjaan.

Berdagarkan ketentuan vang berlaku umum, penyelesaian sengkets melalui
mexliasi tidak terdapat unsur paksaan antar para pihak dao mediator, para pihak
meminia secarz sukarela kepads medigtor untuk membaniy penyelesatan koaflik yang
terjadi. Oleh karena #iu, mediatar hanya berkedudukan membaniv para pthak agar
dapat mencapai kosepakatan vang hanva dapst diputuskan oleh para pihak vang
berselisth. Setelah mengetahui duduknya suatu perkara maka seorang mediator dapsat
menyusun sualu proposal penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pthak yang
berselisih agar perkara tersebut dapat bepalan dengan lancar dan menemukan
penvelesaian porkara secars saling menguntungkan {win-win}.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melaiui mediagi menuryt Pasal 4,
didahului dengan tahapan sebagai berikut

&, Jiks perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua belah pthak mengatat

perselisthannya kepada instansi yang  bertanggungjawab di  bidang

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH Ul, 2008



51

ketenagakerjaan sctempat dengan melampirkan bukti upsya penyelesaian
secars bipartit sudah dilakukan,

b. Sctelah menerima pencatatan, instansi yang bertanggungiawsb di bidang
ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada para pihak untuk menvepakati
memilik penyelesaian melalui konsilias atau arbitruse;

¢. Nka dalam wakte 7 (tujub) hari pam pihak tidek menetapkan pilibay,
instansi vang bertanggungjawsb di bidang ketenapskeriaan melimpahkan
penyelesaian kepada mediator.

s Adc Penyelesaian melaluf konsiiiasi.

Penyslesaian melalui konsiliasi {consuliation) imi dilakukan oleh scomng atau
beberapa orang amu badan sebagai penenpgah vang disebut konsuliztor dengan
mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihsk yang berselisih untuk
menyelesatkan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut seria secam akaf
memberikan solusi terhadap masalah vang diperselisihkan,

Adapun menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nonior 2 Tahun 2004
konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan perautusan
hubungan kega, dan perselisiban antar serikat pekerja/serikat buroh hanya dalem sato
perusehaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebil konsiliator
yang neteal,

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
konsuliator adalah seomang aiay lebih vang memenghi syarat-syarst sebagai
konsuliator ditetapkan oleh menteri, yang beriugas melakukan konsiliasi dan wajib
memberi anjuran tertulis kepada para pihak vang berselisih untuk menyelesaikan
perselisihan kepentingan, perselisiban pemutusan hubungan kerje, dan perssiisthen
antar serikat pekega/senkat burah hanya dalam satu perusahaan.

Dari pengertian tersebut di atas jelaslah bahwa komsilator penvelesaian
perselisihan hubungan industrial berasal dari pihak ketiga, di luar pepawai instanss
yang bertanggungiawab di bidang ketengakerjaan,
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Berbeda dengan mediator yang bemsal dari pihak instansi  vang
bertanggungjawal di bidang ketenagakerjaan, sedangkan konsiliator itu sendiri tidak
berasal dan pepewai instansi. Perbedaan lainnyz mediast u jugs menangani
perselisihan hak juga, sedangkan dalam konsiliasi tidak menangani perselisihan hak

Lahimya lembaga tersebut diatas menghapus keberadean PAD an P4P
sebagaimana yang diatur dalam Undang-unding No. 22 Tahen 1957 dan Undang-
undang No. 12 Tahup 1964 tentang PHK.

D. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Prosedur pemutusan hubungan keria menuret Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003:

1. Sebelumnys semua pthak (pengusaba, pekerja/burvh, serikat pekeria/serikat
buruh} harus melakukan upays uniuk menghindan terjedinys pemutusan
hubungan kerja;

2. Bila tidak dapat dihindani, pengusaha dan serikat pekerja‘serikat buruh atap
pekerig/buruh menpadakan perundingas;

3. lika perundingen berhasil, buat persetujuan bersama,

4. Bila tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan penetapan disertal dasar
dan alasan-alasannya kepads lembaga penyelesatan perselisthan  hubungan
industrial;

5. Selama belum ada penetapanfputusan dari lembaga penyelesatan perselisihan
hubungan industrial, kedua pihak tetap melaksanakan segala kewajiban masing-
masing. DI mana pekeriaburch tetap menjalankan pekerjaannya dan pengusaha
membayar upah. -

Khusus mengenal penanganan pemutusan hubungan kerjs masal yang
disebabkan keadaan perusahaan, seperti rasionalisasi, resesi ekonomi, dan lain-lain®

menyarankan sebelumnyza melakukan upays perbaikan :

M Shamsd, Yoaus, 1995, Hubungan Indserial df Indervesio, PT. Bing Sumberdaya Maousia, Jakaris,
i, 241,
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1. Bentuk perbatkan perusshsan melalui peningkaian efisiensi atan penghematan,
antara lain

a.

Mengurangi shiff (kerpa gilian), apabila perusehasn menggunakan keda
sistern Shift.

Membatasi atav menghapuskan kerjzs lembur sehingga dapat mengurangi
biaya tenaga kerja.

¢. Bila upaya di atas belum berhasil, dapat dilakukan pengurangan jam keda,
d. Meningkatkan usaha-ussha efistensi, seperti mempercepat pensivn bagl

pekerja/buruh yang kurang produktf
Meliburkan ateu meramahkan pekena/burah secars bergilitan  uniuk
sementars wakii,

Bilz upaya-upaya butir 1 tidak berhasil untuk memperbaiki keadasn perusahaan,

raaka pengusaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan keria dengan cara ¢

a.

Sebelumnya  harus  merundingkan  dan  menjelaskan  kepada  serikat
pekerjalserikat burnh mengenai keadasn pernsahaan secara gil, agar mercka
memahiam alasan pemitusan hubungan kega vaag dilskukan olek pengusaha.
Bersams serikat pekerja/serikat buruh merumuskan jumlah dan ketena
pekerja yang akan dikenal pemotusan hubungan ketja,

Merundingkan persyaratan dalam melakukan pemutusan hubungan keria
secara terbuka dan dilundasi dengan itikad baik.

Setelzh persyamtan pernufusan hubungan kena disetujui bemsama, selanjutnya
dilakukan sosialisasi untuk dapat diketahui oleh seluruh pekspa/buruh,
sebagai dasar diterima atau tdalmye syarat-syarat tersebut

Bila sudah ada persetujuan dari masing-masing pekerja/buruh, ditetapkan
proritas pelaksanaan pemutusan hubungan kega kepada pekerja/buruh secarm
bertahap.

Pada saat penyelesgian pemutusan hubungan kerjs, dibuat persetujuan
bersama, dengan menyebutkan besarnya vang pesangon dan lain-lain.
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g Selesai melaksanakan rangkaian di atas, dilakukan rekapitulasi untuk dasar
mengajukan permohonan ijin kepada lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat.

3. Pengadilan Hubungan Industrial

Pentgadilan hubungan industrisl adalah pengadilen khusus od hoc yang berads
pada lingkungan peradilan umum. Pnegadilan ini bertugas dan berwenang untuk
memeriksa dan memuytuskan

1) Ditingkat pertama mengenai perselisinan penyelesatan hubungan kerja;

2} Ditingakat pertamga mengenai perselisthan hak;

3} Ditingkat periama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

4) Ditingkat pertama dan terakhir mengenal perselisthan aptar serikat pekerja

dalam sats perusahaan,”

Prosedur persidangan dipengadilan hubungan industrial sama seperti hukum acama
perdatz pada peradilan umum, perbedaannya adalah para pihek tidak dikenakan biaya
sksekusi untwk nilai pupatan dibaweh Rp.150.000.000 ~(seratus lima puluh jaia
rupiah}.

Susunan majelis bakim pada pengadilan hubungsn industriai terdint dari :
1} Hakim dari pengadilan negeti;
2) Hakim ad hoc yang terdiri dari dua orang yang mewakili organisasi pekerja
dan organisasi pengusaha,
3} Panitera muds dan;
4) Panitera pengganti.

Adapun prosedur pengajuan gugatan dan persidangan di pengadilan hebungan

industrial, terdini dari -**

# Indoncsia(e), Undang-undang nomor 2 ishun 2004 tentang Penyelessian Persofisihan Hubungan
Industrial pmsal 56.
Libertus Jehasi, Hak-hak Pekeria Biie di PHK, {Tangerang, Visi Media, 2006) halaman
4
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1} Gugatan digjukan kepengadilan hubungan industrial yang dserah bhukomnya
meliputi tempat domusilt pekerja;

2} Gugatan harus dilampirt dengan risalah penyelesaian melalui mediasi;

3) Gugatan harus mencantumkan pokok-pokck pemscalan yang menjadi
perselisihan berserta identitas para pihak dan dokumen yang menguatkan
gupatan;

4) Apabila perselisthan tersebut menyangkut perselisihan hek /kepentingan yang
ditkuti  dengan perselisthan PHX, pengadilan Hubungas Indusirial
memutuskan terlebih dahulu perkara perselisinan hak dan atau kepentingan;®’

5) Apabila proses berscaranya adslsh proses cepat sesusi permohonan teriulis
salah satu pthak maka dalam tyjuh han keda setelah permohonan diterina,
Ketua Pengadilan Negeri mengelnarkan penctapan fentang dikabulkan atau
ditolaknya permohonan tersebut Apabila diksbulkas Ketus Pengadilan
Negeri maka dalam jangka waktu tujuh har kerja setelah keluarnya
penetapan, menendukan majelis hakim, had, tempat dan jangka waktu sidang
tanpa prosedur pemestksaan, Tengoang waktu uniuk jawaban dan pembukgian
kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14hari kerja;”

6) Apabila depgan proses biasa, maka dalam waktu paling lama tujuh han kega
setelsh penetapan majelis hakim, ketua majelis hakim mielakukan sidang
perfama;

7} Apabila dalam sidang perlama terbuldi secars nyata pengusaha tidak
meleksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak pekega seperii upah
dan lainnya sambil menungeu penyelessian PHK maka hakim ketus sidang
akan menjatohkan putusan sela yang memeriniahkan pengusaha untuk

membayar semua kewajibannya itu,

* Tndonesia(c), Unduag-uadang nomos 2 tahun 2004 {eriang Poayeicsatan Possefisihan Hubungan
Industrial posal 87
Indnmesis (o), Undang-undang womer 2 whun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hobunpan
fidusieisd pusal 98 dan pasal 52,
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8) Apabila pengussha mengabaikes putusan ity maka bhakim  aken
mermerintabkan sita jaminan dalam sebush penetapan pengadilan hubungan
indusirial. Potusan sela itu tidak dapat diajukan perlawanan hukum atay upaya
hukum;

9) Selambar-lambamya lima puluh hari kerja sejak sidang pertama Majelis
Hakim membenkan putusannys,

10} Putusan majelis hakim t{eptang perselisahan hak dan PHK mempunyai
kekuatan hukum tetap apabila dalam wakin empat belas har kerja tidak
diajukan permohonan kasasi oleh pihak yang hadir atav empatbelas hari kega _
setelah puusan ditenma oleh para pihak vang hadir,

Setelah tingkat pengadilan Hubungan Industrial, upava hukum dari para pihak
adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya tiga puluh har
kerja sejak tanggal penerimaan permohonan,  Putusan kasasi itu  dapat
menolak/membatalkan atau mengabulkan kasast.

Penolakan kasasi lebih menyangkut juder factie sepertt hakim telsh salah
menerapkan hukum, atau kasasi yang digjukan bukan merupakan wewenang hakim
kasasi atay mongkin kasagt vang digjukan tidak sesuai dengan pokok perkara,
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BABIII

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT KETETAPAN DIREKS]
PT.TASPEN (PERSERQO} TENTANG HUKUMAN DISIPLIN
SANGAT BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK
HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
KARYAWAN PERUSAHAAN

AXKronologis

BENNY RAJAGUKGUXK, SB., selaku Kepala Seksi Penetapan Klzim (PK)
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. TASPEN (Persero) Nomor
SK-18/DIR/UP.6/2002 tanggal 1 Agustus 2002, baik secara sendiri-sendiri ataupun
bersama-sama denpan YULIANTQ UJANG FIBISONO dan Drs. SARDIU bin
KROMO DIMEJIO, sejak bulan Juni tahun 2004 sampat dengan bulan Desember
2006 atau setidak-tidaknya di antara tahun 2004 sampai dengan (ahun 2006,
bertempat di Kantor PT. TASPEN Cabang Bogor Jalan Raya Pajajaran Kotak Pos
3183/Bogor Kota Bogor, bahws Benny Rajaguguk bersama-sama dengan Yullanio
Ujang Fibisone dan Drs. Sardju Bin Kromo Dimejo, telsh menerima 13 (tiga belas)
berkas pengajuan kiim tunjengan janda veteran vang diajukan jands veteran yang
seolah-olah masih hidup dan tercantum dalam SK Veteran, padahial kenyataannya
berkas-berkas tersebut diajukan oleh janda kedua veteran dan disjukan oleh omang
lgin yang fidak ada hubungannya dengan veteran dimaksud serta berkas vang
diajukan tersebut telah berkode punah "P”, Selanjutnva berkas-berkas pengajuan
kiim tunjangan ianda veteran yang tefah berkode punah P vang dinjukan tersebut di
proses tanpa persetujuan pembukaan kode kasus dalam nota dinas Kepalz Cabang PT.
TASPEN (Persero} Bogor serta pembukaan dan pengaktifan berkas-berkas yang telsh
berkode punah P tersebut tidak sesuai dengan prosedur yakni dibuka dan diaktifkan
oleh pejabat vang tidek berwenang yvartu oleb terdakwa selaku Kepala Seks:
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Penetapan Klim, sehingga perbuatan fersebut telah menyebabkan iegadinya
pembayaran kepada pemchon tunjangan janda veteran yang tidak berhak, vaitu
dibayarkan kepada janda kedua dan kepada omng lain yang tidak ada hubungan
dengan veteran yang dimaksud Khusus untek penghentian pembayaran tunjangan
karena veteran, janda atsu duda veteran felah meninggal dunia, tata cara dan
prosedurnya adalzh pertama-tamsa untuk meyakinkan apakah veteran, janda atan duda
veteran memang beuar telal menmyggal dunia, maka terlebih dabuls barus dilakukan
wawancara, pengecckan fangsung ke lapangan (on e spof) kemudian harus
konfirmast kepada yang membuat sumt kematisn. Selanjutnya Kepals Bidang
Pelavanan membuat Nota Dinas kepada Kepala PT. TASPEN {Persero) agar kode
P dapat dibuka. Setelah mempelajan hasil wawancara vang diberikan oleh Kepala
Bidang Pelayanan, Kepala PT, TASPEN (Persero) memberikan persetujuan dengan
mengifinkan uatek membuka dan merubzh kode P, Kemudian dengan persetujuan
dart Kepala PT. TASPEN {Persero) yang berbentuk Nota Dinas, maka Kepals Seksi
Data Peserta dan Pemasaran (DPP) membuka dan merubah kode P didalam sistem
komputer PT. TASPEN (Perserc) dengan memasukkan Nomor Indok Karyawan dan
mengetikkan password terlebih dahuiu,

Aldbat perbuatan Benny Rajagukguk, SE., Yulianto Ujang Fibisona dan
Dis. Sardju  sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya din iz dan orang lain
yakni para janda veteran yang tidak berhak atau orang lain yang tidak ada hubungan
keluarga sama sekali vang dipalsuken idenfitasnya seclah-olah janda veteran yang
tercantum dalams SK Veteran yakni ssbanyak 13 {tiga belas) orang vang telsh
menerima pembayaran rapel dan tunjangan bolanan selama periede bulan Juni 2004
sampai dengan bulan Desember 2006, sehingga telah pula merngikan kevangan
negara og PT. TASPEN Cabang Bogor sebesar Rp397.592.500- (Tiga ratus
sembilan puluh fujuh juta lima ratus sembilan pulub dua ribu lima ratus rupiah *°

B Somt Dakwaen Jekss Penuntut Umum Kejaksaan Negerd Bogar emtuk teedakom Benny
Rajagukgui SE, tanpgal 11 Oltober 2007

UNIVERSITAS INDOMNESIA

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH Ul, 2008



Akibat dari perbuatan mereka, maka ketiga karvawan PT.Taspen (Perserc)
cabang Bogor tersebut oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bogor ditahan karena Tindak
Pidana Xorupsi, untuk:

- Yuraato Ujang Fibisono Terhitung mulai Taogpal 18 Jun: 2007 s/d tanggal 07

Juli 2007 (tingkat Penvidik) dan seterusnya sesuai dengan Bunyi Penetgpan

Ketua Pengadilan Tinggt Bandung Nomeor 185/Pen/Pid /2008/PT Bdg tangesl

19 Maret 2008,

= Drs.Sardju Terhitung mulai Tanggal 18 Juni 2007 s/d tanggal 07 Juli 2007

(tingkat Penyidik) dan seterusnva sesuai dengan Buayl Permohonan

Perpanjangan Penahanan oleh Keina Pengadilan Negeri Bogor Nomor

WE.U2HN 01.10,305/ 2008 tangeal 19 Maret 2008,

- Benny Rajagukguk SE Terhitung Mulai Tanggal 20 Juni 2007 ¢/d tenggal 9

July 2007 (tingkat Penyidik), dan geterusnya sesuai dengan Bunyi Penetapan

Ketua Penpadilan Tingg: Bandung Nomor 186/Pen/Pid ;zz}ésm Bdg tanggal

16 April 2008
Karena ketiga karyawan PT Taspen (Persero) ini ditahan dalam Rumah Tahanao
Negars/RUTAN Paledang di Bogor untuk fangka waktu lebih dari 6 (enam} bulan
oleh Penyidik Kejzksaan Negeni Bogor dalam bal Tindak Pidans Korupsi maka
keteniuan dalam Undang-undang Nomor 13 tshun 2003 tentang Ketenagakerjaan
khususniya Pasal 160 ayat (3) dapat diterapkan terhadap mereka,

Berdasarkan wawancara penulis kepads Bapak Sardiju dan Bapak Yubanio
Ujang ¥Fibisono, mereks menjelaskan bzhwa sebelumnya pemah dipenkss oleh
Satvan Pengawss Intern (8P} PT.Taspen (Perserc) dalam hal lolosnya tunjangan
Dana janda veteran yang tidak seharusnys diberikan kepada yang tidak berhak namun
hasil pementksaan Satuan Pengawas Intem tersebut hingga sekarang Bapak Drs. Sadju
dan Bapsk Yulianto Ujang Fibisono tidgk mengetahui kesimpulannya serta

%, Pasel 160 aysl {3) Undsspundang Ketonegnkerjaan, “Pengusaha dapat melokdun perntisan
hubiigan kerje terhadap pekerjo/tmrul ypang setelah 6 (enamy) Fulm tidak dapat melabukenr peleriace
sebagamana mestirya kavenn dalam proses periarea pitona sebpgaimps dimakond dalars ayet (15"
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sebelumnya perkara ini bersifat pidana yaitu tentang Pemmlsuan dan tidak ada
pegawai PT.Taspen cabang Bogor yang dijadikan tersangka.”

Kemudian yang menarik dani wawancara yang dilakukan penulis terhadap
Dirs.Sardjn dan Yulisnto Ujang Fibisono ditemukan bahwa mereka berdua diberikan
Surat Keputusan {SK-DIREKSI} PT.Taspen (PERSERQ) tentang Pembechentian
mereka sebagai Karyawan Perggahaan Pada tanggal 18 Juni 2007 pada sebush Rapat
pimpinan PT . Taspen ¢cabang Bogor di Bogor setelah Rapat Pimpinan tersebut selesat
mercka berdua langsung ditangkap oleh pihak penvidik Kejsksaan Negeri Bogor
karena menjadi tersangks korupsi sedangkan Surat Keputusan Direksi tersebut
tertangzal 13 Juni 2007 ini berarti ada jeda wakiu yaitu 5(lima} hast keterlambatan
pemberian Surat Keputusan Direksi tersebut sedangkan dalam Surat Keputusan
Direksi tersebut dalam Pasal 3 disebutkan:

“Keberatan atas Kepwtusan it dapat diajulan dalam tenggang waken
1dfempat belas) hari sejuk diterimanya Keputusan ini. ”.
Jika dibaca dari dasar “Membaoca” atas Surat Keputusan Nomor (SK-
O7DIR/UP 872007 bahwa disebutkan Yuliante Uiang Fibisone mengajukan Surat
keberatan Pada Tanggal 25 Juni 2007 den Hasil Persidangan Badan Perfimbangan
Kepegavaian tanggal 16 Juli 2007 dan Keputusan Surat Direksi PT . Taspen (Persero)
Nomor:SK-07/DIR/UP 8/2007 mnggal 14 Agusius 2007 dalam dasar “Menimbang”
disebutkan :
a. Bahwa sefelah memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Saudara
Yulianto Ujang Fibisono,SE.MM RIK 198719691286 tangpal 25 Juni
2007 dan hagil sidang badan Peritmbangan Kepegawaian fanggal 16
Juli 2007 dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dijadikan dasar
keberatan tersebut tidak mengandung hal-shsl / data baru yvang dapat
dijadikan dasar untuk mengubah hukuman disiplin sebagaimana yang
ditetapkan dengan Keputusan Ihreksi PT.Taspen (Persero)
Nomor:SK-05/DIR/UP.8/2007 tanggal 13 Juni 2007

? Wawancars kepads Bapak DrsSardju dan Bopsk Yulianto Ujeng F di Rutan Paledung-
Bogor tanggal 09 Jusi 2008

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH Ul, 2008



61

b. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Yuliante Ujang
Fibisono,SE, MM NIK. 198719691286 fersebut dan hukuman yang
dijatuhkan  kepadanya dipandang sodah  tepat sesual dengan
pelanggaran disiplin yang telah dilakukannys,

¢. Bahwa dengan mempertimbangkan iersebut diatss dipandang perin
mengukuhkan Kepuotusan hukuman disiplin sebageimana Keputusan
Direksi PT Taspen (Persero} Nomor:SK-05/DIR/UP. 8/2007 tangpal 13
Juni 2007,

Masih dalam kesempatan dan perbincangan yang dilakukan penulis terhadap
Drs.8ardiv dan Yulianto Ujang F, mereka merasa dirugtkan atas penangkapan pihak
Penvidik Kejaksasn Negeri Bogor, karena mereka bertiga fidak dapat fokus untuk
melakukan pembelaan ataupun Keberatan atas Surat Keputusan Direksi PT.Taspen
{Persers) yang mereks ferimma, karenz mereka harus menjalani proses pemenksaan
oleh pihak Penvidik Kejaksaan Negeri Bogor serta mereka dalam posisi ditahan
dalam Rutan Paledang Rogor sedangkan jika mercka hendak mengsjuka Nota
Pembelaan atasupun keberatan terhadap SK-Direksi PX Taspen tersebut mercka harus
datang dalam sidang majelis di PT.Taspen (Perserc) Pusat di Jakarta,

B.Asas Praduga Tidak bersaiah

Negara  Kesatuzn Repyblik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan
Pancasils dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tunggi hak asast
manugia Serta vang menjamin bahwa sepala hak warga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan sera waiih menjunjung hukum dan
pemerintahannys it dengan tidak terkecuali.

Menurut Sri Soemantn, suafu Negass Hokum baruslah memenuhi bebsrapa
Unsur antara lain™

1. Pemerniah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar afas
hukum dan peraturan perundang-undangan;

* Mien Rukmini, Perdinchingan HAM melaki Asas Praduga Tidak Bersalal don Asas
Persamaen Kedudukan dalam Heloun poda Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2003 Pelaman 4344
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2. Adanya Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam gegara;

4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradiian,
Khusus mengenat Asas Praduga tidsk Bersalsh ini diatur dalem Pasal 8 Undang.
undang Nomor 14 tahun 1570 Joncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 33 tahun 1999
tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, vang menyatakan bahwe:

“Sefiap orang yang disangka, ditengkap, ditahan, i donfalan
dihadapkan  didepan Pengeadilan, wapb dinnggap tidak bersalah sebelon adanya
putusan Pengadilan yang mernyalakan kesalobwrmya dan memperoich kekuatan
ABukum yang tetap.”

Jika di tinjau dari segi Asas Pradugs Bersalah yaog menipakan asas utama
perlindungan hak warga pegara delam proses hukum vang adil (due proses of law)
vang mencakup sekurang-kurangnya =
1.Perlindungan tethadap tméaicm sewenang-wenang dari pejabat negara;

2. Bshws pengadilaniah vang berbak menentukan salzh tidaimya terdakvag;

3 Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak bergifat rahasia); dan

4. Bahwe tersangka/terdakows hares dibenkasn jaminan-aminan untuk membels dirl
sepenuhi-penubinya.

Tindakan Direksi PT.Taspen (Persero} dengan memberikan Surat Keputusan Direksi

tersebut boleh dikatakan tidak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, karena

mendahuln: fungsi pengadilan umum dan belum adanys keputusan majelis hakim

vang bersifat inkroche,

Jika dipertemukan dengan Keputusan Hakim Mahkamah Konstitsi, setiap
Pengusaha dalam hal ini bisa ditwjukan kepada Direksi P¥. Taspen (Persero} dilarang
melakukan Pemwtusan hubungan kenja terhadap pekerjia/burub karena alasan
Kesalahan Berat seperti vang disebutkan daiaézz Pasal 158 Undangamdang Nomor 13
Tahun 2003 terscbut karena diperlukan adanya Putusan Hakim Pengadilan Umom
yang sudah berkekuatan tetap/inkrachr.

3 _Ibid, haleman 40
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Resuai dengan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor:
Q12/PUU-I2003 tanggal 26 Oktober 2004, Pasal 158 tersebut dinyatekan tidak
mempunyai kekuatan hukum vang mengikat™ Kemudian diterbitkannya Surat
Edaran Menteri Tenaga Kenja dan Transmigrast Republik Indonesia NOMOR. : SE-
I3/MEN/SI-HKA/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstutusi Atas Hak Uji Materil
Undang ~ Undang Nomor 13 Tshun 2003 Tentang Ketenegakerjaan Terhadap
Undang-Undang Dssar Negars Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat
dalam Berita Negara Nomaor 92 Tahun 2004 tangeal 17 Nopember 2004, maks untuk
memberikan kejelasan bagl masyarakst, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran
sebagai bertkut

1. Mzahkamah Konstitusi menyatakan bshws Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjasn, Aiusus Pasal 138 Pasal 159 | Pasal 160 ayat

(1) sepaniang fengenai ansk kalimat”,. bukan alas pengaduan pengusahs ™,

Pagal 170 sepanjang mengenal anak kalimat ", Pasal 738 ayat (1} .7, Pasal

171 sepanjang menyangkut anzk kalimat .. Pasal 1538 ayat (i) .. " Pasal 186

sepanjang mengenal anak kalimat ".. Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1} ... ©

Hidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.,

2. Schubungan dengan hal tersebut butir 1 meka Pasal-pasal Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keisnagakenaan vang dinyatakan tidek
mempunyal kekuatan hukum mengikat, dianggap fdak pernah ada darm
tidak dapar digunokan lagi sebagai dasar 7 acuan delam penyelesaion
knbunpgan industrial,

3. Sehubungan dengan hal tersebot butir 1 dan 2 di atas, maks penvelesaian
kasus pemotusan hubungan kerja (PHK) katena pekenja/buruh melakukan
kesalahan berat perfu memperhatikan hal - hal sebagai benkut :

M Sebelurmnya keloniuan festang jenis-jonis kesalshan berat tefah diaher dalam pasal 158 ayat (1) dasi
Hndang-undang tentang Kelonagakeriaan, Lembann Nogam Repebiik Indencsia tahun 2003 Nomer 32, wmbahan
Lembaran Negers Republik Bdonesin Nomor 427%. MNamun, oleh pubrsen Mahkamol Kosstitusi Nemor:
Q120003 angpnl 76 Cikiober 2004, Pasal 158 toreludt dinyatakan Gduk mempunyal kekasizn bukmm yang
mongkst
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a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerje/burubs
melakukan kesalahan berat { eks Pasal 158 ayat (1), maks PHK
dapat dilakukan setelsh ada putusan hakim pidana vang telah
mempuryal kekuatan bukum tetap.

b. Apabila peketja ditahan oleh pihek vang berwajib dan pekeria/
buruh tidak dapat melaksanskan pekerasn sebagaimana mcstinya
maks berlaku ketentuan Pasal 160 Undang - undang Nomor 13
Tahun 2003.

Surat Keputusan Direksi fersebut jelas-jelas tidak sefalan dan tidak sesuai dengan
Surat Hdaran Menter: Tenaga Kerja dan Trangmigrasi Republik Indonesis Nomeor
SE-13/MEN/SJ-HE/A/2005 fenmng Potusan Mahkameh Konstufusi Afas Hek Un
Materil Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesis Tzhun 1945 dan iglah dimuat
dalam Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, Namun,
berdasarkan Perjanjian Kega Bersaraa (PKB} antara PT, Taspen(P&:rsam) dengan
Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) N '

Nomor : IR/SEKATA/2006 dalam pasal
7 ayat {1) butir huruf ¢ vang berbunyt:
“Perusahaan berhak memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggor
larangan sebagaimana diatur dalom Perjanfian Kaeria Bersamea melafui

mekanisme sebagaimana diatur dalam keputusan Divekst, "

Sehingpga dari pasal 7 ayat (1) butir huref & memang penusehaan berhak memberikan
sanksi kepada karyawan vang melanggar lwrangan sebagaimana diatur dalam

Perjaniian Kerja Bersama pasal 18 tentang larangan perusahaan antars Tain >

¥ Perjanjion Kerja Bersama (PKB) anters PT.Taspen{Persere} dengan Seriket Karyawan
Teaspen{SERATA) Nomor: JAN-1G/DIRZ006
Nomor: 18/8EKATARIG
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Settap Karyawan dilarang .

8.

Melakukan pungutan uang atau menerima komisi dalam beotuk
apapun vang sda hubungannys dengan pelaksansan tugas kedinasen,
untuk kepentingan pribadi golongan atau pihak lain;

Melakukan pemalsuan dokumen,informasi surat-surat berharpa milik
PERUSAHAAN dan ijazah serta dokumen-dokumen lainnya vang
terkait dan dapat mengakibatkan kerugian PERUSAHAAN,

Memiliki, menjual, membeli, mengadatkan, menvewakan atan
meminjam kan barang-barang dokumen atau surat-surat berharga milik
PERUSAHAAN secara tidak sah;

Melakukan tindakan vang bersifat negatif terhadap sesama karyawan
atau orang lain baik didalam maupun diluer lingkungan kega;
Berjudi,mabuk-mabukan mengkonsumsi Narkoba dan atau melekukan
nerbuatan  ssusila/pelecehan  seksual dengan segala carm  dan
bentuknya;

Melakukan suatu tindakan kemasanma dengansesama karyawan atau
pihak lainnys vang mengakibatkan kerugian PERUSAHAN atau pihak
lain;

Melakukan perkawinas/pemnikahan sesama karyawan, keocuali bagi
karyawan yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan sesama
karyawan sebelum tanggal I septerober 1085;

Merokok pada ruang kerja kecuali pads ruang khusus yang disediakan
untuk merokok.

Dalam Perjanjian Ketia Bersama andara PT. Taspen (Persero) dengan Serikat
Karvawan Taspen (SEKATA) dalam pasal 58 tentang Tingkat dan Jenss Hukuman
Disiplin, hukuman disiplin terbagi atas

a.
b.

G

Hukuman Disiplin Ringan;
Hukuman Disiplin Sedang;
Hukuman Disiplin Berat;

d. Hukuman Disiplin Sangat Berat,
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Serta dalam Pesal 56 ayat (2) Peranjian Kerja Bersama tersebut Jenis Hukuman
Disiplin terdint dari ;
Tegumn Lisan;
Teguran Terhulis;
Penurunan Satuan Gaji (SKG);
Penurunan tingkat golongan gaji;
Pembebasan jabatan;
Pemberhentian dengan Hormat tidek atas permintazn sendiri;
g Pemberhentian tidak dengan hommat
Memang jiks dipelaian lebih dalam lagi, ketiga mantan Karvawan PT Taspen
(Persero)} i menurut Penilatan Satuan pengawass Interen Perysghaan telsh dinilai

e o6 oo

®

melanggar larangan sepertl yang tercantum dalam Pasal 18 butir & dan b Penanjian
Kerja Bersama /FKB namun apakah langsung mereka diganjar dengan Pemutusan
Hubungan Kerja seperti yang tercantum dalam 8K-Direksi PT Taspen (Persero) vang
mereka ferima. Sementera mereka disatu sist Juga menghadapt Proses persidangan
yang belum ada Putusan Pengadilan yang Bersifat fncrachy,

Kelemahan Iain dari Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persere} tersebut
yaitu tidak dyadikannya Undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 tzhun 2003 sebagat
Dasar "Mengingat”. Sedangkan dalam Peranjian Keds Bersamaz (PKB) antara
PT.Taspen {(Persero) dengan Serikat Karvawan Taspen (SEKATA) dalam
MUKADIMAH Pegianjian Kerja Bersama tersebui, disebutkan babwa -

o PERUSAHAAN don SEKATA sepakai babwa yang mewnjadi dasar hukum
pembuatan Perfanian Kerja Bersamr ini adalah ;

1. Undang-wndang Nomor 18 tahun 19855 teniang Persetujuun Konvensi ILO
mengenai berlakunya dasar-dasar dan hak wnink berorganisasi dan wniunk
berunding bersama;

2. Undang-undang Nomor 21 whun 2000 tentng Serikat Pekerya;

3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagekeriaan,
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5. Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 teniang Pervelesutan Perselisihan
Hubungan ndusirial,

Hal ini berarti, setiap Keputusan Direksi PT Taspen (Persero) harusizh sesuai dan
sejalan dengan Perjaniian Kera Bemsams {(PKB) terscbut serta Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-undang Nomor 2
tahun 2004 tentang Peayelesalan FPerselisthan Hubunpan Industrial, haruslah
diradikan Dasar bukum dalam Setiap Keputusan Direkst PT.Taspen (Persero}
khosusnya vang menyangkut Keputusan satas Hukuman karena Kesalzhan vang
dilakukan Karvawan dan  yang Dbemjung pada Pemutisan  Hubungan
Kerja/Pemberhentian sebagai Karyawan,
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BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT.TASPEN (PERSERO) YANG TIDAK SESUA1
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A Jenis<jenis Perlindungan Hukwx Bagi Burnh/pekeria

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menycbutkan bahwa setiap warga
Negara berbsk untuk mendapstkan pekerjaan vang layak bagt kehidupannya. Dengan
pasal ini maka setiap warga Negara Indonesia berhsk untuk mempercieh pekegaan
tanps terkecualt.

“Pekerja/buruh dan pengusaha sebagai subiek hukum mempunyai kedudukan,
harkat dan martabat sebagai manuosia vang perlu dihormati dan tidak boleh ada
diskriminasi.”®® Schingga Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnys
mengandung lims kualitas yaitu, “stability”, “predictability”, “fairness”, “education™
dan kemampuan profesi hukum yang meningkat” Faktor stabilitas dan situasi yang
dapat diprediksi merupakan dus svarat mutlak untuk terlaksananya fungsi sistem
ekonomi dari suatu Negara, sebagaimana dikatakan oleh Karst dalam bukusya Law
and Developing Couniries, yang dikutip olch Leonard J. Theberge sebagai berikut.

“The law’s gresfest encouragement 1o economic development lies in ifs

protection of the fraits of labor. .. ¥ is the security of expectations, assured by

faw in the form of institations of property, that leads men to wark save and

mivest... The concem for securily, Le, the concern for a development

* R, Indiarsero dan M.J. Saptenso, op.cif, him.25.
¥ Erman Rejagukguk, “Persmon Hukum Dalem Pembeogunen Pede Em Globalisasi:
implikesinys Bagl Pendidiken Hukum di Indonesis™ Pideto Pengukuban dicapkan pads wpacars
penerimasn Guru Besar dalam bidang ilmu hukum pada Fakoltas Hukum Ubiversitas Tndonesia,
Takarta, 4 Japuan 1997 kim 10,
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conducive state of mind, must be a primary one for any government engaged

in massive social reform ”®

Jenis Perlindungan tenaga kerja secarz wmum menurut Scepomo dan Asikin
dibag: memjadi tiga macam, yaito -

a Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan fenaga kerja dalam bentuk
pengbasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerga di
luar kehendaknya;

b. Perlindungan sosial, yaitu perindungan tenags keja dalam bentuk jaminan
kesehatan kerja dam kebebasan berserikat dan perlindungan hak wntuk
berorganisasi;

¢ Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenapa kenja dalam bentuk keamanan
dan keselamaian kerjs.

Secara yuridis normatf kedudukan burch adalah kuat, sebab Undang-undang
menempatkan seorang pekerja/buruby sebagi prhak vang mempunyai hak dan
kewsjiban yang gebenarnya tidak bisa dikurangi oleh pihak pengusaha, namun secam
sosial ekonomis kedudukan pekerja/buruh sangat lemah sebab pekerja/burnsh selalu
ingin memperoleh suaty pekerjaan untuk mendapatkan gaj/upah dalam kelangsungan
hidup pekeria/buruh tersebut dan keluarganya.

“Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secars yundis normatif, antara
pekerja/buroh tidak ada perbedaan dalam kedudukan masing-masing. Kedua belah
pihak mempunyat kedudukan yang sama, dan harus mempertanggungjawabkan
secara baik menurut peraturan perundang-undangan yang beriaku ”®

Bagi seomng pekerja/buruh kehilangan pekeriaan merupakan sesuam hal yang
sangat besar pengaruhnya baik bagi pekerja/buruh maupun bagi keluarganya, karena

* Leonard J Theberge, “Law mnd Economic Development,” Journal of internattonal Lav end
Policy (Vol. 9: 231, 1980) 232, (Dilestip dari Enmen Rajagukguk, Hukum Pembangunan, (Jukaria:
Pakultag Huknm Poiversitas Indoneste, 2006), him 157
™ bid, Bim.26.
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dengan berskhimnya hubungan kerja berarti pekerja/buruh  kehilangan mats
pencariannya dan merupakan awal dari penderitaan pekega/burch apalagi jika tidak
segera mendapatkan pekerjaan yang bare untuk menggantikan pekerjaan vang lama
tersebut

B. Hak-hak karyawan yang terkesa Pemutuzsan Hubungan Kerja Karena
Kesgalahan berat

Untuk mengurangi beban pekeda/buruh yang mengalami peroutusan hubungan
kerja tersebut, maka Undaong-Undang menctapkan dan mengharuskan pengussha
unfuk memberikan uvang pesangon, uang penghargasn masa kega dan uang
penggantian hak.

Menurut A. Ridawzo Halim uang pesangon tersebut adalah | “Uang vang
diberikan kepada buruh/pegawai pada waktu terjadi pemuiusan hubungan kena oleh
pihak majikan/perusahaan yang berdasarkan lamanya masa kerja vang telah diterpuh
oleh buruh/perusahaan yang bersangkutan dan besar imbalan per jaro {c.q gaji tiap
bulan)” 1%

Dengan terjadinya pemutusan hubungan kega tersebut maka pekerja/buruh akan
mendapatkan sejumiah uang pesangon dart pihak perusahasn temapat iz bekerja
schagaimana yang distur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
yaifu:

{1} Dalam hal iegadinya pemutusan hubungan kema, pengusaha diwajibkan
membayar uang pesangon dan uvang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharysnya diterima.

(2) Perhitungan vang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
sebagat bertkut ;

a. masa kesja kurang dart 1 {satuj tahun, 1 {satu} bulan upakh;

0 A Ridasvan Halim, op. cir, him.142-143,
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masa kerja i (satu) bun atau lebih tetapi kurang dani 2 (duay tabun, 2 (dus)

bulan upaly;

masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dart 3 {tiga) tahun, tga (tiga)
bulan upah;

masa kega 3 (tiga) mhun atau lebih fetapi kumng dani 4 {empaf) tahun, 4
{empat) bulan upah;

masa kerja 4 {empat) tahun aiau lebib tstapi kurang dan § (lima) tabun, 3
(lima) bulan upah;

masa kenja S (lima) tzhun atau febih tetap: kwrang dari 6 {enam) tabun, 6
(enam) bulan upah;

masa kerja 6 {enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 {tajuh) tahun, 7
{tujug) butan upah;

masa kega 7 {tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dadd 8 {delapan) tahun, 8
{delapan} bulan upah;

masa kerja & {delapan) tabiun atau lebih, @ (sembilan} bulan upah.

(3) Perhitungan vang penghargaan masa kerja sebagaimana yang dimaksud pada

2.

ayat (1) ditetapkan sebagai benkut ;

masa keria 3 (tga) tzhun atau lebih tetapi kurang dar: & (enam) tabun, 2 (dua)
bulan upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapt kurang dart @ (sembilen) tahun, 3
{dua) bulan upak;

masa kerja 9 (sembilan) tahun atav lebih tetapt kurang dari 12 (dua belas)
tahun, 4 {empat) bulan ypah;

masa kerja 12 {dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dart 15 (ftma belas)
tahun, 4 (empat) bulan upah;

masa kena 15 (lnm belss) tahun atau lebih tefapt kurang dani 18 (delapan
belas) tahun, 6 {enant) bulan upal;

masa ketja 18 (delapan belas) tahun atau lebih fetapt kurang dari 21 {dua
puluh satu) tahun, 7 (tujub) bulan upah;
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g mase kega 21 {dua pulsh satu) tehun stau lebih tetapi kurang dari 24 {dua
puluh empat) tahun, 8 {(delapan) bulan upah;
k. masa kerja 24 (dua puluh empat} tahun atau lebih, 10 3epulnh) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak vang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) meliputi

&. cuti tehosan vang belum diambil dan belum gugur,

b. biaya afau ongkos untuk pekerja/buruh dan kelvarganya di mana tempat
pekerja/buruh diterims bekera;

¢, penggantian pemmehan dan pengobatan difetapkan 15% (Bma belas
perseratus) dari uang pesangon dan uang penghargass masa kerja bagt yang
memenuhi syarat;

. hal-hal lain yang diteispkan dalam peganjizn kenma atau perjanpian keris

bemsama.

{5} Perubahan penghitungan vang pesangon, perhitunpan uang pengharganan massa
kerja, dan uang pengpantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2, ayat (3},
dan avat (4) ditetapkan dengan peraturan pemerintb.

Jika diamatin dengan scksama, temyats ada kelemahan atas Sura! Kepuhsan{SK})
Direksi PT Taspen {persero} bagi ketiga mantan karyawan PT Taspen (persero} yang
menarima Surat Keputusan Direksi vang memberbentikan mercks sebagai karvawan
perusahaan Kelemahan lersebut vaite dalam Batang Tubuh Sumt Keputusan Direksi
PT Taspen (Porsero} tidak  disebutkan mengenai Hak-hak Karvawan yang
diberhentikan, misalnya : Usng pesangon, tunjangan-tenjangan, maupun hak-hak
lainnya vang wanb diberikan oleh Perusahaan kepada mantan katyawan PT.Taspen
(Persero} tersebut, yang ada hanyalah Data Karyawao dan susunan keluarga dars
masing-masing ketiga mantan karyawan tersebut
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Berdasarkan wawancara penulis dengan Dis.Sardju dan Yulianto Ujang,
disebutkan Iabwa mereka tidask mendapatkan uwang pesangon namun merska
mengatakan  bahwa  mereka  berhak  mendapatkan  Tunjangsn  Han
TuaJamsostek Uang Pensiun, zkan tetapi mereka belum mengurus adminisirasi
pengajuan-pengajuan untuk mendapatkan hak-hak mereka tersebut karena posisi
mesekz vang dalam fahanan dan  status mereky vang Tahanan lembaga
Permasyarakatan Paledang Bogor akan tetepi mercka pesimis akan mendapatkan
Hak-hak mereks tersebut dikarenskan dalam Surat Keputusan Direksi (SK) Direkst
PT Taspen (Persero) dalam Pasal 2 ada Tuntutan dan Perusahaan untuk membayar
Tuntitan Ganti Rugi (TGR) yang besarannva berbeda-bada.

Palam Pasal 2 Surat Keputusan Dirgksi PT Taspen (Persero} untuk Drs.Sardju
berbunyi

“Tuntuian Gant - Rugt  (TGR} dengan mengembaliken uang

pernsahaan sebesar Rp 199.632.325 { Seratus Sembilan Puluh sembilan

2 4H

Jota Enam Ratus tiga puluh dus tiga ratus dua puloh lima rupiah).

Pasal 2 Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero) untuk Benny Rajagukguk
herbunyi:
“Puntutan  Gamti  Rugi  (TGR} dengan  mengembalikan  wvang
perusahaan sebesar  Rp.220.276.275.- (Dua Ratus Dua Pulub Dua Juta Dua
Ratus Tujuh Pulgh Enam Ribu Dua Ratus Tujuli Puluh Lima Rupiah).”'*

Dikarenakan adanva Tunfutan Gantl Rugt vang mesti dibayarkan oleh ketigs mantan
karyawan tersebut, berdasarkan hasil wawancara secara lisan dengan Kepala Cabang
PT. Taspen Bogor Bapak Dodi Susanto, ketiga mantan karyawan PT.Taspen tersebut
dapat membayar Tuntutan Ganti Rugi yang terters dalam Pasal 2 Surat Keputusan

B Pasal 2 SK.Direksi PT. Taspen (Persers} Nomor: SK-04DIRAIP 872007 atas nama
Prs. Sarz}j);z
* Pasal 2 SK.Direkst 1 Taspen (Persero) Nomor: SK-03/DIRAIP 82007 atas nama ©

Benny Hajagubguk
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Direksi PT.Taspen {(Persero) dengan dibayar Tunai kepada PT Taspen (Persero) atau
dengan cara dipotong langsung atas Tunjangan Harl Tua, Uang Peunsiun namun
semua ifu belum ada kepusmugan dan persetujvan lebih lanjut dan Dewan Direksi
PT Taspen dengan Ketiga mantan Karyawan PT Taspen (persero) terscbut '

Hal ini berarft, andar kata ada keputusan dan persetujuan lebih lanjut dan
Dewan Direksi PT.Taspen, maka ketign mantan karyawan PT.Taspen (persero)
tersebut sama saja mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka, karena Tuntutan Gantt
Rugi tersebut ibarat Hutang vang HARUS mereka lunssi, dan juga Selain ada
Tuntutan Ganti Rugi {TGR) dan Perusshaan, ketiga manfan karyawan FT .Taspen
{Persero) akan jupa menghadapi vonis majelis hakim Tindak Pidana Kempsi, dan
Tontutan dan Jaksa Pepuntut Umum berupe Usng Pengganti karena ketiga mantan
karyawan PT.Taspen (Persero} int didakwa melakokan Tindak Pidana Korupsi uang
negara.

Adzapun bunyi Amar Putissac Pengadilan Negen Bogor uotak
1. Dirs Sacdju yaita: '
"Menjandkan Pidana selama I (saru) wahtn penjora polong miasa
Lexhanan,”
2. Benny Rajagukguk SE yaitu:'®®
a. "Menjatuhkan Pidana selama 2(dwa) tbum dan Glenamibulan poiong
masa takanan.”

b. “Pidena denda sebesar Rp.S0.000.000.-(limapuluh  juia) subsidair

3trgarbulan kurungan.”’

o "Menghulum untuk membayar Uang Pengganii sebesar Rp.36.666.6000.-

ftigapuluk enam juta rupiah) subsidair 2{duaibulan penjara.”

I°> Wawancars lisan tanggal 6 Juni 2008 6f Kanter Cabang Bogor PT.Taspen (Perserv}

™ Putusan Pengeiilan Negeri Bogar Nomor: 342/PID B2007 PN . Begr tanggal 14 Marct
2008

¥ puiusan Pengadilan Negerl Bogor Nomor: 341/PID.BR007T/2N . Ber tanggs! 19 Maret
2088
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3. Yulianto Ujang Fibisono vaitu:'*
a. "Menjamhkan Pidana selama 2(dua) tahun dan 6fencmibulan potong
masa tahanan.”
b. "Pidana denda sehesar Rp.58.600.000 (limapulub juta) subsidair 2 (dua}
bulan krungan.”
e. "Menghum untuk membayar Usng Pengganti sebesar Rp.69.000.6688.-
(enampulul; sembilan juta ruptah} subsidair 3 {tiga} bulan penjara.”

Atas Putusan Pengsdilan Bogor tersebui Pama Jaksa Penuntut Umom dao masing.
masing terdskwa menyataksn Keberatan dac mengajukan Banding ke Pengadilan
Tinggi di Bandung dengan glasan tidak sesuai dengan Sumat Tuntutan yang dibuat
oleh Jaksa Penuntut Umnum,

Namun, dikarenakan Surat Keputusen Direksi PU.Taspen (Persero) tersebut
tidak sesuai dengan Keputusan Majelis Hakim Mshkamah Xonstitusi Nomor:
012/PUL-1/2003 tanggal 26 Oktober 2004, serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigras: Kepublik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SI-HE/A2Z005 tentang
Putusan Mahkamah Konstutust atas Hek Ug Matenl Undang-undang Nomor [3
Tahun 2003 Tenmtang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Nepara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat daiam Berita Negara Nomor 92
Tahun 2004 tfanggal 17 Nopember 2004 maka Surat Xeputusan Direksi
PT.Taspen{persero) temsebut dapat dissbut cacat hukum, dan ketiga mantan
Karvawsan PT Taspen (Persero) dapat mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan
Umum dengan funtutan gant rugi materiil dan immatenil atas Pernutusan Sepithak
oleh Direksi PT.Taspen (Persere) yang duatuhkan sebelum adanya vonis maelis
hakim yang bersifat eeracht dan tidak menjunjung Asas Praduga Tidak Bersalah
vany merupakan Asas dasar dari penegakan hukum di Indonesia dan berlaku

Urdversal/umum.

%, Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 340/P1D.B/2007/PN.Bgr langgal 14 Marel
2008
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpuolan
Pari uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dan untuk

menjawab rumusan masalab dalam penolisan tesis ini, maka dapat disimpulkan hal.
bzl sebagai berikut:

1.  Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat sama seperti

mekanisme Pemutusan Hubungan Kera lainnya dengan melewati Prosedur
Pemutusan Hubungan Kerjz menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003:

i

Sebelumnya semua pihak  (pengusaha, pekerja/buruh, serikat
pekeria/serikat buruh) harus melakukan upsya untuk menghindari
terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja;

Bila tidak dapat dihindani, pengusaha dan serikat pekerja/serikat burgh
atan pekerja‘buruh mengadakan penundingan;

Jika perundingan berhasil, buat persetujuan hersama;

Bila nidak berhasil, pengusaha mengajukan permchonan penstapan
disertai dasar dan alasan-alasannya kepada lembags penvelesaian
perselisthan hubungan mdustrial;

Selama belum ada penetapan/putusan dan Jembaga penyelesaian
perselisihan hobungan industrial, kedua pihak tetap melaksanakan
segala kewnjiban muasing-masing. Di mang pekeria/buruh fetap
menjalankan pekerjaannys dan pengusaha membayar upah,

Namun ada Persyaratan lain yang barus dipenuhi pengusahae khusuosnya dalam

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Berat vaitu perfu
adanya bukti pendukung, (Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003} -
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a.  Pekeraburuh terfangkap tangan;

b.  Adapengakuan dari peketja/buruh yang  bersangkutan; atan

¢, Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibust oleh pihak yang
berwenang di perusehaan yang bersanglutan dan didukung sekurang-
kurangnya 2 {dua) onang saksi.

Dari  penjelasan  digtas, dapat dikatakan bahwa apsbila pihak
pengusaha/majikan ingin melakokan pemutosen bubungan kerja terhadap pihak
buruh yang bekerja pada mereka, pihak pengusaha/majikan haruslah memiliki
alasan-alasan serts didulung bukti-bukti  yang bersifat menguatkan untuk
dilakukan Pemutusen Hubungan Kens sera dikarennkan adanys Kepufusan
majelis Hakim Mahkamah Konstitust  Nomor:  J12/PULLI2003 tanggal 26
Oktober 2004, sena Suzat Edamn Menton Tenaga Kega den Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor: SE -13 / MEN/SJ-HE / 172005 Tentang Putusan
Mahkamah Konstutusi atas Hak Uyt Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negam Republik
Indonesia Tahun 1945 dan teleh dimust dalam Berita Nepars Nomor 92 Tahun
2004 tanggal 17 Nopember 2004, maka Setiap Pemutusan Hobungan Kerja Karena
Kesalshan Beret harmashih  memperoleh Keputusan Hekim vasg  bersifat
Fucrabstetap dan apabila Karyawsn terscbut dalam masa iahanan/ditahan oleh
pihak Kepolisian maupun Kejaksaan, dalam tengpang waktu 6{enam)} bulan
kedepan, karyawan tersebut masih berhak mendapatkan Hak-hak mereka. Serta
status mereks masih karvawan/burah sampai ada Keputusan Hakim yang bersifat
Tetap atau telah melewati masa & {enam) bulan bams karyvawan /burch tersebut
dapat di lakukan Pemutusan Hubungan Kenja.

. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Direksi PT.Taspen (Persero)
dengan memberikan Sumat Keputusan Direksi tentang Hukuman Displin Sangat

Berat berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas penmintaan sendiri sebagai
karyawan perusahaan kepada ketiga mantan karyawan tersebut, Surat Keputusan
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Direksi PT.Taspen tersebut tidak sejalan dengan Kepulusan Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Nomor: 812 7 PUU -/ 2003 tanggal 26 Oktober 2004,

serfa

Surat Edaran Menterl Tenaga Kega dan Transmiprasi Republik

Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SIHK/A/2005 tenmng Potusan Mahkamah
Konstutusi atas Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Terhadsp Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Benta Negama Nomor 92 Tshuo 2004 tanpgal
17 Nopember 2004 vang berbunyi:

1.

Mahkamah Konstitusi menyatwkan bahwa Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pagal 158 ;Pasal 159 ;
Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai angk kalimat ™. bubon ats
pengaduan penguscha v, Pasal 170 sepanjang mengenai apak kalimat
" Pasal 158 ayat {1} %, Pasal 171 sepanjang menyangkut anak
kﬁiimaﬁ ...Pasal 158 ayat {1} ... " Pasal 186 sepanjang mengenai anak
kalimat *._Pasaf 137 dan Pasal 138 ayat (1) ..., " tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat |

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 make Pasal-pasal Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakegaan yang
dinyatakan tidak mempunyat kekuatan hukum mengikat, dianggap
tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar
7 acuan dalam penspelesaian hubungan industrial,

Sehubungan dengan hal femebut butir 1 dan 2 di atas, maks
penvelesatan  kasus  pernufusan hubengan  kerja (PHK)  karena
pekerja/burvh melakukan kesalahan berai periu memperhatikan hal -
hal sebagai berikut :

a. Pengussha yang akan melakukan PHK dengan alesan pekerja/buruh
melakukan kesalahan berst { eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK
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dapat dilakukan setelah ada puhmsan hakim pidana vang ielah
mempunyai kelatan hukum fetap.

b. Apabilz pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekega/ buruh
tidak dapat melaksanakan pekegjaan scbagaimana mestinya maka
berlaku ketentuan Pasel 160 Undang - undang Nomor 13 Tahun
2003,

4. Dalam hal tecdapat * alesar mendesak ' vang mengakibatkan fidak
memungkinkan hubungan kega dilanjutkan, maka pengusaha dapat
menempuh upaya penvelesaian  melalui lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

dan dalam dasar “menimbang” Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero)
tersebut thiak mengpunakan pertimbangan Dasar Hukam Undang-undang Nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakeruan dimana seharusnya Undang-undang
nomar 13 fahun 2003 tersebut wajib dijadikan dasar “menimbang” karena
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Karyawan Taspen (SEKATA)
dengan PT Taspen (Persero) mengakui bahwa Perianiian Kerja Bersama tersebut
menjadikan Undang-undang Nomor 13 fshun 2003 sebagai salah satu Dasar
Hukum dalam pembuatan Pegjanjian Keria Bersama (PKB) terscbut, sehingga
Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Perserc) terhadap Ketiga mantan Karyawan
adalah Cacat Hukum dan tidak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah bagi
kefiga mantan karyawan PT . Taspen (persero) tersebut.

Dialam Proses Sebelum di keluatkannya Surat Keputusan (SK) tersebut tidak
ada proses Mediast ataupun Konsiliasi yang dapat mengskomodir kepentingan
kedua-belah pibak Surat Keputusan PT Taspen (Persero) mengambarkan babhwa
Perugahaan telah sewenang-wenang dengan memberhentikan ketiga karyawan
PT.Taspen (Persero) yang berarti menghentikan sumber nafkah bagi keluarga

mereka

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH Ul, 2008



80

3. Burat Keputusan {8K) Direksi PT.Taspen (Persero) dapat sajs diajukan ke
Pengadilan Hubungan Indusirial berdasarkan pasal 82 Undacg-undang Nomor 02
tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Indutrial :

“Gugaian oleh  pererja/buruh  gtas Pemutusan Hubungon Kerja

sebagaimana dimatsed dalam Pasal 159 dar  Pasal 17! Undang -
undang Nomor 13 Tabun 2003 (emtang Ketenapakerjandapat diajukan
hanye dalam  lenggang wakty 1 (saty) fahun sejok diterimanya aion
diberitahukannya heputusan dari pihak pengusaha.”
Namun dalam pasal 83 ayat 1| Undang-undang Nomor 02 tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Hubungan Indutrial ;

(1} “Pengajuan gugaian yang tidak dilampiri risalah  penyelesaion melalui
mediasi atan konsiliasi, maka hokim Pengadilan Fubwngan Indusirial
wajib mengembatiftan gugaton kepada pengugat”

Sehingga dikarenakan Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero) tidak melalui
nroses Medias: stav Konsiliasi sebelum ditelapkan dan disershkan kepada Ketiga
mantan Karyawan penerima Surat Keputusan {8K) Direksi PT.Taspen (Persero)
maka pugatan pengajuan ke Pengadilan Hubunpan Industrial apabila digjukan
kemungkinan besar akan ditolak oleh majelis Hakim karens sesuai dengan bunyi
pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahion 2004 tentang Penyelesaian
Hubungan Industnal. Sehinggs jalan lzin vang dapst ditempuh oleh ketiga mantan
karyawan PT Taspen: yang terkens Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan
Barat unfuk menggupat PT.Taspen (Persero} dapat di ajukan gugatan secarma
perdata ke pengadilan Umum tempat dimana calon tergugat berada.

B. SARAN-SARAN
Dan apa yang dibahas dalam penulisan tesis inimaka Penulis dapat menyampaikan
beberapa sumbangan saran antass lain sebagat berikut
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 fentang Ketensgakerjaan sebaiknya
dirgvist/diperbaiki karena sudah ads beberapa pasal-pasal yaitu Pasal 158 pasal
159, Pasal 160 ayat (1), Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 186 vang berdasarkan
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Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor, 012/PU0U-1/2003
fanggal 26 Oktober 2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar
tahun 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Fukuei mengikat.

Agar para pengusaha, Perusahaan maupun Direksi/ pimpinan Perusahsan apabila
hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena Kesalahan
Berat, agar diperhatikan Keputusan Majelis Hakim Mzhkamah Konstitusi
Nomor; 012/PUU-1/2003 fanggal 26 Oktober 2004, serta Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-134EN/SI-
HE/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstutusi atas Hak Ui Materil Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjsan Terhadap Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga pihak
Karyawan/Burah tidak merzsa dirugikan atas keputusan Perusahaan, Pengusaha,
Pimpinan/Direksi yang mem-PHK msreka zebagai Karyawan Pekerja/Buruh.

Agar kiranya Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero) pertu ditinjau
kembal oleh Direlsi PT. Taspen (persero) karena ada kelemaban-kelemahan
vang sangat merugikan ketiga mantan karyawan PT.Taspen {persero) fersebut
dan agar di masa yang akan datang PT. Taspen { Pesero) menggunakan Undang-
undan Ketenagakerjaan (Undang-pndang Nomor 13 tabun 2003) sebagai dasar
pertimbangan hukum dalam setiap Surat Keputisan Direkst yang menyangkut
tentang Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Ketenzgakerjaan, dan seliap
hal vang menyangkut karvawan perusghaan,
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Putusan Perkaea Nomor 01 2/PU1U.172003 Dimuat Datam Berila Negara Republik Indonesia
Wamor 92 Tahun 2004, Terbit Hard Rabu tangeal 17 Nopember 2004

PUTUSAN

Parkara Nomor 012/PUU-172003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA £SA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara konstitusi pada ingkat
pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara penmohonan Penguiian
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan terhadas Undang-
Undang D;sar Negara Republik Indonesia Tahun 1845, yang diajukan oleh § ——vw——mwm.

1. HMama
Jabatan & Crganisast
Atlamal

2. Nama
Jabatan & Qrganisasi

Alamat
2. Nasma
Jabatan & Organisasi

Alamat

4, Nama
Jabatan & Organisasi
Alamat

L f_\fama
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SAEPUL TAVIP.

Sekien. Azosiasi Serikat Pekerja {ASPEK} indonasia,

Ji. Tebet Datam U No. 28, Jakarla Seislan.

HIKAYAT ATIKA KARWA,

Kolua Umum Federasi SP Logam, Elekironik, dan
Mesin SPEL.

JL Raya Pasar Minggu No. 9, Jakarta Selatan.
ILHAMSYAH.

Sekjen. Front Nasional Peruangan Bunuhr Indonesia
{FNPEL), )

Jl. Rawalatt Tirmur | No. 8, Kalibata, Jakerta Selatan.
SOGEPARMAN SHR.

Sekjen, Federasi Sedkat Pekeria Nasional {dahuiyu
Federasi Serikat Pekera Tekstl, Sandang & Kuiit).
Gedung Selaras L1 3, Mampang Prapatan 78, Jakarta-
Selatan.
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& Tidak adanya "naskah akademis® yang member dasar periimbangan #miah

periunya undang-untang a2 guo; w
b. Penyusunan UU Keleragakerjaan diwarnai kebohongan publik oleh DPR; e

2. UU Kelenagakeraan, sebagst satu dari "Paket 3 UU Perburvhan”, dibuat semsta-
mats karens lekanan kepentingan modat zsing darinada kebuluban nvala buruly

peketds indonesia;

Terhadap  alesan-aglasan permchonan dimsksud, Mghkamah  aken
mempertimbangkan sebagai barikut - o

Menimbang bahwa meskipun adanya naskah akademis penting uniuk memberi
dasar dan perimbangan Imish bagl salu undang-undang yang dirgncang agar tidak
teriadi safah perhitungan dan kesalahar logika, keberadaan naskah akademis bukaniah
merupakan keharugan konstitusicnal dalam proses pembeniukan undang-undang. Oleh
karena By, ketiadean naskah akademis RUU Kelernagakefjaan bukerdah meripakan
cacat hukum yang mengskibatkan balalnya undang-undang & gquo sebagaimans

didalilkan pare Pemohon;

Menimbang bahwa dalil para Pemohon yang mengalakan ada kebohongan
PUblik yang direkayasa oleh salah secrang anggota DPR, yaitu adanya Tim Kecll yang
seolah-olah mewakili organisasi buruh yang turut serta melakukan konsultasi dalam
penyusunan undang-undang a guo, jikapun benar, hal itu hanyalah menunjukkan bahwa
proses penyusunan undang-undang tersebut kurang aspiratif, namon tidak dengsn
sendirinyg menjadikan ha! dimaksud berentangan dengan prosedur pembantukan
amndang-undang menunt undang-undang dasar. Lagi puls, kelkuisertaan masyarakat
{stake holder) dalam mamber masukan kepada DPR sebagai sarana penyersp aspirgst
masyarakat sudsh dianggap ada dalam wujud penyampaian pendapat ruetalui
demonstrasi-demonsirasi yang telah  dilakskan buruh pada sast proses penyusunan
ungang-undang a qguo, yang dapat dipandang sebagai penyerapan aspyasi kaum buruhy -

Menimbang bahws kelerpauten kepenfingan asing dalam permbuatan hukum
satu negara yang dimasukkan melalul persuasi untuk menysimbangkan Repentingan
ekonomi pihak yang terkena dampak satu undang-undang, tdak dopat dikalakan
merupgkan campur langan dalam kedaulalan salu negara, sepaniang kewenangan uniuk

membentuk undang-undang #u tetap dilakukan secara bebas dan mdependen oleh

pembuat undang undang, tanpa paksaan, tipu daya dan intervenst Kekuatan sscera

i
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fangsung. Kependingan modal asing wajar diperfimbangkan secara bgbas dan mandin
gleh permbual undang-undang dengan memperhatikan kepentingan nasional] ~—we e

H
z

Menimbang  bahwa dengan urafan pertimbangan di alas. Mahkamah
berpandapal bahwa Hdak lerdapst cacal hukum secara prosedural yang menvebabkan
UL Keltenpgakeriaan balal dan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikal, sehingga
oleh karenanya, permohonan penguifan formil vang diajukan oleh pare Pemohon harus
gitolak;

Pangujian Materif,

"Menimbang bahwa para Pemchon telah mendalikan Ul Ketenagakerjaan
herentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasai 28, dan Pasel 33,
dan secara substansial lehih burik dan undang-undang sebeiumnya, dengan argumen-
argumen yany pada pokoknya sebagai berikut -

1. Inifi pokok UL Ketenagakerjaan adalah-membuat mekanisme pasar bekerja sebebas-
bebasnya dalam konteks perburuhan, di mana buruh dilinat semata-mata sebagal
komoditas atau barang dagangan di pasar tenaga kerja yvang dipakai ketika perlu dan
dibugng jika tidak menguntungkan lagi, nuansa protektif dan standar perlindungan
buruh dalam buokum perburvhan semakin dikurangi dan bureh dibiarkan sendivian
renghadapi ganasnya kekuatan pasar dan modai, hal mana bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (2} UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "sstiap warga negara berhak

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusigan”; ~----

2. VU Ketenagakerjaan dalam beberapa pasainya memasung hak fundamental buruh/
pekerfa dan serikat buruhipekera, berlentangan dengan Pasal Z8 UUD 1845 yang
menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeiuarkan gikiran dengan lisan
dan wiisan,'yaitu :

a. Pasal 119 UU Kelenagakerjaan, yang mensyaratikan bahwa untuk melakukan
perundingan pembuatan PKB serikal buruh atau pekerja harus dapst mermbukiikan
tahwa serikat perkerjafburuh tersebut memiliki jumiah anggota lebih dari 50% dari
jumiah selurub buruhipekera di perusahaan bersangkulan, kalau tidaek serikal
burah/pekeria harus mendapal dukungan leblh dar 50% dan §am¥ah‘ seluruh
buruh/pekeria di perusahaan tersebut. Hat inf diantikan bahwa Pasal 118 undang-
undang & gquo memberi peluang kepada pengusaha/majikan unluk mengabaikan

H
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kewsjibannya menghomati hak asasi serikat buruh/pekerfa untuk berserikel den

berkurmput di Bnglamngan perusahaan vang barsangkutan;

b. Pasal 120 UU Kelenagakerjaan, mensyasratkan bahwa apabila dalam satu
perusahaan terdapal lebih dari saftu serikal burvhipekeria, maks yang berhak

~ mewakii buruh dalam malekukan perundingan PKB adatah vang mamilils enggols
{abil dar 50 % dar jumiah selungh buruhipekeria di perusabiaan tersebul, jikalau
tidak, dapat bergahung membentuk koalisi sehingga tercapal juraiah febih dari
50 %, Dan jikalsu tidak, selurvh serikat burehinekeria bergabung mernbentuk fim
yang keanggoteannya ditentukan secara proporsional berdasarkan fumlah anggota
masing-masing serikat buruhipekernia;

¢. Pasal 121 VU Kelenagakedaan, mensnluken bahwa keanggotaan serikat
bursh/pekerda harvs dibuldikan dengan karty tendd anggots, hal tersebut amat
merugikan serikat buruhipekerjz yang baru saja lumbuh dan berkembang,
pembatasan cara pembukiian fand akan membatasi kelehrasaan serikal burub/
oekera untsk mendapalkant hok beraklivitas temnasuk  uniak  melakukan
panindingan PKB: :

d. Pasai 108 UU Ketenagakerjaan, mewajibkan seliap perusahagn yang
mempekerakan 50 orang busuhipekeria atau lebih wniuk membentuk "Lembags
Kena Sama Biparlit”, vang terdini dari wakil pengusaha dan burub/pekerja yang

+ difungsikan sabagai “Forum Komunikasl den Konsultasi® halshal ketenagakerjzan
di fingkungan perusahaan, hal lersebul sesungguhnya merupakan pengambil
alihan peran dan tenggung jewab serkal burubypekeria untuk melakukan hat-hat
yang berkaitan dengan hak dan kepentingan buruh dan anggotanya ¢ ingkungan
perusahasn, hal temsebut bertenangan dengan Pasal 28 UUD 1843, dan

' keberadaannya yang bersifal wajlh feompufsory) aken mengurangl secara
sigrifikan peraa dan fungsi serikal buruh/pekerja yang berskibat pada penuninan

secara besar-besaran keanggotaan serikat buruh/pekeria;

e. Pasal 64 -~ 66 U Kelensgekeraan, yeng mengatur fentang sistem kerja
‘pemborongan pekerjaan”, yang dikenal dengan istilah  “oufseurcing” telah
manempatken burgh sebagal fekior produksi semata, vang dengan mudah
dipekerjakan bila dibutuhkan dan di-PHK ketika tidak dibulunkan lagl, sehingga
komponen upah sebagal salah satu biaya (rosts) bisa ditekan seminimal mungkin,
padahat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengatakan “Perekonornian disusun sebagai
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usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang diartikan bahwa
perekonomian kita didasarkan atas demokrasi ekonomi dimana produksi
dikerjakan oleh semua, untuk semua, dengan mengutamakan kemakmuran
rakyat". Di sinilah “perbudakan modern” dan cegradasi nilai manusia, buruh

sebagai komoditas atau barang dagangan, akan terjadi secara resmi dan

diresmikan melalui sebuah undang-undang;

3. Pasal 158 ayat (1), (2), Pasal 170 UU Ketenagakerjaan telah bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : "segala warga negara bersarmaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan lidak ada kecualinya”, hal dimaksud bersifat diskriminatif
secara hukum, karena pasal-pasal tersebut membenarkan PHK dengan alasan
melakukan kesalahan berat yang masuk kualifikast tindak pidana, yang menurut Pasal
170 prosedumya tidak perlu mengikuti ketenluan Pasal 151 ayat (3) yaitu bisa tanpa
penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industral. Ketentuan ini
telah melanggar prinsip pembuklian terutama asas praduga fidak bersalah
{(presumption «: innocence} dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin di
dalam UUD 1945. Seharusnya bersalah tidaknya seseorang diputuskan iewat
pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang & quo
melegalisasi tindak pidana di luar pengadilan. Lebih jauh lagi kelentuan Pasal 159
vang menentukan bzhwa : "apabila pekerja/buruh tidak menerima PHK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkulan dapat
mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial®,
sehingga dengan demikian mengalihkan/mencampuradukkan wewenang peradilan
pidana ke peradilan perdata, yang seharusnya diéelesaikan melalui peradilan pidana; -

4, UU Ketenagakerjaan secara substansial juga bertentangan dengan standard
perburuhan intemasional (Konvensi dan Rekomendasi ILO), yang terlihat dalam

beberapa hal berikut :

a. Pengaturan tentang mogok kerja dalam Pasal 137 - 145 UU Ketenagakerjaan
bertentangan dengan Konvensi ILO tentang hak fundamental buruh yang
berkenaan dengan hak asasi atas kebebasan berserikat dan berorganisasi dan
untuk melakukan perundingan kolektif yang termaktub dalam Konvensi ILG No. 87
dan 98 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. ILO secara tegas menyatakan “hak

I
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mempekeriakan 50 ¢rang buruh atau lebih, yang berfungsi sebagat fonen komunikasi dan
konsultasi mengenai hal kelenagakerjaan & perassahaan yang bersangkutan, tidak periu
ditafsirkan meniadakan hak organisasi bursh/pekeria uniuk memperjuangkan hak dan
kepentingan buruhipekesia, karena penunjukan unsur buruhfpekerja yang akan duduk
datam forum tersebut difakukan secara demockralis, yang depat ditarik setiap saat jika
ternwata bukan kepentingan buruh yang diperahankan dalans forumn konsullasi dimakoud.
Giﬁ%b karenanya Mahkamah tidak melihal Pasal 106 tersebut bertentangan dengan UUD
1945,

Menimbang bahwa Mahkamah dapat menysldgal dalil para Pemochon bahwa
Pasal 158 undang-undang 8 quo berientangan dengan UUD 1845 khususnya Pasal 27
ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warganegara bersamazan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerntahian dan wallb menjuniung hukum dan gemerintaban itu
dengan tidak ada kecualinya, karena Pasal 158 mamber kewanangan pada pengusaha
uniuk melakukan PHK dengan alasan buruhipekerja telah melakukan kesalahan berat
tanpa due process of law melalid pulusan pengadilan yang independen dan imparsial,
meiiainizaf; cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang didukung oleh bukii-bukl
yanﬁj lidak perfu diull keabsahannya menuut hukum acara yang berlaku. Di fain pthak,
Pasal 160 meneniukan secara berbeda bahwa burub/oekerjs yang ditshan oleh pihak
yang berwsjibh karena didugs melskikan findsk pidana telapl bukan sias pengaduan
pengusana, diperigkukan sesuai dengan 8388 praduga tidak bersalah (presurmplion of
innovence} yang sampai bulan keenamt masih memperaieh sebagien dar hak-haknya
sebagal bumh.\daa apabila pengadilan menyalakan buruhipakerja yang bersangkuian
{idak bersalah, pengusaha walib mempekedakan kemball burubvpekerja tersebut. Hal
tergebut dipandang sebagal periskuan yang diskriminalif alau berbeda di dalam hitkurm
yang bertentangan dengan ULD 1845, dan ketentuan Pasat 1 ayat (3) yang menyatakan
bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingaa oleh karena iy Pasal 158 harus ‘
ginyatakan fidak mempunyal kKekuatan hukum mengikat;

Menimbang bshwa meskipun Pasal 159 menentukan, apabila burublpekerja
yarzg% telah di-PHYK karera melakukan Kkesalahan berat menurut Pasal 158, tdak
maﬁ?{ima pemutusan  hubungan  kerda, pekerjeburdh yang  bersangkulan dapat
mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan industrial, maka di samping
?(ete;;xtuan tersebut melahirkan beban pembukiian yeng tidak adil dan herat bagi
bumi}igekerja unbik membuitikas ketidaksalshannys, sebagal pihak yang sSecsra

}
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ekenomis lebih lemah yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang lebih
dibanding pengusahga, Pasal 159 tenmtang het lersebut jugs merdmbulkan kerancuan
berpikic dengan mencampuradukkan proses parkara pidana dengan proses perkara

perdata secars fidak pada tempainya, —

Menimbang bahwa syarat-svanat vang Jditeiapkan untuk pelaksanaan hak bunh
unitk mogok, baik syarat bahwa mogok dilakukan secara sah dan tertib dan damai
sebagai akibat gagalnya perundingan {Pasal 137), ajakan mogok lerhadap buruh sast
mogek kevia berlangsung dengan tidak meianggar hukum {Pasal 138} maupun syaral-
syarat administralif tentang jangks wakiu pemberilahuan dan lain-lain (Pasal 140 - 141},
yang oleh para Pemchon dipandang berisnlangan dengan slandard perburuhan
internasional (ILO), Mahkamah berpendapal, lidak terdapat k&tidaksesaaiangya dengan
standard perburchan intemasions! Hal tersebut disebabkan sejumiah pembatasan juga
dikenai dalam prakiek yvang diselujul 1LO, Seandainyapun bal ity benar berfeniangan
dengan standard LG -guod non- maka standard dan notma-nommne yang demikian
haruslah dilihat sebagal bagisn dari stendard dan norma yang beriaky di Indonesia
melali ukuran yang dikenal dalam UUD 91845, Hal flu disebabkon hak asasi tdak
dipandang sebagai sesuatu vang berlaku mullak. Pasal 28J ayal (27 UUD 1945
menatapkan behwa dalam meniaianhan hak dan kebebagannys, seliap orang waiib
unduk kepada pembatasan yang diletapkan dengan undang-undang dengan maksud
semala-mata untuk menjamin pengakuan seda penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan anduk reemenubi unkutan yang adi sesusi dengan gerlimbangan moral,
riitai-nitai agama, keamaﬁan dan kelertiban umum dalam suaty masvarakal demokialis; -

Menimbang bahwa walsupun demikian jika dikaitkan dengan sankst atas
pelanggaren terhadap Pasal 137 dan 138 sebagaimana termuat di datam Pasal 186 UU
Ketenagakerjaan yang juga lelah dJdiperimbangkan di atas, Mahkamab bempendapat
bahwa sanksi dalam Pasal 186 tersebiul fidak proporsional karena mereduksi hak mogok
yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oieh YUD 1945 dalan rangka kebabasan
menyatakar sikap {Pasal 28E ayat {2) dan ayat {3)] dan hak untuk mendapat imbalan
yang adil dan layak dalam hubungarn kerja [Pasal 28D ayat {2)]. Pelaksanaan hak mogok

yang melanggar persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 137 dan Pass!

138 ayat (1) UU Kelenagakariaan harus diatur secara proporsional;
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Monimbang bahwa kelentuan Pasal 76 UU Ketenagskerjaan yang membad
sy§m§u$ya:at iertentu hagi buruh perempuan yang bekera malam, merusel Mahkamsh
justiu memberi pedindungsn yang periu bagi buruh perempuan yang dipandang sesusi
dengan nilai-nilal yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, vang lidak harus ditihat dat
adanya bias gender yvang mengkaitkan perempuan sebagai fakior lama gencaitus
tinctakan asusila, melainkan dndzkan yang pedu cilakukan menurut nidal-niai yang disaut
datam masyarakal, hal tersebul sama sekall fidak relevan diksilkan dengan sikag dan

perdzkuan yang bersifat diskriminalif terhadap burubh perempusn; -

Meriimbang bahwa dalil para Pemschan yang menyatakan darni segi sistematika
dan prosedural lerdapat Rerancuan dif antama pasal-pasal UL Ketenagakesgaan,
Manhkamah berpendapat bahwa hal demikian merepakan tafsiran dari para Pemohon,
yang oleh Mahkarmah tidak dilihat secara prinsipil mengandung inkonsistensi satu dengan
- yang lain dan fidak bertentangan dengan UUD 1945, Meskipun oléh Pemahon diakut
bahwa undang-undang a quo memberi mandat kepada eksekulif unluk melaksanakan
undang-undang a guo melaiui 5 Undang-undang, 12 Peratutan Permerirtah, 5 Keputusan
Prqrsiden dan 30 Keputusan Menleri, yang dapal diartikan tidak lengkapnya undang-
undang dimaksud, keadaan tersebut tidak harus disimpulkan sebagai execulive heavy,
karena setiap peraluran dapat diuji keabsahannya terhadap aturan yang lebih tingqi.
Meskipun Ketetapan MPR Nomaor 1l Tahun 2000 secara expresis verbiss tidak menysbut
Keputusan Menied dalam tata urotan perundang-undangan Indonesia, akan teiapl Pasal
4 ayat {2) Tap MPR Nomor il Tahun 2000 tersebut dan praktik ketatanegaraan di
Indonesia, dalam rangka meiaksanakan tugas pemerintahan untuk menjalankan undang-
undang, Kepulusan Menteri yang mempunyai kekuatad hukum mengikat yang bersifat
umum telah diterima dan diakui keberadaannya. Walaupun Tag MPR Nomor I Tahun
2000 tersebut tidak beriaku lagi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10
Tal‘;un 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undanoan pada tanggal 22 Juni
2004, Pasal 56 UU g quo, menyatakan, "semua Keputusan Presiden, Keputusan Menter,
Keputusan Gubemur, Keputusan Bupst/Walikots, steu Keputusan Pejabat lainnya
sobagaimena dimaksud Pasal 54 yang sifalnya mengatur yang sudah ada sebelum
undang-undang ini berlaku harus dibaca peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan

usdang-undang ini";

Menimbang bahwa adanya dalil yang menyataken bahwa UU Ketenagakeraan
yang diundangkan tanggal 25 Maret 2003 berbeda dengan draft UU Kelenagakerjaan

oF
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yang disahkan oleh Sidang Paripuma DPR R tanggat 25 Februarn 2003, oleh Mahkamah
dinandang tidak dapat dibukbikan zecara sah oleh para Pemohon, sehingga harus
dikesampingkar;

Menimbang banws dengan uraian pedimbangan tersebul ¢i atas, Mahkamah
bempendapat bahwa permononan para Pemohon dapat dikabuikan untuk sebagian, yaitu
sebagaimana akan disehut dalam amar pulusan di bawah ini, dan akan menolak
permohonan para Pemohon yang setebihnys, karena dipandang tdak cukun beralasan; —

Memperhatikan Pasal 56 ayat {2), aya! (3} dan avat {8} Undang-undang Nomor
24 Tahwun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi;

MENGADILI:

Méngahuikan permohonan para Pernohon untuk sebagian;

Menyatakan  Undang.undang Nomor 13 Tahun 2003 tentanyg

Ketenagakerjaan:
+ Pasal 158;
= Pasal 159;

»  Pasal 160 ayat (1] sepanjang mengenal anzk kalimat *. ... bukan ates pengaduan

penggusaha LY
+ Pasal 170 sepanijang mengenai anek kalimat ©, .. kecugli Pasal 188 avai {1), .7
+ Pasai 174 gepanjang menvangkut anak Kalimat “.... Pasal 158 ayat {1).. ) ;-vmmeme-
» Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat *.... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat

{1)...";
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun
8485, -

Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat {1) sepanjang mengenai
anak kalimat “... bukan atas pengaduan pengusaha ...”; Pasal 170 sepanjang
mengenai anak kalimat ".... kecuali Pasal 158 ayat {1) ...”; Pasal 171 sepanjang
menyangkut anak kalimat ~.... Pasal 158 ayaf (1) ..."; dan Pasal 186 sepanjang
mengenal anak kKalimat “.... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat {1} ...” Undang-undang
Noemor 13 Tahur 2003 tentang Katenagakeriaan tersebut tidak mampunyai kekuatan
hukum mengikat;

f
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Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebul di atas

tentang pokok perkara dalam Sidang Pleno Rapal Permusyawaratan Hakim Konstitusi,

telah mengambil putusan terhadap permohonan para Pemohon a guo dengan 2 (dua)

orang Hakim Konstitusi mengajukan pendapat berbeda;

PENDAPAT BEERBEDA (DISSENTING OPINION).

Hakim Konstitusi : Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan

1.

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

Sesungguhnya, setelah perubahan UUD 1945 (1999-2002), Konstitusi NKRI benar-
benar merupakan konstitusi yang berbasiskan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui 10
(sepuluh} pasal HAM yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J,
sehingga lebih memperkokch paradigma bernegara, sebagaimana dikehendaki oleh
Pembukaan UUD 1945; :

Akan tetapi, sungguh disesalkan bahwa pembaharuan undang-undang di bidang
ketenagakerjaan melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 lentang
Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) justru kurang ramah
kemanusiaan dan kurang memberi pengayoman (proteksi), khususnya terhadap
buruh/tenaga kerja, seperti ditunjukkan oleh berbagai kebijakan yang tercantum dalam

undang-undang a guo, antara lain;

« Kebijakan "outsourcing” yang tercantum daiam Pasal 64 — 66 UU Ketenagakerjz;aa'r;
telah mengganggu ketenangan kera bagi buruhlpekerja yang sewaktu-wakt:u,
dapat terancam pemutusan hubungan kerjé (PHK) dan men-downgradfng—ﬁlsfﬁ'_
mereka sekedar sebagai sebuah komoditas, sehingga berwatak kurang protektif
terhadap buruh/pekerja. Artinya, UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan
paradigma proteksi kemanusiaan yang tercantuin dalam Pembukaan UUD 1945
dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

» Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasa! 120, Pasal 121, dan Pasal 106
UU Ketenagakerjaan yang intinya memperberat persyaratan untuk merundingkan
Perjanjian Kerja Barsama (PKB) bagi serikat buruh/serikat pekerja, me}upakan
kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk memperjuangkan

. -
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hak-haknya dan mereduksi hakikat kebebasan berserikat/berorganisasi bagi

buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945;

» Kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang cenderung
mereduksi makna mogok kerja sebagai hak dasar buruhf/pekerja seperli yang
tercantum dalam Pasal 137 sampai 140 UU Kelenagakerjaan. Sebagai contoh
ketentuan tentang kewajiban pemberitahuan secara tertulis bagi buruh/pekerja dan
serikat buruh/pekerja dalam tenggang wakiu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) har
kerfja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pada hakikatnya merupakan

pengekangan hak dasar universal perjuangan buruh/pekerja dan serikat buruh/

serikat pekerja (vide Pasal 140 UU Ketenagakefjaan);

3. Selain hal-hal yang bersifat substansial seperii tersebut di atas (uji materiil UU
Kelenagakerjaan), kiranya dari sudut pengujian formil perlu dipertimbangkan
kemungkinan untuk dikabulkan. UUD 1945 memang tidak memuat secara rinci
prosedur {tata cara) pembentukan sebuah undang-undang, karena akan diatur lebih
lanjut dengan undang-undang (vide Pasal 22A UUD 19845). Undang-undang yang
dimaksud adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang baru diundangkan pada langgal 22 Juni 2004
{Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sehingga belum dapat dijadikan dasar
hukum prosedur pembentukan UU Ketenagakerjaan yang diundangkan pada tahun
2003. Tetapi seyogyanya untuk menilai apakah prosedur pembentukan UU
Ketenegakerjaan sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, perlu menyimak
berbagai kelentuan peraturan perundang-undangan yang ada pada waktu itu, seperti
ketentuan dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB, Sth.1847:
23}, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD
yang lahir atas perintah UUD 1945 yang kemudian juga memerintahkan pengaturan
lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR (yang memuat ketentuan tentang
naskéh akademik), dan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 jo Keputusan
Presiden Nomor 44 Tahun 1989. Selain itu, juga harus memperhalikan asas-asas
umum peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas tujuan 'yang jelas, asas
lembaga yang tepat, asas perlunya pengaluran, dan asas dapatl dilaksanakan, yang
ternyata kemudian asas-asas tersebut diadopsi oleh Undang-undang Nomor 10
Tahun 2004 dan bahkan ditambah antara lain dengan asas keadilan dan pengayoman
(vide Pasal 5 dan Pasal 6); ' —

t
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4, Berdasarkan usaian lersebut di atas, mska seharusnya yang diksbulkan dar
permohonan a quo tebih banyak dad pada sekedar yang disebutken dalam amar

pulusarn Mahkarmah;

Demikianiah diputuskan dalem Rapal Pleno Permusyawaratan Haidm Konstitusi
pada hari Selasa, tanggst 28 Oktober 2004, dan diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah FKonstitusi yang {erbuka  untuk umusm pada hari ini, Kemis tanggat 28
Oktober 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimily Asshiddigie, 8.4 selaku Ketua merangkap
angpota dan didamping oleh Prof, Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. HAH
Natabaya, S.H,, LLM., Prol H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M5, H. Achmad
Roastardi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., | Dewa Geds Palguna, S.H., M.H,
Maruarar Sishasn, 8.H., Scedarsono, S.H.  masing-masing sebagal Anggola dan
dibarde oleh Triyono Edy Budhiarte, 8.H. sebagai Panilerg Pengganti, dengan dihadiri
pleh Para Pemohor/ Kuasanya, haserta wakil dert Pemerintah; S

Ketua,

td
Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, 5.H.

Angaota-angoota,

it Hd
Prof. Dr. H. M. Laics Marzuki, 8.H. Prof. H.A.5. Natabays, S.H., LLM,
td fid
Prof. H.A. Mukthie Fadjar, 5.H.,M8. H. Achimad Roestandi, 8.H.
td . tid
Dr. Harjono, &.H., MCL. i Dewa Gede Palguna, 8.H., . M.H.

'

H
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Ttd ttd

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

Panitera Pengganti,

ita

Triyono E dhiarto, S.H.

(N2
> <
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PERFANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA
PTTASPEN (PERSERO)
DENGAN
SERIKAT KARYAWAN TASPEN

NOMOR : JAN- 16/DIR2006
NOMOR : 18/S8EKATAN006

MUKADIMAH

Dalam Negara Pancasila, hubungan antara Pengusaha dengan Pekeria harus memunjokkan
realitas hubungan industrial, yang pada intinye menjamin keserasian dan keselarssan
hubungen antara Pengusahs dan Pekerja dengan  kelangsungan pembangunan. Dalam
membina, memelihara, dan menjamin kemantapan hubungan indostrial dalam arti luas di
dalam perusahsan didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undasg-undang
Nomor 13 Tahun 2003,

PT TASPEN (PERSERO) sebagai pemsahaan milik negara, yang di daiamnya
mempekerjakan sejumlah karyawan, secara langsung atas tidak langsusg di dalam
pelaksancan  kegiatanr perusahoan teradi saling hubungan antara karyawan dengan
perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut dan dalam kedudukannya sebagai
pecusahaan milik negars, PT TASPEN (PERSERO), secara moral berkewajiban menuniukan
rezlitas hubungan indusinial yang diharapkan, ' ;

Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) dalam fungsinya sebagai mediator antara kepentingan
karyawgn dan perusahaan, yang keberadaannys telah didaflarkan ke Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesis, maka dengan didorong ofeh itiked baik serta
memperhatikan fujusn akhic yang hendak dicapai dari hubungan industrial, dan sehubungan
_meningkatnya kesadaran atas hak dan kewajiban kasyawan dan perusahsan untuk
mewujudkan kesejahterann melalui pelaksanaan kegiatan perusahaan, perdu menata dengan
haik hubungan industrial di fingkungan intemal PT TASPEN (PERSERO) yang barmonis
dan dipamis agar tercipia sinergi yang mengarah kepadaz peningkatan kesadaran untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi pengembangan perusshaan yang selanjutnya
diwnjudkan melalut Perjaniian Kena Bersama (PKB} berdasarkan proses musyawarah dan
mufakat,

Pembinaan hubungan industrial dalam setiap aspek pelaksanaan kegiatan perusabaan antara
perusahaan dengan keryawan vang ferurai secara rinel di dalam Perjasjian Kerja Bersama,
akan diwujudkan berdasarkan prissip-prinsip yang saling menghormati dan menghargai

o TE-E
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kebersamann yang saling m&ﬁguntzmgkan

Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama ini, diharapkan akan tercipta kemitraan bersifat
kekeluargaan dan gotong royong, keseimbangan perwujudan antara hak dan kewajiban
perusahaan dan karyawan di dalam konteks pelaksanaan kegiatan perusahaan, serta adanya
peluang yang kondusif uotuk meningkatkan berbagal hal yang diperlukan berkaitan dengan -
pelaksanaan kegiatan perusahaan baik di pihak karyawan maupun di pthak perusahaan denu
terwujudnya kesejahteraan di dalam suasana yang berkeadilan,

Menyadari hal-hal sebagaimana diungkapkan di atas, maka Direksi yang mengataspamakan
perusaghaan dan Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) yang mengatasnamakan karyawan,
dengan kesungguhan dan inkad baik, sepakat untuk mengadakan Perjaniian Kerja Bersama
(PKB) dengan harapan berbagai hal yang diatur di dalamnya dapat dilaksanakan dengan
sehaik-baiknya untuk kepentingan bersama antara karyawan dan perusahaan,

Pada hariini, seodn  tapggal tiga belas , bulaa November , tahun dua ribu enam
(13- 11 2006), di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini : ~

I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO} PT DANA TABUNGAN DAN
ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (PERSERQ), yang
didickan dengan Akts Nomor : 4 tanggal 4 Januari 1982, dibuat dihadapan
Ny. Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan di
Pengadilan Negeri jekarta Pusat Nomor © 547 tangpal 4 Februan 1983, yang telah
mengalemi beberapa kall perubahan terakhir dengan Akta Nomor :@ 53 tanggal
17 Maret 1998, dibuat dikadepan Ny. Imas Fatimah, Sagjana Hukum, Notaris di Jakarta,
dan telah diperbaiki dengan Akta Nomor : 10 tanggal 2 Juli 1998 yang dibuat
difiadapan Zuikifli Harahap, Sariana Hukum, Penggants dani Ny, Imas Fatimah, Sanjana
Huakum, Notaris di Jakarts dan telsh diumumbkan dalam Benta Negara Republik
Indonesia Nomor : 31 tangeal 16 Aprl 1999, Tambahap Berita Negams Republik
indonesia Nomor : 2207 tanggal 16 April 1999, yang berkedudukan di Jakarta,
berkentor di N1 Letiend. Suprspto Cempakz Putih Jakarta Pusai, dalem perbuatan
hukum ind diwakili secara safi oleh ACHMAD SUBIANTO, yang bertindak dalam
jabatannya selsku Direltur Utama PT TASPEN (PERSERQ), selanjutaya dalarn
Perianjian ini disebut PERUSAHAAN;

II. SERIKAT KARYAWAN PERUSAHAAN FPERSEROAN (PERSERQO)
PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI yang selanjutnya
dissbut SERIKAT KARYAWAN TASPEN stau disingkat SEKATA, yang didinikan
pada tanggal 28 September 1998, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Republik Indonesia Nomor @ Kep-43 1/M/BW/2000 tentang Pendaftaran Serikat
Karyawan Taspen (SEKATA) tanggal 14 Juli 2000, berkedudukan di Jakarts
N Letien. Suprapto Cempaka Putih Jakarts Pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili
secara sah oleh DODI SUSANTO, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat
Karyawan Taspen (SEKATA), selanjutnya dalam Pegavjian inf disebut SEKATA,

PERUSAHAAN dan SEKATA sepakat bzhwa yang menjadi dasar hulum pembuatan
Pegjanjisn Kerja Bersama ini adalah
b 2 /{%—
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1. Undang-undang Nemor i8 tahun 1956 tentang Perschyuan Konvens: L0 mengenay
berlakunya dasar-dasar dan hak untuk berorganisasi dan untuic berunding bersama;

2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Senkat Pekega;
3. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Miilk Negarg;
4.  Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Undang-undang Nomor 2 tshun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
[ndustrial.

Berdasarkan Persturan Perundang-undangan tersebut di atas PERUSAHAAN dan SEKATA
sepakat untuk mengikatkan diri dalam Peganjian Keja Bersama, sebagai berikut :

BAB 1
UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Perianjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan ;

1. Perjasjian Kerja Bersama (PKB) adalab peganjian  vang mﬁmpakan hasil
perundingan antara ‘Serikat Karyswan Taspen (SEKATA) dengan PT TASPEN
{PERSERO) yang memuat syarat-syarat kexja, hak dan kewajiban kedua belah pibzk;

2. PERUSAHAAN sgdalzh Perusahaan Perseroan (PERSERQ) PT Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Neged vang didisikan dengen Akta Notaris Imas Fatimah, Sarjana
Hukum, Nomor : 4 tanggal 4 Januari 1982 dan telah didaflarkan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor © 547 tanggsi 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kafi
perubzhan terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, Sarjane Hukum Nomor : 53
tanggal 17 Maret 1998 dan teish diperbatki dengan Akia Notans Nomor : 10 tanggal
2 Juli 1998 yang telah dibuat oleh Zulkifli Farahap, Safans Hukum, Pengganti dari Imas
Fatimah, Sarjana Hukum, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor :© 31 tanggal 16 April 1999, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor : 2207 tanggal 16 April 1999, yang berkedudukan di Jakarta, berkantor di
31 Letiend. Suprapto Cempaka Putth Jakarta Pusat;

3. Serikat Karvawan Taspen {SEKATA) adaiah orpanisasi serikat karyawan
PT TASPEN (PERSERQ) yang didirikan pada tanggal 28 Sepiember 1998,
berkedudukan di Jakarta, JI. Letien. Suprapto Cempaka Putih Jakarta, yang disahkan
dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kega Republik Indosesia Nomor
Kep-43 1/M/BW/2000 tentang Pendaftaran Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) tanggal

14 Juli 2000, u{{/& ?z:n g
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4. Direksi adalah seluruh Anggota Direksi selaka pengurus PERUSAHAAN;

5. Demosi adalsh penurunan tingkat golongan dan/atau jabatan yang dapat diikuti dengan
pembebasan jabatan karena melakukan pelanggaran disiplin yang mengakibatkan
tanggungjawab dan penghasilan berkurang; ‘

6. Pormasi adalah jumlah posisi yang diperlukan pada tiap unit organisasi berdasarkan
kebutuhan dan pectimbangan strategt PERUSAHAAN vang menggambarkan golongan,
grea karir, jalur kadr, dan jeniang karir;

7. Jasa Produksi sdalzh imbalan jssa yang diberikan kepada calon kwyawmﬂkazyaw&:‘z
atas perolehan laba PERUSAHAAN,

8. Golongan Awal adalah golongan yaog didudukd ofeh kasyawan setelah diangkat menjadi
calon karyawarn;

9. Jabatan Fungsional sdalsh jabatan yang diberikan kepada karyawan yang bekerja
berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dipersyaratkan schingga mampu
melakukan tugas sesual dengan fungsinya defam PERUSAHAAN,;

16. Hukuman disiplin  adalah hukumen yang dijatulkan kepada karyawan karena
melanggar peraturan disiplin karyawan;

11. Karir adaiah pengembangan/peningkstan karyawan dalam jabatan dan/atauy golongan
vang dapat dicapat selema masa kerjs di PERUSAHAAN;

12, Karyawan adalah pelaksana staf dan paj-abat struktural/fangstonal yang telah memenuhi
syarat-syarat vang ditentukan oleh peraturan yang berlaku dan dianpkat oleh Direksi
serta diserahl tugas dalam suaty pekerjaan/iabatan; .

13, Karyawan Dipekerjakan adalah Karyawan vang dipekerjakan di perusabasn/instansi
lain atau sebaliknya, dibertkan imbalan jasa dan pembinaan kariemya dilakukan oleh
PERUSAHAAN/instanst asal, tunduk padz peraturan yvang berdaku di lingkungan
instansi dimana yang bersangkutan dipekerjakarn;

14. Karyawan Diperbantukan adalah Karyawan yang diperbantukan ke perusahan/instanst
lain atau sebaliknya, diberikan imbalan jasa dan tunduk pada peraturan
PERUSAHAAN/instansi dimana yang Dbersangkutan  diperbaniukan, sedangkan
pembinaan karirnya tetap dilalukan oleh instansi asal;

i5. Kelvarga adafah Suami/Istti yang terikat secars sali dan amak-anak yanp ssh atau
disahkan menurut ukum dari Karyawan dan terdaftar pada PERUSAHAAN; : "
y Ao
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16.

17.

{8,

Kenmukan GOIONgAs KEZUET HUSlal KOUAIRALL BUSAEGT Bajl yaul URAIAGL Aspaus
karyawan pelaksana vang tclah menduduki golongan gaji yang sama sekurang-
kurangnya 8 {delapan) tahun;

Kompetensi adalah kombinasi dari ketcampilan, pengetahuan, sikap dan perifaku {skill,
knowledge, attitude, and behavior) yeng dimiliki karyawan ager dapat melaksanakan
tugas dan peran pada posisi yang didudukd secara produktif dan professional;

Masa Persiapan Pensiun {MPP) adalah suatu jangka waktu vang diberikan kepada

. Karyawan untuk tidak masuk bekerje dalam rangka mempersispkan dan menghadapi

i9.

20.

2L

22,

24.

25.

26,

masa pensiun;

Meninggal Dunia adalah kematian yang disebabkan bukan karena dalam atau ada
hubungannya dengan pelaksanaan tugas,

Mutasi adalah kegiatan PERUSAHAAN untuk memindabkan karyawan dari suatu
pekerjasn ke pekerjasn laimtys yang disnggap setingkat atau sejzjar dengan tujuan untuk -
menempatkan orang yvang tepat pada tempat vang tepat; |

Penilnian Kinerja adalah penilaian terhadap prestasi kerjs karyawan;

Pengembangan Karir adalah upaya PERUSAHAAN memberikan keseryatan kepada
karyawan untuk mengembangkan kompetensi dun meniti karienya dalam rangke
mendukung pepcapatan tujuan PERUSAHAAN;

Pengembangan SDM adalah suaty proses untuk - meningkatkan penpetahuan,
ketrampilan dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatthan dan
pengembangan kaar,

Penghargaan adalah suatu beotuk wnpkapan terima kasth dari PERUSAHAAN yang
dibenikan kepada XKaryawan Tetap yang rmenyumbangkan baktinyz kepada
PERUSAHAAN,; .

Penghasilan atau Take Home Pay {THP) adalah penerimaan bulgnan yang terdin dari
Gaji Dasar ditambah dengan tunjangan-tunjangan;

Penyesuaian Ijazah adalah pengakuan terhadap ijazah yang lebik tinggi dani ijazah yang

dimiliki oleh karvawan dan diakui oleh PERUSAHAAN yang menjadi dasar penetapan
golongan gaji pada saat pengangkatan pertama sebagai karvawan PT TASPEN (Persero);

P

4
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28.

29,
30.
31.
32.
33.
34,
35,

36

37.

38.

39.

tanggung jawabr{ya lebih besar dan hirarkhi jabatannya lebih tingg serta penghasilannya.-
meningkat;

Rekruitasi adalzgh proses mencan, menemukan, dan mesenima pelamar vang
mempunyai kemampuan untuk dipekerjakan dalam PERUSAHAAN schingga diperoleh
jumiah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang memada;

Satuan Kenaikan Gaji (S8KG) adalah selisih antara nilai gaji dasar baru dengan gaji
dasar sebelumnya pada golongan gaji dasar yang sama;

Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanskan
rekruitasi;

Tewas adaleh kejadian meninggal dunia yang dislami karyawan pada saat melaksanakan
tugas PERUSAHAAN;

Tunjangao Produkiivitas zdalzh mnjangan yang diberikan sesuai dengah tugas, fungsi,
dan tanggungiawab karvawan,

Tunjangan Kemahalan Umum adalzh tunjangan yang diberikan antuk meningkatkas
kemampuan daya beli dalam memenohi kebutuhan pokok kacyawan karena laju inflasi;

Tunjangan Perusabaan adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan untuk
memativasi dalam pelaksanaan wgas, fingsi dan tanggungjawabnys;

Tunjangan Kemahslan Dacrah zdalsh tunjangan yang diberikan karyawan sebagai
bantuan terhadap tingkat kemahalan bidup didaerah tertentu;

Tunjaogan Prestasi adalah tambahan imbalan jasa yang dibayarkan kepada Karyawan
berdasarkan atas hasif penilaian kinerja karyawan yang dikaitkan demgan nilai kinerja
unit kerja yang bersangkutan;

Funtutan Ganti Rugi adalab tusttan PERUSAHAAN kepada karyawan vang

melakukan pelanggaran peraturan dan mengakibatkan kerugian PERUSAHAAN untok
mengganti kerugian tersebut;

Uang Duka Wafat (UDW) adalszh sejumlah vang vang dibayarkan kepada karyawan
dan atau kehuarganys yang meningeal dunia;

Waktu Kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN uutuk melaksanakan
tugas dinas;

u{ﬁf}*‘g
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istirahat diantara waktu kerja;

41. Dispensasi adalah ijin yang diberikan kepada Karyawan untuk mepinggalkan tugas
dalam waku kega;

42, Karyawan Tetap adalah meliputi seluruh karyawan baik pelaksana ataupun pejabat
yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan yang berlaky;

43. Calon Karyawan adalah karyawar vang masih dalam masa percobaan dan belum
diangkat oleh PERUSAHAAN menjadi karyawan tetap.

Pasal 2
Buang Lingkup Perjanjian

{1) Perjanjian Kers Bersama ini terbatas dan hanya beraku untuk hai-hal yang diatur
dalamm pasal-pasal Perjanjfian Kerja Bersams, dengan pengertian akan tetap
mengindahkan hak-hak kedua belsh pihak’ sesuai dengan ketentuan peratufan
perundang-undangan yang beraku,

(2) Perianjian Kena Bersama ini bersifat mtern PERUSAHAAN dan seloruh karyawan
- yang mempunyal hobungan kerja denpan PERUSAHAAN, sebagaimana yang diatur
dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. '

{3) PERUSAHAAW dan SEKATA mengskui bahwa Perjaniian Kerja Bersama ini
merapakan pedoman dan peraturan induk mengenat hak dan kewajiban bagi karyawan
dan PERUSAHAAN.

{4) Selama jangka waktu berlakunya Penjanjian Kerja Bersama ini, baik PERUSAHAAN
maupun SEKATA tidak akan berusdba mengganti, merubah stau membatelkan salah
satu Pasal ataw avat yang manapun kecuali oleh karena pelaksanzan Undang-undang
dan Peraturan Pemerintal, juga tidak akan digjukan suatu permintaan atay tuntutan oleh
salzh satu pihak dalam PEB ini vang berbubungan dengan syarst.syarat kerja karyawan
yang dicakup oleh PKB ini, kecuali jika disepakati oleh kedua belah pihak.

(8} Peganjian Kega Bersama ini berlsku bagi PERUSAHAAN, SEKATA, dan karvawan
PT TASPEN (PERSERQ) diseluruh Indonesia.
Pasal 3
Tujuan Perjanjian Kerja Bersama (FRKB)
Tujuan PKB ini adalah ;
1. Memberikan kepastran hukum bagt PERUSAHAAN dan karyawan di dalam hubungan

industrial yang menjabarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara proporsional
dan seimbang;

YA F
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dapat tercipta imbung&n yang saimg menguntungkan.

Pasal 4
Hubungan SEKATA dengan PERUSAHAAN

(1) SEKATA adafeh mitra PERUSAHAAN dalam melaksanakan hubungan industaial di
PERUSAHAAN yang bersifai kekeluargasn dan gotong royong.

{2) Untuk menunjang tekat tersebul, maka PERUSAHAAN dan SEKATA gkan

melaksanakan :
d. Pembentukan dan penyempumaan sarana-sarana hubungan industrial;
b. Pertemuan-pertemuan secars feratur sedikimya 4 (empat) bulan sekal,

BAB I
PENGAKUAN, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5
Pengakuan

(1) PERUSAHAAN mengakui batiwz SEKATA merupakan organisasi karyawan yang
- mewakili anggotanya vang mempunyai hubungan kerja dengan PERUSAHAAN.

(2) SEKATA mengakui bahwa PERUSAHAAN mempunyal hak penuh untuk mengelola
sesual dengan kebiiakan PERUSAHAAN yang telah ada maupun yang akan dituangkan
dalam Peraturan PERUSAHAAN sepanjang tidak bertentangan deogan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku serta kefentuan-ketentuan dalam PEB ini .

Pasal &
Kewajiban PERUSAHAAN dan SEKATA

(1} PERUSAHAAN dan SEKATA wapb melaksanakan Peranjian ini deﬁgan sebaik-
baiknya.

(2) PHRUSAHAAN dan SEKATA wajib uatuk memberitahukan isi Pedanjian Kerja
Bersama ind kepada seluruh kayawan.

(3) PERUSAHAAN dan SEKATA waiib mengusahskan agar ketentuan dalam Perjanjian
ini dipatuhi oleh kedua belah pihak.

{4) PERUSAHAAN dan SEKATA wajib sgling menghormati dan tidak mencampuri
urusan internal masing-masing pihak, sepanjang tidak berkaitan dengan st Pedanjian
Kerja Bersama ini.

(5} SEKATA membeditahukan secara ftertulis kepada PERUSAHAAN bila terjadi
penggantian pengurus.

(6} SEKATA wajib membuat Rencana Kerja setiap tahun, 1

y A s b
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Pasal 7
Hak PERUSAHAAN dan SEKATA

{1} PERUSAHAAN berhak :

a.  Membusat keputusan strategis uniuk kepentingan kemajuan PERUSAHAAN;

b. Menyusun anggaran PERUSAHAAN,;

¢. Mengangkat, mempromosikan, dan memutasikan karyawan;

d. Mengelola karyawan yang - sepenuhnya merupekan tanggung  jawab
PERUSAHAAN sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

¢.  Memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar larangan sebagzimana
diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama melalui mekanisme sebagaimana distur
Keputusan Direksi; ' ,

f Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berpmsi:asx

(2) SEKATA berhak

a. Mewakil, membela, dan melinduagi anggntanya,

b. Mengatur organisasi dan  anggotanya sepanjang fidak berlentangan dengan -
Peraturan Perundasg.-undangan yang bedaku;

c. - Membentuk lembaga atan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha
peningkatan kesejehteraan karyawant;,

d. . Menjadi anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan PERU&A&&AN urntuk
mewakill karyawan;

e. Melakukan kegiatan lainnya di bidang keteaagaket;aan yang tldak bertwtangan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakuy;

£ Mengajukan keberatan atas tméakan PERUSAHAAN yang i}ertentangan dengaa
- Perjanjian ini;

g Mengikuti pembabasan Rencans Kega dan Auggazm Peruszhaan {(RKAP) dan
memberi masukan atas kebijakan yang berkaitan dengan kescishteraan karvawan
sarta Sidang Jabatan,

BARB D1
JAMINAN DAN FASILITAS

Pasal §
Jaminan dan Fasilitas

(1) PERUSAHAAN dapat memberikan kesempatan kepads Pengurus dan/atau Anggota
SEKATA untuk menjalankan kegiatan SEKATA

(2) Karyawan yang dipilih oleh SEKATA atau ditunjuk oleh pengurus menjadi wakil
SEKATA tidak akan mendapat perlakuan diskriminatif atan tekanan langsung maupun
tidak langsung dari PERUSAHAAN/atasan karena fungsinya.

{3) PERUSAHAAN dapat membeitkan informasi kepada SEKATA terhadap hal-hal vang
barkaitan dengan perkembangan dan permasafahan PERUSAHAAN.

(4) PERUSAHAAN dapat menyedizkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan
SEKATA dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinys.

L\{:f*‘ S
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Pengurus dan atau Anggota SEKATA dalam menjalankan tugas organisasi yang ada
kaitannya dengan PERUSAHAAN.

PERUSAHAAN dapat memberikan bantuan dana untuk keperluan operasional
SEKATA yang akan dianggarkan secara ruiin setiap tahunnya.

Pasal 9
Keteotuan Penyelenggaraan Kegiatan

Pengurus dan/atau anggota SEKATA dapat melakukan suatu kegiatan di dalam/di luar
jam kerja baik untuk kegiatan intern mavpun ekstern dengain memberitahukan. secara
tertulis kepada PERUSAHAAN.

PERUSAHAAN dapat memberi dispensasifijin meninggalkan tugas ‘R“epada Pengurus
dan/atau anggotz SEKATA yang ditunjuke untuk melakukan kegiatan SEKATA seijin
atasannya.

Pasal 10 ‘
Frosedur Pengomputan Iuran Keanggotaan SEKATA

SEKATA memberikan kuesa kepada PERUSAHAAN uptuk melalakan pemotongan
gajl karyawan anggota SEKATA sebagai iuran keanggotaan SEKATA setiap bulan,

(2} Besamya iuran ditetapkan sesuai deagan Keputugan Musyawarah Nasional SEKATA.

BABIV

STATUS DAN PENERIMAAN KARYAWAN
Pagai 11
Statas Karvawan

Status karyawan terdiri dasi :
a. Calon Karyawan;
b Karyawan Tetap,

Pasal 12

(N

@

Penerimaan Karyawan

Penerimaan karyawan dilsksanakan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan
PERUSAHAAN yang tertuang dalam rencana ketja PERUSAHAAN.

Penerimaan karyawan merupakan hak dari PERUSAHAAN dan dilakukan sesyai
dengan aturan dan ketentuan yang berlgku serts sesuai dengan prinsip-pringipy Good
Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi, Independensi, Akuntabilitas,
Kewajaran, Pertanggungjawaban. ¢ e e
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pekerjaan vang tepat dengan memperhazikan tujuan ;:a«emngkatan efikiifitas dan
produktifitas tenaga kena.

" {4y Prosedur, syarat dan ketentuan lain tentang penerimaan karyawan ditetapkan dengan
Keputusan Direksi.
Pasal 13
Pengangkatan

(1) Calon Karyawan harus menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya & (enam) tmian
dan paling lama 1 (satu) tahun untuk menjadi Karyawan Tetap.

(2) Apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN
dan telah menjalani masa percobaan, Calon Karyawan dapat diangkat menjadi

Karyawan Tetap.
{33 Prosedurs, syarat dan ketentuan lain tentang pengangkatan karyawan d;tetagican dengan
Keputusan Dircksi.
i Fazal 14

Mutasi
(1) Mutasi kenja dapat dilaksanakan baik dalam Unit Kenja ataupun antar Unit Kerja.

{2} Mutasi tidek mengakibatban penurunan golongan davn/gtau penurupan penerimaan
imbslan/penghasilan.

{3} Apabila seorang karyawan akan dimutastkan, maka Surst Keputusan teleh diterbitkan
sekurang-kurang 1 {satu) bulan sebelum tanggal definitif

{4}y Lamanya ponempatan karyawan pejabat di Kantor Cabang diatur dalam Keputusan
Direkst.

Pasal 15
Promosi

(1) Seorang karyawan berhak mendapatkan promosi apabiiz ada formest pada tingkat yang
febih tinggi.

(2} Promosi dilaksanskan secars adil, dengan mempertimbangkan unsur-unsur kompetensi
dan prestasi kerja.

(3) Apabila formasi jabatan tersebut diisi oleh kayawan yang kompetenst individunya
dibawah kompetensi jabatan, PERUSAHAAN berkewsjiban memberikan pendidikan
dan pelatihan agar karyawan dapat memenuhi Kompetensi jabatan.

{4) Apabila seorang karyawan akan dipromosikan, maka Surat Keputusan telah diterbitkan
sekurang-kurang 1 {satu} bulan sebehim tanggal definitif. _ﬂg %
u{ 7&, Y e
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Pasai 16
Demost

1 (1) PERUSAHAAN dapat melakukan demosi apabila karyawan melakukan pelanggaran
. peraturan disiplin karyawan.

{2) Setiap pelaksanaan demosi harus dilakuken melalui mekanisme sidang jabatan yang
dihadiri oleh Penguous SEKATA.

BABY
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17
Kewajiban

(1) Kewgjiban Pokok :
Setiap karyawan wajib

.4 Setia dan taat sepenuhnya kepada Negars dan Pemenntah Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b.. Mempechatikan dan melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dan
- Peraturan Perusshaan baik vang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun
yang berlaka secara umum;

¢ Mentaati sumpahfanji karyawas dan sumpah/jenji jabatan sesual peraturan yang
beriaky;

d. Mettyimpan rahasia perusahaan dan atau rabasia jabatan dengan sebaik-baikaya,

¢. Memberikan keteladanan, berstkap tegas, adil, bijaksana dan memberikan motivasi
terhadap bawahannya;

f. Memelihars dan meningkatkan keutuhan, kekompakan dan persatuan serta kesatuan
karyawan PT TASPEN (PERSERQG);

g DBekeria denpan jujur, tertib, cermmat, dan bersemangat untuk kepentingan
PERIISAHAAN;

h. Menciptakan dsn memelihara svasana dan lingkungan kerja dengan baik;

. Mengenakan pakaian keria sesuat ketentuan yang berlaky;

j- Mentasati ketentuan waktu kerjz;

k. Mengisi daftar hadir pada waktu datang dan pulang setiap hari kerja serta pada
kegiatan-kegiatan yang diselenggamkan oleh PERUSAHAAN;

e ]

\Q FLRRTN.
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terlambat baik pada waktu datang maupoe setelah waktu istiranat,
m. Mengikuti upacara bendera yang diselenggarakan oleh PERUSAHAAN,;
n. Mengiauti ceramah sgama vang diselengparakan olck PERUSAHAAN,

o. Mengikuti senam keseparan jasmant yang diselenggarakan oleh PERUSAHAAN;
p. Mengikuti kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan resmi PERUSAHAAN;

. Melapoarkan setiap terjadi mutasi data pribadi atau data keluarga kepada unit kerja
yang membidangi sumber daya manusis,

r. Segera melaporkan kepada atasannya apabila mezzgetahm ada hal yang
memizahayakan atau merugikan PERUSAHAAN:

s. Melaksanakan perpindahan ketempat tugas bary sesua ke;mmsan pejabat yang
berwewenang;

t. Melgksanzkan fugas kedinasan dengau sebaik-baikaya dengan penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab;

u. Membenkan pelayanan dengan sebaik-baiknya sesuai éengan buiazig tugas masing-
masing;

v. Menggunakan dan mewclihara sarana dan prasarana mziﬁc: }’ERUSAHA&N ‘dengan
efesien dan efektif, ]

w. Menempatkan kendaraan pada tempat vang telah éitcftmkan;

%. Mengganti kerugian kepada PERUSAHAAN scbagaa akibat yang @mbul dari
perbuatannya;

Kewgjiban lzin :

a. Karvawan yang tidak masuk kerja bukan karena cufi, wajib menyampaikan berits

benkutnya,

b. Karyawan yang tidak masuk kesja wajid mmyamgi
diketahui atasannys yang selanjutnys dlscmﬁ,
membidangi sumber daya manusia; o

c. Karyawan yang akan membawa barang-barang: iivént:
kantor harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat W§ i

d. Karyawan yang melaksanaken tugas ke fuar  wektu kega harus
dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT};‘-

rendahnya oleh atasan langsung;
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f Karyawan yang dilantik atau melakukan Serah Terima Jabatan wapb didampingy
istri/suami pada saat acara pelantikan/serah tenima jabatan,

g. Karyawan yang akan melangsungkan perkavinan/pernikahan kedua dan seterusnya,

atau akan melalukan perceralan wajib meminta persetujuan tericbih dahulu dari
Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Karyawan yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana ayat {1) buruf m dan n pada

Pasal ini wajib menyampaikan alasan secara tertulis kepada unit kerja vyang

membidangi sumber daya manusia yang terlebih dahulu diketabui oleh atasan
langsungnya,

Pasal 18
Larangan

Setiap karyawan dilarang :

&,

Melakukan punguien uang atau menerima komusi dalam bentuk spapun yang ada
hubungannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan, untuk kepentingan pribadi, golongan
atau pihak fain; :

Melakukan pemalsuan dokumen, informasi, surat-surat berharga milik PERUSAHAAN
dan fjazah serta dokumen-dokumen lainnya vang terksit dan dapat mengakibatkan
kerugian PERUSAHAAN, '

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjarnkan barang.
barang, doknmen atau surat-surat berhargs roflik PERUSAHAAN secara tidak saly;

Melakukan tindakan vang bersifat negatif terhudap sesama karyawan atau orang lain,
baik didalam maupun diluar lingkungan Keta;

Berjudi, mabuk-mabukan, mengkonsumsi Narkoba dan atas melalukan pecbuatan
asusila/pelecehan seksual dengan segala ¢ara dan bentuknya;

Melakukan suaty tindakan kerjasama dengan sesama karyawan aﬁw pihak fain yzog
mengakibatkan kerugizn PERUSAHAAN atau pihak lain;

Melakukan perkawinan/pemtkaban sesama karyawan, kecuali bapi karyawan vang
telah melangsungkan perkawinan/pernikahan sesama karyawan sebelum  tanggal
I September 1985,

Merokok pada ruang kerja, kecuali pada ruang khusus yang disediakan untuk merckok.

Ut A
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WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

Pasal 19
Jam Kerja

(1) Jumiah hari kerja PERUSAHAAN adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.

(2) Jumlah jam keja PERUSAHAAN adalah 8 {delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40
(empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, yang pelaksanasannya distur sebagai

berikut :

Hari Jam kera Jam istivahat
-Senin 5.d. Kamis 07.45 - 1630 12.00 - 1245
Jum’at 0730 1630 12.060- 13, 30.

(3) I)zs;}&nsm untik melaksanakan sholat Jum’at urtuk karyawan yang beragama Islam
diberikan mulai jam 11.20 s/d 1336

{4y Waktu penyelengparaan upacara bendera dan senam i(escgamn jasmand (SKJ) termasuk
dalam kegiatan wakiu ketja. _

{5) Waktu kerja pada/selama hari-hart tertenta akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.
(6) Dalam hal pekecjaan vang bersifat khusus, Diselsi berhak mengawr hari dan jam kerja

vang ditentukan lain, dengan jumiah jam daa hari kega sebaga.uaana dimaksud ayat (1)
dan (2) Pasal int.

Pasal 20
Kerja Lembur

(1) Bekerja melebihi dari jam kerja yaog telah ditentukan adalah kegja lembur.

{Z} Untuk kepeatingan PERUSAHAAN, dalam rangka penyelesaian pekerjean yang
" mendesak, Karyawan dapat ditugaskan untuk kerja lembur,

(3) Karyawsn yang melakukan kerja lembur berhak atas pembayaran uang lembur yang
besarnys ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasa:i:an Peraturan Perundang-
undangan vang berlako.

(4) Tatacara pelaksanaan kerja lembur diatar secara tersendin dengan Keputusan Direksi,

Pasal 21
Waktn Estirahat

Waktu istirahat mingguas PERUSAHAAN adalah had Sabtu, Minggu dan han libur resmi
yang diteiapkan Pemenintah,

, o
y s
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Cuti Tahunan

{1) Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan taapa terputus, terhitung
sejak tanggal pengangkatannya, berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kega.

{2} Seclama menjalankan cuti tahunan, gan yang bersangkutan tetap dibayarkan secara
penut.

(3) Karyawan yang akan meoggunakan hak cuti tahunannya, wajib mengajukan
permohonan pelaksansan cuti tahunan selambat-lambatnya 7 (tujub) hari kalender
sebelum cutt tahunan tersebut dilaksanakan.

R

{4} Cuti tahunan yang tidak dilaksanakan/ditangeubkan stas kemauan sendiri sampai
timbulnya hak cuti tahunan yang bany, cuti/sisa cuti tshuman yang tidak/belum
dilaksanakan mepjadi  maksima! berjumiah 6 (enam) hari kerja. Jika tidak
dilaksanakan/ditangguhkan atas kemauan PERUSAHAAN sampai timbulnya hak cuti
tahunan yang baru, cuti/sisa cuti tahunan yang tidak/belum dilaksanakan menjadi
berfumiah maksimal 12 {dua belas) hari ketja. .

Pudek ¢ -,é §F 8 fringb M

{5) Pelaksanaan cuti tahunan tidak boleh digant: dengan uang, kecusli sebagm pengganti
waktu cuti tahupan yang belum dilaksanakan oleh Karyawan yang diberhentikan,

(6) Tatacara pelaksanaan cuti tahunan distur dalam Keputusan Direksi.

Pasal 23
Cuti Besar

{1) Cuti besar dibenkan selamz 50 {sembilan puluh) han takwim setelah karyawan bekeda
selama 6 {enant) tahun bedmrut-turut tanpa teeputus,

{2) Apebila karyawan tidak sempat menggunakan hak cuti besarnya karena kepentingan
perusahaan, dapat diberikan kompensasi berupa uang pengganti cuti besar setelgh hak
cuti besar lewat 3 (iga) tahwn. _

(3} Apabila karyawan mendapat hak cuti besar, maka hak cuti tahunan pada tahun jatub
tempo cuti besar gugur dengan sendirinya.

{4) Besarnya uang pengganti cuti besar serte pelaksanaan cuti besar diatur dalam
Keputusan Dirgkst.

Pasal 24
Cuti Bersalin dan Gogur Kandungan

(1) Karyawan yang melahirkan diberikan hak culf bersalin selama | (satu) bulan kalender
menjelang waktu bersalin sesuai dengan pertimbangan dokter dan 2 (dua) bulan
kalender sesudah bersalin.

(2) Karyawan yang mengalami gugur kandungan berdasarkan surat keterangan dokter
berhalk atas cuti maksimum selama 45 (empat puluh fima) hari takwim. ‘ ';l Q/
o
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(3} Ketentuan tata cara pelaksanaan cuti bersalin dan gugur xanuuogan vl veraur
Keputusan Direkst.

Pasal 25
Cuti/Istirahat Karena Sakit

(1) Karyawan yang sakit selama | (satu) sampai 3 (tiga) han %zcr’cumt«mmt Wajlb
menyampaikan Surat Keterangan Dokter.

{2} Kargyawan yang sakit lebih dari 3 {tiga) hard wajib menyampakan Surat Keterangan
Istirahat dan dokier,

(33 Cuti/Istirahat sakit diberikan bagi karvawan yang secara terus menerus sakif, dengan
menyampaikar surat keterangan dokter, paling lama 1 % (satu setengah) tahun,

(43 Dalam hal karyawsa menjaiankan Cuti/Istirahat sakit sebagaimana dimaksud ayat (3)
pasal ini, dan aksn kembali bekefa, meka karyawan yang bersanglutan harus
membawa suvat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan dapat bekerja kembali,

-y AR e R

{5} Tata cara pemberian cutifistirahat sakit diatur dalam Keputusan Diseksi.

t.

Pasal 26
Cuti Karena Alasan Penting

(13 Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 12 (dua belas) hari i;:&xia dalam satu
tahun.

(2) Apabila waktu tersebit sesuai ayat (1) pasal ini tidak mencukupi dapat diberikan izn
yang diperhitungkan dengan cuti tahunan/besar.

(3) Cuti kprenz alasan penting dapat diberikgn kepada karyawan yang telah bekerja
- . sekurang-kurangnya & (enam) bulan sejak dianpket menjadi calon karyawan.

(4) Cuti karena alasan penting dapat diberikan kepada karyawen yang mengalami suatu
keadaan vang tidak memungkinkan masuk kerja dengan memberikan bukii yang sah
setelah masuk kecja kernbali.

(5} Keadaan yang tidak memungkinkan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4}

adalah melangsuogkan perkawinan yang pertama, anak/suamifistesi atau orang
tua/saudara kandung/mertua/menantu mengalan sakit keras atau meninggal dunia.

Pasat 27
l Cuti di luar Tangguogan PERUSABAAN

{1) Cuti diluar tanggungan PERUSAHAAN dapat diberikan kepada :

a. Karyawan yang telah bekeda sekurang-kurangya 3 (tiga) tahun secara terus
Enerus; ’ —r H’
LT -
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b. Karyawan yang melanjutkan pendidikan formal di luar/di dalam negert yang
- Hmunya berkaitan dengan kepentingan PERUSAHA AN,

¢. Karyawan yang dalam periode tertentu diwajibkan melaksanakan tugas negara;

. d. Mengkuti suamifistit belajar di luar negeri/tugas negara di luar negeri.

Selama waktu pelaksanaan cuti di Juar tanggungan PERUSAHAAN, karyawan tidak
memperoleh penghasilan daa segala fasilitas lainnya dari PERUSAHAAN.

Kewajiban-kewajiban untuk membayar premi asuransi, iuran keanggotaan dan lan-lain,
yang menjadi Kewajiban PERUSAHAAN, ditanpgung sepenvhnya oleh Karyawan
yang bersangkutan, .

Cuti diluar téaggungaﬁ PERUSAHAAN diberikan paling lama untitk jangka waktu 2
{dua).tabun dan dapat diperpanjang } (satu} tahun dengan alasas yang sangat peating.

Selama jangka-wakiy pelaksansan cuti diluar tanggungan PERUSAHAAN tersebut

masa kerja karyawan yang bersangkutan fidak dibitung untuk kenaikkan Gail Pokok
Berkala, kenaikan pangkat dan perhitungan penghargaan masa bakit '
Tata cara pelaksanaan cuti di luar tanggumgan PERUSAHAAN diatur dalam Keputusan
Direksi. :

BAB VI
PENGGAJIAN -

Pasal 28
Sistem Penghasilan

Karyawan diberikan penghasilan berupa Gaji Dasar dan funjangan-tuniangan lainrniya,

Gaji Disar ditinjau secara berkala setiap tahun disesuaikan dengan :
a. Tingkat mflasi;

b. Perkembangan indeks biaya hidup;

¢, Kemampuana anggeran PERUSAHAAN.

Dalam menentukan kenaikan Gaji Dasar secara berksla sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) SEKATA dapat membenkas maspkan sebagai bahan pertimbangan
PERUSAHAAN,

Tunjangan-funjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdid dari
a. Tunjangan Produktivitas;

b. Tunjangan Kemahalan Umum,;

¢. Tunjangan PERUSAHAAN

d. Tunjangan Kemahsalan Daerab.

Selain penghasifan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Turdengan Prestasi
setiap 4 (empat) buban sekali sesual dengan prestasi kinega individu.
y A L
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(6} Kmaz%:an Satuan iSenaikan CIRH O80T ULULIINGE upssiats = oamms oo s
{NKA) 40 (empat pulub),

{7) Kenaikan golongan reguler diberikan selambat-lambatnya 8 {(delapan) tahun sekali,

(8) Komposisi antara Gaji Dasar dengan tunjangan-tunjangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang beraku dengan mempertimbangkan kemampuan
perusahaan.

(%) Penetapan golongan, Satuan Kenaikan Gaji, dan komponen gajt akan diatur lebik lanut
dengan Keputusan Dirckst, .

Pasat 29
Peaghasilan Calen Karyawan

Calon Karyawan diberikan penghasilen sebesar 80% {delapan puloh perseratus) dag
penghasilan brlanan karyawan pada jabatan yaug didudukinya,

L g "tfiﬂ&‘}?{’fﬁﬁ%ﬂj;m: . ‘E,:_r&:g};:ﬁ;"gu .‘;mig‘\@% ‘W' <o b,

Pasal 38
Penghasilan Selama Sakit

{1} Katyawan yang menderitz sakit dalam waktu 6 (enam) bulan terug-menerus
berdagarkan surat keterangan dokfer, diberikan peoghasilan penuh tidak termasuk
tunjangan PERUSAHAAN setelah dikurangi iuran wajib. )

(2) Karyawan yang menjalankan cuti sekit pada 6 (enam) bulan ke dua dalam hal cuti sakit
tersebut memerlukan perpanjangan culi yang deayatzkan dengan surat Keterangan
dokter yang mencrangkan bahwa penyakitnya masth dapat disembubkan, diberikan
penghasilan  90%  (sembilan  puluh  perseratus)  tidak  termiasuk  sunjangan
PERUSAHAAN setelah dikurangi inran wajib, '

{3) Rarvawan vang tidak masuk ketja karena sakit pada 6 {enam) bulan ke 6iga dalam hal
cuti sakit terschut memerfukan perpanjaagan cuti yang dinyatakan dengan surat
keterangan dokter yang menerangkan bshwa penyakitnys masih dapat disembubkan, .
diberikan penghasifan 75% (tujub pulubh BEma pecseratus) tidak termasuk tunjangan
PERUISAHAAN setelah dikurangi iuran wajib.

(4) Karyawan vang fidak masuk kega karena salkit sslama 18 {(delapan belas) bulan
berfurut-tunst yang dinyatskan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh
perusahaan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak roampu bekerja karena sakit,
maka vang bersangkuten diberhentikan dengan hormat sebagai karyawan dengan
mendapatkan hak pensiun dan hak-hak lainnya sesual dengan ketentuan yang berlaku,

Pasal 31
Penghasilan Selama Penahanan

{I} Karyawan yang ditahan pihak berwajib untuk keperiuan pqnyidﬂc&n dan/atau
pemeriksaan di persidangan pengadilan karena disangka atau didakwa melakukan

s Tk
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ditentukan sebagai berikut :

a. Penahanan sampai dengan waktu 6 (enam) bulan dibenkan penghasilan bulanan
penuh, kecuali funjangan-tunjangan yang pembayarannya dilakukan beréasarkan
kehadican;

b. Penahanan untuk waktu lebih dari 6 (enamt) bulan pembayaran penghasilun
dihentikan.

(2) Dalam hal putusan pengadilan atau hasil penyidikan karyawan dinyatakan tidak
bersalah, maka yang bersangkutan harus direhabilitasi dan  seluruh - hak-haknya
dikernbalikan sesuai ketenfuan vang berlaku techitung sejak tzéak masuk bekerja karena
ditahan.

-(3) Apabila ka:yawan ditahan karenz kecelakaan lalufintas dalam megjalankan tugas dan
dengan bukti-bukti yang cokup kecelakaan tersebut bukan karena kesalshan atau
kelalsian karvawan yaag bersangkutan, maka penghasilan tetap diberikan secara penuhb
selama 1 (satu) tabun, kecuali mn;angan«-mnjangaﬁ vang pembayaxazmya ditakukan
berdasarkan kehadican. _

Pazal 32
Pajak Penghasilan

- (1) Pajak penghasilan atas penghasilan karyawan ditanggung oleh PERUSAHAAN.

ok 1 ST AT e I ) X e NI S S e i
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(2) Pajek penghasitan latnnya, selain ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi,

BAB VII
KESEJARTERAAN

Pasal 33
Jenis-fenis kesejaliteraan

(1) Jenis-jenis kesejahteraan yang diberikan oleh pensaian kepada karyawan terdiri dari ;
a. Tunjangan Har Raya Keagamaan;
Uang duka;
Bantuan Biaya Pemakaman,
Tunjangan cuti;
Pakaian ketja;
Penghargaan pensiun;
Bantuan paket pensiun,
Yaga Produksi/Bonus;
Asuransi;
Penggantian biays perawatan dan pengobatan;
Bantuan menunaikan tbadah Haji;
Bantuan bisys bstrik, air, dan telpon bagi pejabat tertentu;

. Bantuan biaya pindah sekolah bagi anak-amak karyawan yang pindab tugas atau
muuatasi ke lain daeraly; i
Bantuan bencana alam dan kebakaran. :

y A~ R
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(2} Pelaksanaan pernbenian kesejahteraan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasat 34
Tunjangan Hari Raya Keagawaan

(1} PERUSAHAAN memberikar Tonjangan Hari Rayz Keagamaan kepada karyawan.

{2) Tunjangan Har Raya Keagamaan dibayarkan selambat-lambataya 2 (dua) minggu
sebelum hari raya.

(3) Karyawan yang telah mempunyai mass ketja febih dari 3 (tiga) bulan secara terus
menerus tetapi kurang dari 12 (duabelas) butan berhak atas ’i’;m;ngan Hari Raya secara
proporsional. .

{4) Karyawan yang kaxena suatu bal berhenti bekerja 1 (3atu) bulan sebelum hari taya
berhak atas Tunjangan Hari Raya.

(5) Karyawan yang karena suatu hal berhenti bekerja febih dari 1 (;sattz} buli:—m_sebelum hari
raya tidak berhak atas Tunjangan Hari Raya
{6) Besamya Tunjangan Hari Raya keagamaan seimf‘ang«icurangaya 1 {satu) kaii

§ penghastlan sebulan.
T (7. Ketentuan besarmya Taxz;a.ngau Hann Raya keagamasn diatur tersendiri dengan
3 Keputusaa Diveksi. : :
Pasal 35
Bantuan Uang Duka

¢ (1) Karyawan/Calon Karyawan yang meninggal dunia kepada keluarga atan ahli warisnya
diberikan uang duka. _

(2} Uang duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdint dari:

: a. Uang duks tewss, diberikan apabila Kacyawan/Calon Karyawan meninggal dunia
- dalam dan/atsu menjalankan tugas;

b. Uang duka wafat diberiksn apabila Karyawan/Calon Karyawan meninggal dunia
tidak dalam keadsan melsksanakan tugas.

(3} PERUSAHAAN memberikan bantuan wang duka kepada Kacyawan dalam  hal
istrifsuami dan anak meninggal dunia.

{4} Pembavaran uang duka dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (liga) had setelah kejadian
meninggal dunig,

{5) Besamya bantuan vang duka diatur dengan Keputusan Direksi.

ut,si ok

Perlindungan Hukum..., Yosef, FH Ul, 2008



;ﬁuﬂf-m‘}ﬁew(wlﬂém%&@uw ‘ s "‘ “ _ ‘ Mo *'
- ST Rk <'."“ i __1;-5 AT oy . sy \ bl ~: -

B A R AT

(1)

@)

()

“)

&)

(1)

@

(3)

(4)

0

E AIEEER whr

Riaya Pemakaman

Apabila karyawan atau keluarga karyawan meninggal dunta, dapat diberikan bantuan
biaya pemakaman oleh PERUSAHAAN,

Biaya pemakaman sebagaimang dimaksud dalam ayat {1 meliputi
a. pemandian Jenazak;

b. perlengkapan pemakaman,

. tempat pemakaman.

Apabila semua biaya pemakaman sudah ditanggung oleh karyawan/keluarganya, maka
PERUSAHAAN memberikan penggantian biaya yang besamya diatur  dalam
Keputusan Direksi,

- Apabils jenazak» karyawan, istert/suami, anak dimakarkan di luar tempat kedudukan

semasa bertugas, PERUSAHAAN membanty biays :

a. Biaya pemulangan jenazah;
b: -Akomodasi atau biaya peralanas untuk kelvarganya yang mengiringi jenazah
 paling banyak 3 {tiga) oraug yaitu 1 (satu) orang istert/suami dan 2 (dua) orang anak
atau 2 {dua} orang abif warisuya dee diberikan untuk selama 2 (dua) hari takwim.

Besarnya biaya pez}aianan sebagaimana dimaksed dalam ayat (4} d:bmkan maksimal
selama 2 {dua} bari sesust dengan biaya perjalanan dinas.

Pasal 37
Tunjasgan Cuti

Karyawan yaug berhak cufi tabunan diberikan tunjangan cuti tabunan sebesar 1 (satu)
kali pesghasilan sebulan, yang éihayarkan pada waktu timbulnya hak cutl tahunan, .

Karyawan berhak culi besar diberfkan tunjangan cutt besar sebesar 1 ¥2  (satu setengah)
kali peaghasilan sebulan, yang dibayarkan pada wakiu timbuinya hak cuti besar.

Apabila karyawan tidak menjalankan cuti besar atas kemsuan PERUSAHAANM, maks
PERUSAHAAN memberikan penggantisa hiak cufl besar dengsn ketentuan untuk satu
bulan hak cuti besar diberikan penggantian sebesar satu kali penghasilan setiap bulan,
dan penggantian hak cuti besar diberikan maksimal 2 (dua)} bulan hak cuti besar
karyawan yang bersangkutan setelgh hek culi besar karvawan berjalan lebih dart 3
(tige) tahua.

Pelaksanaan dan tata cara pemberian cuti tahunan dan cuti besar serta penggantian hak
cati besar diatur dalam Keputusan Direksi.

Pasal 38
Pakaian Seragam

PERUSAHAAN memberikan pakaan seragam berupa
a. Pakaiar kerja hanan; w
gt
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c. Pakaian seragam senam kesegaran jasmani.

{2) Pelaksanaan pembenan pakaian seragam diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 39
Tunjangan Prestasi

(1) PERUSAHAAN memberikan tunjangan prestasi kepada karyawan.

(2) Tunjangan prestasi sebagaimana ayat {1) pasal ini diberikan setiap bulan Janvari, Mei
dan September. .

(3) Pelaksanaan dan besarnya Tunjangan prestasi diatur secars térsendiri dengan Keputusan
Direksi. ’

Pasal 48
Jasa Produksi

{1} PERUSAHAAN memberikan Jasa Produkst kepada karvawan,

(2) -Jasa Produksi sebagaimans dimaksud dajam ayat (1) sesuai dengan yang telah
ditstapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berkenaan,

{3) -Besaran dan pelaksanaan pemberian Jasa Produksi kepada kacyawan ditetapkan dengan
Keputusan Direlsi,

Pasal 41
Penggantian Biaya Perawatan dan Peagobatan

(1} PERUSAHAAN menyediskan fasilitas dan/atay memberikan penggantian biava
perawatan dan pengobatan untuk memelihara kesehatan karyawan dan keluarganya.

{2y Karyawan dan keluarganya dapat berobat denpan fasilitas yang disediakan
PERUSAHAAN atas biaya PERUSAHAAN ateu sumzh szkit vang ada kerjasamanya
dengan PERUSAHAAN atau rumah sakit terdekat dengan tempat tinggal karyawan
dengan biaya sspenuhnya ditanggung oleh PERUSAHAAN,

st ey sk eedie

{3) Besarnya penggantian biaya perawatan kesehatan dan pengobatan bagi karvawan dan
+ keluarganya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi dan akan dievaluasi
sekurang-kurangnya 2 {dua) tahun sekal;,

Pasal 42
Bantuan Bencana

(1) Karyawan yang terkena musibah akibat bencang alam, kebakaran, atau peristiwa dituar
kemamguan manusia dapat diberikan bantuan oleh PERUSAHAAN.
M =

t Perlindungan Hukum..., Yosef, FH Ul, 2008



&, barang-barang milik karyawan vang tidak dapat dipakai lagi atau rusak atau musnah

karena perjalanan dinas atau tugas dinas;

b. rumsh pribadi yang ditempati sendic yang rusak dan/atan muosnah akibat bencana
alam, kebakaran, atay sebab lain di luar kemampuan manusig;

¢. barang-barang dan atau perabot rumah tanggs milik karyawan yang tidak dapat
dipakai fagi, rusak, musnah akibat bencana alam, kebakaran, atau sebsb lain di iuar
kemampuan manusia.

(3) Penetapsn pemberian bantusn diakukan fim yang anggotanya terdin dan wakil
PERUSAHAAN dan SEKATA,

(4) Ketentuan {ebih Janjut pemberian bantuan bencana diatur dalam Keputusan Dircksi.
BAB IX
PERJALANAN DINAS

Pasal 43
Jenis Pevjalanan Dinas

P Arg e L g fiin iy
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{1) Perjalanan Dinas sdalsh perjalanan vang dilakukan Karyawan untuk keperioan
© PERUSAHAAN dari kota/tempat dimana vang bersangkutan berkantor ke suatu kota
atau beberapa kota/tempat lain. _

S g

{2} Perislanan dinas terdiri dari
& Pegalasan dines dalam pegeri

1. Perjalanan Tugas Dinas :
1} Perjalanen dinas keluar daerah.
2} Perialanan pindah tugas {mutasi);
3) Perjalanan dines mengikuti ujlan/pendidilaan,
4} Perjalanar dipas karena detasering,
5) Perjalanan pindah karena pensiun,

2. Perjalanan Bulkan Tugas Dinas
- Perjalanan untuk berobat.

b. Perialanan dinas Tvar negeri dilakukan untuk tugas belajar, memenuhi vadangan
institusi lain, studi banding, dan lain-lain yang dianggap periu PERUSAHAAN.

Pasal 44
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

(1) Perjalanan dinas dibertkan kepada karyawan/calon Karyawan/pegawai lain dalam
rangka tugas kedinasan afau yang sda hubungannya dengan kedinagen, berdasarkan
Surat Perintah Perjalanan Dinas.

o T
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Penjalanan Pindah Karena Pensiun diberikan kepada karyawan beserta keluarganya
yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena pensiun, apabila karvawan
bersanghkutan menghendaki untuk menetsp di luar kota.

Perjalanan  untuk  berobat diberkan karena karyawan atau keluarganya yaog
becdasarkan susat keterangan dokter harus mendapat pengobatan dilvar tempat

kedudukannya bekeria.
Perjalanan Dinas Loar Negeri dibenkan kepada karyawan yang melakukan perjalanan
dinas jabatan keluar wilayah R kemudian kembali ke Tansh Air (Pergi-Pulang).

Pasal 45
Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas dalam negen dan lusr negeri diatur datam Keputusan Direksi,

)

)

)
“)
©)
©)

)

BAB X :
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasat 46
Sistem Manajemen Keselarmnatan dan Kesehatan Kerja

PERUSAHAAN memberikan jaminan serta perfindungan kepada karyawan berupa
fasilitas Kegelamatan dan Kesehatan Kerja,

Untuk mencegah dan mengurangi kemunghkinan tegjadinya kecelakean kega dan
penyakit akibat kerja, PERUSAHAAN menerapkan Sistem Manajemen Kesclamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Terhadap ruangan dan peralatan kantor harus memperhafikan situasi udara dan standar
kesehatan.

Di setiap unit ketja harus tersedia fastlitas PPPK untuk pertolongac pertama apabila
terjadi kecelakaan stau penyakit yang tinbal secaca tiba-tiba.

Dt setiap ruangan kegja disediakan alat pemadam kebakaran yang dapat digunakan
sebagai tindakan awal apabila terjadi kebakaran,

Setiap peralatan  kantor harus diusahakan memenuby standar kesehatan sepert
pemasangan anii radiasi pada komputer, kurst yang ergonemis daa latonya.

Secara-berkala ruangan harus disemprot anti serangga untuk menghindan berjangkitava
peayakit demam berdarah dan malaria serta pes.
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BABD X!
JAMINAN BGSIAL

Fazal 47

{1} PERUSAHAAN mengikutsertakan karyawan dalam program :
8. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang terdir dari .
1} Jaminan Kecelakaan Kerjg;
2} Jansinan Kematian:
3} Jamingn Hart Tug,
b, Asuransi vang terdin dar
1} Tabungan Hart Tua dan Jaminan Had Tug;

2} Asuransi Kematiari,
3) Asuransi Kecelakaan,

¢. Pensiun

(2} Ketentuan pelaksanaan jaminan sosial sebagairoang dimaksud diatas, diatur secara
tersendiri dengan Keputusan Direkst.

BAB X1¥
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN

Paszal 48
Filezoft dan Pasar Pembinaan

(1} Pambinaan dan pengembangan karyawan merupakan sepala upaya vang dilakukan
PERUSAHAAN untuk menciptakan, memelthara dan mengembangkan kemamypuan
dan produkiifitas kerja, meningkatken motivasi kerja dan disiplin karyawan

{2} Pembinaan dan peapembangan karyawan berdasarkan pada
a  Ketentoan dan perundang-undangan yang berlaku;

. Visi, misi, tata nilai dan sasaran PERUSAHAAN;
¢ Kodrat manusia yang selalu ingin mengembangken éiri.

3
£
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Pasal 49
Tujuan

Fembinaan dan Pengembangan Karvawan beriujuan untuk
Menyiapkan keryawan yang kompeten,
Memehhars dan mengembangkan motivast serta ketonangan kerja;
Memelibara dan mengsmbangkan kemampuan serta produktivitas kena ‘
Menciptakan, memelihara dan mengembangkan sikap disiplin kerja serta kesetiaan
membela kepentingan PERUSAHAAN,

_ 26

AEy

. O o

e. Memberikan kepastian adanya jergang kanr karyawan.
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Pasal 50
Lingkup Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan karyawan meliputi -

3. Ezsica, Tata tertib dan disiplin;
b. Pengeta%zuan icetez‘ampzian keahlian, dan kepemmpman
c. Pembinaan jasmani dan rohand.

Pasal 51
Pengembangan Karir Karyawans

(1) Kepada karyawan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri seluas-luasnya dan
-mencapai - kadr  setinggi-tingginya sesuat dengan bakat dan polensinya yang
diselaraskan dengan sasaran uszha dan kebutuhan PERUSAHAAN.

(2) Jalur karir diarabkan kepads jalur siruktural dan fangsional,
(3) PERUSAHAAN menyediskan bentuk-bentuk pengembangan karir melalui pendidikan,

pelatihan, magang, rotasi, mutasi, kaderisasi, vang dilakukan didalam stau diluar
PERUSAHAAN,

(4} Ketentuan tentang pengembangan karir karyawan distur lebih lanjut deng&n Keputusan
Direks1.
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Pasal 52
Kenaikan Gelongan

bl et L

{1} Kepada karyawan vang telah memenull persyaratan yang d;tenmkazz diberilcan
i kenatkan golongan _

{2y Jenis kenatkan golongan karyawan adalah -

3 a. Kenaikan golongan reguler bagi karyawan pelaksana;
; b, Kenaikan golongan prestasi;

¢. Kenaikan golongan istimews; .
Kenaikan golongan pengabdian;
Kenaikan golongan karena penyesuaian gazah;
Kenaikan golongan anumerta (meninggal dalam dinas}),

LI <8

Pasal 53
Penilaian Presiasi Karyawan

{1) Penilaian prestasi kerja setiap karyvawan dilakukan oleh atasan langsung dan atasan dari
atasan langsung karyawan secara periodik.

(2} Tatacara penilaian prestasi karyawan diatur secara tergendiri dengan Kepurusan Direksi.
P
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PENGHARGAAN

Pasal 54
Pemberian Penghbargaan

(1) PERUSAHAAN memberikan penghargasn bagi Karyawan yang telah menunjukan
prestasi atau berjasa kepadz PERUSAHAAN atau tefah menunjukan prestast yang luar
biasa sehingpa dapat menjadi tauladan bagi karyawan lainnya.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayet (1) Pasal ini meliputi :

oo

€.

Masa kerja atau masa bakti;

Karyawan Teladan;
Karyvawan terhemat;
Meninggal ddnta  dalam melaksanskan tugas PERUSMAN atau  tugas

kemanustaan;

Direksi.

Karyawan betjasa,
{3) Macam, bentuk, dan tata cara peribedan pc:nghargaan diatur dezigan Keputusan
BAB XIV
HUKUMAN DISIPLIN
Fasal 55

Dasar Pengenaan Huloumman Disiplin

PERUSAHAAN memberikan hukuman disiplin, kepada karvawan yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan disiplin karyawan,

Pasal 56
Tingkat dan Jenis Hekoman Digiplin

(1)} Tingkat Hukuman Disiplin terdin dart ©

a.
b,

Hukuman Disiplin Ringan;
Hukurman Disiplin Sedang;

¢. Hukuman Disiplin Berat;
d. Hukuman Disiplin Sangar Berat,

(2 Jenis Hukuman Disiplin terdidi dari ¢

a. Teguran Lisan;

b. Teguran Tertulis;

¢. Penurunan Satuan Kenatkan Gaii (SKGY;
4.
[ #]
f

Penucunian tingkat Golongan Gaji;

. Pembebasan jabatan;
. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendin;

g Pemberhentian tidak deagan hormat.
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Tatacara pemeriksaan dan pemjatvhan hukuman disiplin distur dengan Keputusan
Direkst.

BAB XV
KELUH KESAH

Pasal 57
Lembaga Kerjasamsa Bipartit

Lembaga Kerasama Bipartit {(LKB) merupakan suaty lembaga di PERUSAHAAN
vang berfungsi schagal forum kornunikasi, konsultasi dan musyawarsh untuk
peningkatan produktivitas kega yang angpotanya terdii dard unsur atau wakil
PERUSAHAAN dan SEXATA.

LKB bertujuan

a. terwujudnys ketenanosg icez}a, distplin ketja, dan ketenangan usaha;

b. - peningkatan kesejahteraan karyawan dan perkembangan serta kelangsungan hidup
PERUSAHMAAN,

¢. mengembangkan motivasi dan partisipasi  karyawan sebagaa mitra  kerja
PERUSAHAAN.

LKB mempunyat tugas :

a. menampung, menanggapi dan memecahkan masalah-masalah ke‘tenagakex)m
serfa  menghindadd  secara dimi kemungkinan-kemuonglinan  timbulnya
kesalahpabuman atau perbedesn pendapat  dalamy  permusyawarahan  yang
menyangkut kepeotingan bersama,

b. menunjang dan mendorong terciptanya disiplin, ketenzagan ketentrarman dan
kegairaban kerja serta ketenangan usaha;

¢. menegakkan eksistensi dan peranan fungsi-fungsi di FERUSAHAAN yang
berkaitan dengan kepentingan ketenagakeraan.

Keanggotaan LKB paling sedildt 6 {enam) orang terdisi dari
a. 3 (tiga) orang wakil PERUSAHAAN, yaag ditunjuk oleh Direksi;
b. 3 (tiga) orang wakil karyawan, yang ditunjuk oleh SEKATA.

Masa kera keanpgotaan IKB 2 {(dua} tahun, pengangkstan dan penggantian
keanpgotaan LKRB ditetapkan dengan Keputusan Direks:.

Hubungan kerja LKB dengan PERUSAHAAN bersifat koordinatif, konsultatif dan
komunikatif,

Hasii kopsultast dan komunikasi yang dicapai oleh LKB terbatas untuk internal
PERUSAHAAN dan mempakan saran, rekomendasi bagi PERUSAHAAN dan

karyawan,

M

)
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Pasal 58
Kelub Kesah

Apabila terjadi keluhan-keluhan dan karyawan mengenal hubungan kerja, syarat-syarat
kerjz dan miasalah ketenagakegaan akan diselesaitkan secara musyawarah dengan
atasannya langsung dan apabila belum dapat diselesatkan aken diteruskan kepada
pengurus DPC/DPP Serikat Karyawan Taspen dimang karyawan tersebut terdafiar,

Apabila hal tersebut belum jugs dapat diselesatkan maka karyawan yang bersangkutan
dapat menyampaikan permasalahannyas kepada Pepgurnis DPP Serikat Karyawan
Taspen untuk selanininya dimusyawarahkan dengan Dircksi dalam lembaga Bipartit,

- Apabile penmasalaban belum  dapat diselesaikan secara intern  (bipartit) maka

diselesaikan - melalui  prosedur penyelesaian hubungan industrial sesuai  dengan
ketentusn perutidang-undangan yang berlaku.

Penyampatan aspirasi kefuh kesah dilakukan melaln SEKATA.

Pasal 83
Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah

Setiap keluh kesah dan pengaduan diselesaikan dan dibicarakan oleh atasan lapgsung.

Apahila hasiinyz belum memuagkan keluban dan pengaduan dapat diteruskan icepada
stasannya vang lebih tinggi, dengan scpengatahuan aiasan langsung.

Apabila prosedur tersebut tidak memusskan dapat menereskan keluban dan pengaduan
melalud SEKATA, dan akan diselessikan antara SEKATA dengan PERUSAHAAN.

Apabila tidak tercapsi penyelesatan keluh kessh antara PERUSAHAAN dengan
SEKATA, maka penyelesaiannys ditentukan sesuai dengan prosedur Penvelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial menurut Undang-undang No.2 tahun 2004,

BAB XVI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pazal 60
Sebab-sebab Terjadinya Pemutusan Huboegan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja dapat tenjadi karena

Telah mencapai usia 56 tahun;

Pemintaan senditg;

Meningeal duna,

Cacat total yang mengakibatkan Karyawan tidak dapat bekeda;
Pensiun dipercepat,

Berakhimya jangka waktu yang ditentukan dalam penanjian kerja;
. Diberhentikan karena pelanggaran disiplin;

ix Sakit beckepamjangan febih dar 1 % (satu setengah) tahun berturut-turud;
i. Reorganisasi;

j. Rasicnalisast.
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{2) PERUSAHAAN memberikan surat ketgrangan bekega kepada Karyawan yang ‘telzh
putus hubungan keganya.

Pasal 61
Kompensasi

(1) Karyawan yang putus hubungan kerjanya dengan PERUSAHAAN karena telah
mencapal usia bakti 56 (ima pulub enam) tahun, dibechentikan dengan hormat dan
diberikan kompensasi vang terdiri dari:

a. Tabungan Hari Tug;
b. Peosiun;
¢, Tali kasih.

(2) Karyawan yang putus hubuogan kerjanya dengan PERUSAHAAN karens permintaan
sendid, diberhentian dengan hormat, diberikan kompensasi sebagai berzicut
4. Nilai Tuna: Tabungan Hari Tus;
b. Pensiun.

i‘;
?,,

(3) Dalam hal Karyawan meninggal dunia, bag ahli warisnya diberikan kompensagi
sebagai berikut:
a. Tabungan Hati Tug;
b. Penswn;
¢. Uang Duka Wafat.

{4} Karyawan yang mengalami cscat total yang meﬁgakibatkan tidak dapat bekerja,
diberhentikan dengan hormat dan diberlakukan ketenman sebagai berikut
a. Tabungan Hari Tua,

b. Pensiun,

(5} Karyawan Tetsp vang putus hubunpan keganyg depgan PERUSAHAAN karena
Pensiun Dipercepat, diberhennkan dengan hormat dan diberdakukan keteatuan sebagai
berikut ;

a. Atas permintaan sendiri diberikan :
1. Tabungan Hasi Toa;
2. Pensiun.

b. Tidak atas permintaan sendin bukan karena kesalaban Karyawan, diberikan
kompensasi yang terdin dasi ;
1. Tabungan Hari Tua ;
2. Pensiun.

(6} Karyawan yang puius hubungan kerjanya dengan PERUSAHAAN karena Pelanggaran -
Disiplin dengan keputusan berupa :
i. Pemberhentian dengan hormat fidak atas permintaan sendid, dibenkan kompensasi
yang terdirs dar :
a) Milai Tunai Tabungan Hart Tua;
b) Nilai Tunai atau pensiun ditunda ateu pensiun.

v E b
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2. Pemberheatian tidak dengan hormat, diberikan komgpensasi yang terdin dan

a} Nifai Tunai Tabungan Han Tua,
b} Nilai Tunai atau pensiun ditunda atas pensiun.

(7} Karyawan Tetap vang putus hubungan keganya dengan PERUSAHAAN karena sakit
berkepanjangan setelah lebih dani 1 %4 (sats setengah) tahun, diberhentikan dengan
hormat dan diberikan kompensasi yang terdic dari
a. Nilai Tunai Tabungan Hani Tua,

b. Niiai Tunai atau pensiun ditunda a7tau pensiun;
¢. Biaya atau ongkos pulang untuk Karyawan dan keluarganys ke tempat di mana
Karyawan gkan menetap di fuar kota.

{8) Karyawan yang putus hubungan keganya dengan PERUSAHAAN karems reorganisasi,
diberhentikan dengan hormat, diberikan kompensasi sebagat bérikut -
a. Nilai Tunat Tabuagan Hari Tua;
b. Nilai Turai atsu pensiun ditunda ataw peasun dipercepat;
c. Biaya atau ongkos pulang unfuk Karyawan dan keluarganya ke tempat di mana -
Karyawan gkan menetap di luar kota.

{9} Karyawan vang puius hubungas kerjanya karena rasionalisasi, dlbcrﬁenﬁis:an dengan
fiormat dan diberikan kompensasi ssbagai befikut
a. Nilai Tunat Tabuagan Han Tua,
b. Nilai Tunai atau pensiun ditunda atau pensiun,
c. Biaya atay ongkos pulang untuk Karyawan dan keluarganya ke tempat di mana
Karyawan skan menetap di luar kota.

Pasal 62
Masa Persiapas Pensiun

(13 Bagi Karvawas yang akan memasuld usia pensiun, PERUSAHAAN memberikan
: kesempatan untuk mengajukan Masz Persiapan Pensmun (MPZ’) raksumal 6 {enam)
bulan.

{2} PERUSAHAAN akan memberikan pelatihan kewirausabaan bagi Karyawsn vang akan
memasuki usia pensiun sekurang-kurangnya 2 {dua) tabun sebelum mencapai usia
pensiun.

(3) Karyawsn vang sudah pensiun dapat dikaryakan kembali paling lama setu tahun dan
tidak boleh mendudula jabatan strukrural dan fungsional,

BAR XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal 63
Ketentoan Peraliian

(1) Keputugsan Direksi dan peraturan PERUSAHAAN hinnya yang telah diterbitkan
sebelum ditandatangani Perjanjian Kerja Bersama ind dan tidsk bertentangan dengan
Peganjian Kerja Bersama masih teiap berlaku  sampai dengan  dikeluarkannya

Keputusan Direksi yang ban.
“
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Semua Keputusan Direksi dan peraturan PERUSAHAAN lainnya yang mengatur
ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan danfatau bejum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama i

Segala peraturan PERUSAHAAN vang berkaitan dengan ketentvan dalam Perjanjian
Kerja Bersama ini akan disesuaikan dalam jangka wakiu selambat-lambatnys 12 (dua
belas) bulan sejak Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani,

Keputusan Direksi yang merupakan peraturan pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut
dari pada st Perjamjian Kerja Bersamz ini, dinundingkan bersama  pikak
PERUSAHAAN dengan Pengurus SEKATA

BAB XVIO
PENUTUP

Pasal 64

Peganjian. Kerja Bersama ini beddaku dan mengikat kedun belah pthak untuk jangka
waktu 2 {dua} tahun terhitung sejak ditandatengani bersama.

Apabila salah .satu pihak tidak menyampaikan usul untuk mengadakan perubahan,
maka masa-berlaku Pesjanjian Kerjs Bersama ini dianggsep diperpanjang 1 (satu) tahun,
kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertolis untuk membuka perundingan
baru, hendaknya diajukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum berakiur
Perjanfian Xerja Bersama.

Bilamana terpyata dalam Perjanjian Kerja Bersama ini terdapat kekeliruan dan atau
kekurangan, maka salah satu pihak dapat mengusulkan perubahan.

Ditetapkandi ~ : Jakartsa
Pada tanggal : 13 November 2006

PT TASPEN (PERSERO),

¥,
“y
¥

1

; VY -
Ketua Urnum Dmeic{ar Utama
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KEPUTUSAN

~ DIREKSI PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO)

NOMOR : SK - 03/DIR/UP.8/2007

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN SANGAT BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN

HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAL

KARYAWAN PERUSAHAAN

AN SAUDARA BENNY RAJAGUKGUK, SE NIK. 199019612247

DIREKSI PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO)

Membaca ;L.
2.
3.
4,
Menimbang oa
b.
C.
Mengingat L

Laporan Nomor: LHPK-04/B/122006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Matrik
Audit Khusus Pada PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Bogor;

Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 November 2006 beserta dokumen
pendukungnya;

Berita Acara Pemeriksaan tangpal 17 November 2006 beserta dokumen
pendukungnya,

Berita Acara Sidang Jabatan tanggal 01 Mei 2007 beserta dokumen pendukungnya.

bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Jabatan tersebut diatas Saudara

Benny Rajagukguk, SE NIK. 199019612247 telah melakukan perbuatan berupa :

1} Memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) klim yang tidak lengkap atau
tidak mempunyai dosir sehingga merugikan perusahaan,

2) Tidak melakukan wawancara & investigasi terhadap Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) klim  yang janggal/meragukan schingga merugikan
perusahaan,

3) Mengesahkan pensiun kode kasus P’ (Punah) terhadap Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) klim yang diajukan oleh pemohon yang tidak berhak/palsu
schingga merugikan perusahaan,

4) Up date pensiun kode kasus 'P* pada Maspen yang bukan tugas/wewenangnya
sehingga merugikan perusahaan,

5) Memaraf sebagai verifikasi dan sekaligus Penetapan Klim (perangkapan tugas)
sehingga merugikan perusahaan,

6) Menerima pemberian uang hasil pemalsuan klim dari Sdr. Hendra (Pemalsu
dokumen) sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiahy},

7) Akibat dari perbuatan Saudara Benny Rajagukguk, SE sebagaimana tersebut butir
a 1) sampai dengan a 6), yang bersangkutan telah merugikan nama baik dan
merugikan perusahaan sebesar Rp. 220.276.275,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua
Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Lampiran 1 Romawi IV Nomor 10

dan Romawi ITl Nomor 3 Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor :

SK-04/DIR/2006 tanggal 28 Februari 2006 Tentang Disiplin Karyawan;

bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatubkan hukuman yang

seseal  dengan perbuatan yang dilakukan kepada Saudara Benny Rajagukguk

NIK, 199019612247 dengan Keputusan Direksi.

Anggaran Dasar PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PERSERO)
Nomor : 53 tanggal 17 Maret 1998 yang telah diperbaiki dengan Nomeor :
10 tangoal 2 Tnli 1998 sehasaimana dimuat dalam Berita Negera RI Nomor :
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2. Keputesan  Muomerd Badan Usaha Milik Megara | Nomor ¢
KEP-84/KEP-MBUMN/Z00Z  tanggal 16 Aprl 2002  ientang Pemberhendan
dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERQO)
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri jo Surat Menteri Negara Baden
Ussha Mibik Negara Nomor @ S207MBUR0IT tanggal 16 Aprl 2007 tentang
" Pelaksanaan Tugas Anggota-anggota Direksi PT TASPEN (PERSERO},

3. Eeputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomer:; SK-13/DIR/1998
fanggal 17 Maret 1998  tentang Pentlaian Kinerja Karvawas dan Unit Kerja
PT TASPEN (PERSEROY;

4. Keputusan Dirgksi  PT TASPEN (PERSERO)  Nomor : SK-30/DIRA998
tanggal 8§ Apuatus 1998 tontang Pokok-pokok Kepegawaian  vang  telah
divbah  dengan  Keputusan  Direkst PT TASPEN (PERSERO) Nomer :
SK-46/DIR/1999;

3. Kepwusan Direksi PT  TASPEN (PEKSEROY Nomor : SK-41/DIR/2003
tanggal 22 Desember 2003  tentang Persturan Dane Pensiun Karvawan Taspen,
yang telah disahkan dengan Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor
KEP - 194/KM.6/2004 ranggal 24 Mei 2004;

6. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-04/DIR/2006
tanggal 28 Februari 2006 tentang Disiplin Karyawar,

7. Perjanjian Kerja Bersama antara PT TASPEN (PERSERQ) Dengan Serikat
Karyawan Taspen (SEKATA)
MNomar : JAN-IO/DIR/I008 - popynal 13 November 2006:
Nomor : IR/SEKATAZ006

8. Keputisan Direksi PT  TASPEN {PERSERQ} Nowmor: SK-G7/DIR/2006
tanggal 3 Marat 2006 tentang Sidang Jabatan;

9. Keputusan Dirgksi PT TASPEN  (PERSERO) Nomor : SK-09/DHR/2007
tanggal 12 Marel 2007 tontang Struktur  Organisasi dan Tanggung Jaswvab Jabatan
PT TASPEN (PERSERQ);

1& Keputusan  Direkst  PT TASPEN (PERSERC) HNomor: SK-11/DIR/2007
tanggal 23 Muret 2007 tentang Penghasilan Karyawan PT TASPEN (PERSEROC)

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKSI PT TASPEN (PERBERO; TENTANG HUKUMANM
DISIPLIN SANGAT BERAT BERUFA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SERAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN
AN SAUDARA BENNY RAJAGUEGUK, SE NIK. 159019612247

Passl 1

{1} Menjatubkan Hokuman Disiplin Sangat Berat berups pemberhentian dengan bonmat
fidek ates permintean sendiri sebagal karvawan  perusshasn terhitung sejek
tanggal 18 Juni 2007 kepada karvawan sebagaimana tercantum dalam tabel A
Kepntusay ini,
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A.DATA KARYAWAN

1. | Nama ° Benny Rajagukguk
2. | NIK. 199019612247
3. | Tanggal Lahir 07 Oktober 1961
4. | TMT Bekerja 01 Februari 1590
5. [ Jabatan Asisten Pengendali
6. | Gol/Tk.Gaiji VIL/8
7. | Gaji Dasar Terakhir | Rp. 3.163.000,-
8. [ Unit Kerja KC Palembang
(2) Karyawan sebagaimana ayat (1) mempunyai susunan keluarga
" sebagaimana tercantum dalam table B pada Keputusan ini.
B. SUSUNAN KELUARGA
No. Nama Tgl. Lahir Tgl. Nikah Ket
1. | Sarma Tarida Sinaga 19 Mei 1964 26 Januari 1993 Isteri
JP.  Andre  Muller 09 April 1995 _ Anak
Rajagukguk
3. |[Rudy  Veller Maju 02 Januari 1997 LK Anak
Rajagukguk
Pasal 2

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dengan mengembalikan uvang perusahaan sebesar
Rp. 220.276.275,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua
Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 3

Keberatan atas Keputusan ini dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas)
har sejak diterimanya Keputusan ini.

Pasal 4

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini

disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

JI. Kapten Marzuki Lorong SMP Xaverius I No. 516 Kec Ilir Timur Palembang

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Direksi;
2. Satuan Pengawasan Intern, di Jakarta;

Perlindungan Hukum...,

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Juni. 2007
PT TASPEN (PERSERO)

ireksi,

"y

ACHMAD SUBIANTO
Direktur Utama

Yosef, FH Ul, 2008
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KEPUTUSAN

DIREKSI PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (FERSERQ)

NOMOR : 8K «04 /DIRAIP 872007

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN SANGAT BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN

HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENIMRI SEBAGAI
KARYAWAN PERUSAHAAN
AN SAUDARA SARDJU, DRS NIK. 19911%552652

DIREKS] PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAT NEGERI (PERSERO)

Membaca

Menimbeng

Mengingat

+ 1, Laporan Nomeor: LHPFK-04/B/122066 mnggal 7 Desember 2006 tentang Matrik Audit

Khusus Pada PT TASPEN (PERSERQO) Kantor Cabang Bogor;
2. Berita Acars Pemeriksaan tanggal 13 Novemibser 2006 beserta dokumen pendukungnyvs;
3. Berits Acara Pemeriksaan tanggal |7 November 2006 heserta dokumen pendukungnya,;
4. Berita Acara Sidang Jebatan fanggal 01 Mei 2007 beserta dokumen pendakungnya.

a. hebwa berdasarkan Berita Acara Sidang Jabatan tersebut diatas Saudara Sardju, DRS

NIK. 199119552652 telah molakukan perbuatan berupa

1} Melakukan investigasi pensiunan yang ternyata pensiupan terscbut palsuffikif
sehingen merugikan perusahann,

2} Mengusulkan perubshan pensiun kode kasus 'P? (Punah) kepada Kepala XC dani
Surat Permintazn Pembayaran (SPP) klim yang dizjukan oleh pemohon yang
tidak beshak/palsu sehingga merugikan perusahaan,

3) Memproses Surgt Permintaan Pembayaran (SPP) kiim vang tidak lengkap dan
tidak mempunyal dosir sehinggs merugikan perusahaan,

4y Menyetuini keabsshan pembayaran Surst Permintaan Pembayaran (PP} kiim
darf pemohon yang tidak berhak/palsu sehingga merugikas perusahaan,

§3 Menyetujui keabsahan & mengusuikan permchonan SK janda/duda kepada
penerbit dazi permohon yang Hdak berhak/paisu sehingga merigikan perusahaan,

6) Akibat dam perbuatan Saudara Sardju, DRS sebagaimana tersebfit butir 2 13
sampai dengan 8 5}, yang bersangkutan telgl: merugikan nags balk dan
merugikan perusshaan sebesar Rp. 199.632.325- (Seratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Fnam Rates Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Rates Dug Pulub Lima
Rupiah};

b. bashwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan Lampiran | Romawi IV Nomor 10
Keputusas Direksi PT TASPEN (PERSERQ) Nomor : SK-04DHR/2006 tanggal
2% Feghruart 2006 Tentang Disiplin Karvawan;

¢. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perio menjatubkan  bukuman yang
sesuei dengan perbustan yang  dilskukan kepada  Savdara Sardju, DRS
NiIK, 199119552632 dengan Keputusan Divekst, )

1. Anggaran Dasar PT Dans Tabungan dan Aswransi Pegawsl Negerl {(PERSERQ)
Momor © 33 tanggal 17 Maret 1998 yang teiah diperbaiki dengan Womor ;
10 tappgal 2 Juli 1998 schsgsimana dimuat dalam Berita Negera BRI Nomer ¢
1) tahun 1999, Tambahan Berita Negara Nomor ; 2207 tzhun 1959;
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2. Keputusan Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor :
KEP-86/KEP-MBUMN/2002  tanggal 16 April 2002  tentang Pembeshentian
dan Pengangkatan  Anggota-anggota  Direksi Peruszhaan Perseroan
(PERSERQ} PT Dana Tsbungan dan Asuransi Pegewal Negeri jo Swurat Menteri
Negara Badan Usaha Mk Negara Nomor @ S-207/MBU/2007 tanggsl
16 April 2007  tentang Pelaksanaan Tuges Anggots-anggota Dircksi
PT TASPEN {(PERSERO};

3. keputugan  Direksi  PT TASPEN  (PERSERQ) Nomor : SK-13/DIR/1998
tanggal 17 Marel 1898 tentang Penilajen Kinege Karyawan dan Unit Keda
PT TASPEN (PERSERQO);

4. Keputusan  Direkst PT  TASPEN  (PERSERO) Nomor : SK-30/DIR/1998
tanggal 8 Agustus 1996 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang twlah divbah
dengan Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomar : SK-46/DIR/1999;

5 Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO)} Nomor : 8SK-41/DIR/2003
tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Dapa Pensiun Xaryawan Taspen,
yang telah disahkan  dengan Keputusan Menteri Keuanpan Nomor :
REP-194/K1.6/2004 tanggal 24 Mei 2604;

6. Kepotugan Direksi PT TASPEN (PERSERQ) Nomor | SK-84/DIR2006
tanggal 28 Februar 2006 lentang Disiphn Karvawan;

7. Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERCO) Nomor :  SK-G7/DIR/2006
tanggel 3 Maret 2006 ientang Sidang Jabatarn;

8. Peranjian Kerja Bersama antaza PT TASPEN (PERSERO) Dengan Serfkat
Karyawan Taspen (SEKATA)
Nomor : JAN-10/DIR/2006
al 13 ber 2006;
Romor - 1RREE ATalone -  ranegel 13 Noyember

9, Keputusan Dieksi FT TASPEN {FERSERO) Nomor . SK-09/DHE/2007
tanggal 12 Maret 2007 tentang Stukaur  Organigasi dan Tanggung Jawab Iabaten
PT TASPEN (PERSEROY;

16, Keputusan  Direksi  PT TASPEN (PERSERQ} Nomor :  SK-11/DIR/20607
tanggal 23 Maret 2007 tentang Penghasilan Karvawan PT TASPEN (PERSERG).

MEMUTUSKAN .

KEPUTUSAN DIREKSI PT TASPEN (PERSERO) TENTANG HUKUMAN
DISIPLIN SANGAT BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGA] KARYAWAN PERUSAMAAN
AN SAUDARA SARDIU, DRS NIK. 199119552652

Pasal i

(1} Menjatuhkan Hukuman Disiplin Ssngat Berat berupa pemberhentian dengan hormat
tidak  atas permiotaan  sendiri  sebagal karyawan perusahaan kerhitung sejak
tanggal 18 Juni 2007 kepada karvawan sebagaimana teroantumn dalam tabel A
Keputusan int
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A DATAKARYAWAN

i, iNama Sardju
2. 1 NI, 1991193852652
3, { Tanggal Lakir 08 Maret 1953
4. { Tangeal diangkat calon PNS 01 September 1973
5. | Tenggal diangkat PNS {81 September 1976
& | Tanggal diangkat pegawai TASPEN 01 November 1891
7 | Jabaten Pengendall
2 | GolfTk Cail X/
g 1§ Ciadl Dagar Terakhiz : Rp. 4.822.000
10 Unit Kerla KC Bogor
{33 Karyawan  schagaimana  ayat (1) mempunyal  sosunan keluarga

sebagaimana tercantum dalam table B pada Keputusan ini.

B. SUSUNAN KELUARGA

No. | - NAMA Tgl. Lahir Tgl. Nikah Ket
1, | Tusinrsth 22 Agustus 1959 19 April 1977 Isieri
| Ageng Julianto 25 Jub 1977 Ansk
3, | Madya Hartatiningsik 22 Ckiober 1981 Anak

Pasal 2

Tuntutan OGanti Rugi (TGR) dengan mengembalikan vang perusahaan sebesar
Rp. 199.632.325,- (Seratus Sembilan Pulub Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Pulub Dua
Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 3

Keberatan atas Keputusan ini dapat diajukan dalam tenggang wakiv 14 (empat
belas) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

Passl 4

Apabils  femyaia terdapat kekelirpan dalam  Kepuiusan ini, skan diadakan perbaikan
kemball sebagsimana mestinya,

Asli Keputusan ini disampaikan Kepada vang bersangkutan dengan alamm
Komp, Pondok Aren Ds, Ciluer Kec Boger Utara, Bogor
Ditetapkan 4t ¢ Jekaris
Pada Tenggal : 13 Juyni 2007
PT TASPEN (PERSER()
ksi,

~ |

ACHMAD SUBIANTD
Dizektur Uams

Tembusan Keputusan ioi disampaikan dengan hormat kepada :

THreksi;

Satosn Pengawasan Intern, di Jakerta;

Kepals Kamtor Cabang Utama PT TASPEN (PERSERO) Baﬂd;.mg,
Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERQ) Bogor,

Tiapa Pensinn Karyawan Taspen, di Tokerts,

Pertinggal.

P A N
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KEPUTUSAN

DIREKSI PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO}

NOMOR: SK- 87 /DIR/UP.8/2007

TENTANG
PENGUKUHAN HUKUMAN DISIPLIN

AN, SAUDARA YULIANTO UTANG FIBISONO, SE. MM NIK.19871963]1286

DIREKSIPT DANA TABUNGAN DAN ASURANSE PEGAWAINEGER] (PERSERO)

Membaca |

Menmbang

Mengingat

¢ 1

o

Surat keberatan yang diajukan oleh Saudara Yulianto Ujang Fibisono, SE MM
MiE. 198719691286 tanppal 25 Juni 2007,

Hasil Sidang Badan Pertimbangan Kepegawaias tanggal 16 Juli 2007,

bahwa setelah memperhatikan keberatan yang disjukan oleh Saudars
Yullante Ujang Fibisong, SE. MM NIXK. 198719691286 tengzal 28 Juni 2007
dan hasil Sidang Badan Pertimbangan Kepegawsian tanggal 16 Juli 2007
dapat disimpulkan bahws hal-hal yang dijadikan dasar keberatan tersebut
tidak mengandong hul-hal/dats barn yang dapat dijadikan dasar untuk
mengubah hukuman disiplin scbagaimana vang ielsh ditetapkan dengan
Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERQ) Nomor : SK-05/DIR/UP 8/2007
tanggal 13 Juni 2007;

bahwa pelanggaran yang dilskokan oleh  Ssudsma  Yulisnte Ulang
PFibisono, SE. MM NIK. 19B719651286 terssbut dan hukuman vang
dijapubkan kepadanys dipandang  sudah fepat sesual demgen pelanggaran
disiplin vang telah dilakukannya;

bahwa denpan  mempentimbangkan tersebut  diates  dipandang  perla
mengukuhkan keputusan hukuman disiplin sebagaimana Kepumisan Direksi
PT TASPEN ({(PERSERQO} Nomor : SK-O05/DIRAUP.2/2087 ranpgel
13 Juni 2007,

Anggaran Dasar PT Dana Tabungan dan Aswrasst Pegawal Negeri
{PERSERD} Nomor; 53 tangpal 17 Maret 1998 yang telah diperbaiki dengan
Nomor: 10 tanggal 2 Juli 1998 sebagaimana dimuat dalam Rerita Negera R1
Nomor: 31 tahun 1999; Tambahan Berita Negara Nomor: 2207 tahun 1999;

Feputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor ;
KEP-86/KEP-MBUMN/2002 tanggal 16 Aprit 2002 tentang Pemberhentian
den  Pengangkatan Anggota - anggota Direkst Perusahaan Peeseroan
(PERSERO)Y PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri jo Surat
Menteri Negara Badan Ussha Milik Negara Nomor : S-207/MBU/2007
tangeal 16 April 2007 tentang Pelaksanaan Tugas Anggota-anggola Direks:
PT TASPEN (PERSERO);

Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERQ) MNomor : 13/DIR/1998 tanggal

17 Maret 1998 tentang Penilaian Kinega karyawan dan unit  kerja
FI TASPEN (PERSERO),
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4, Kepuinsan  Phreksi PT TASPEN (PERSERO) Nomer:
SK-30/DIR/99E  tanggal § Agustus 1998 tentang  Pokok - pokok
Kepegawaian  vang telah  dinbah  dengan Keputusan  Direksi
PT TASPEN (PERSERO) Nomor : SK-46/DIR/1999,;

3. Keputugan Dareksi PT TASPEN  (PERSERQO} Naror:
SK-41/DIR/2003 tanggal 22 Desember 2003 testang Persturan Dana
Pensiun Karyswen Taspen, yang telsh disahken  dengan Keputusan
Menteri Kepangan Nomor @ XEP-194 /KM 6/2004 tanggal 24 Meit 2004;

6. Keputusan Diecksi PT TASPEN (PERSERO} Nomor : SK-04/DIR/2006
tanggal 28§ Febroari 2006 tentang Bisiptin Karyawan,

7. Kepomsan Direksi PT TASPEN (PERSERQ) Nomor: SK-07/DIR/Z2006
tanggal 3 Maret 2005 tentang Sidang Jabatan;

§. Perjanjian Kera Bersama antera PT TASPEN (PERSERD) Dengan Serikat
Karyawan Taspen (SEKATA)
Nomor : JAN-1/DIRA006 Tanggal 13 November 2008;
Nomor : 18/8EKATAZ606

9. Keputusan  Direksi PT  TASPEN  (PERSERG 3 Nomor
SK-11/DIR/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Penghasilan Karyawan
PT TASPEN (PERSERO).

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN  DIREKSI  PT  TASPEN  (PFERSERO)  TENTANG

PENGUKUHAN HUKUMAN ISIPLIN AN, SAUDARA
YULIAWNTO UJANG FIBISONG, SE, MM NIK. 1987196912856,

Pasal §

Mengukub¥an  keoputusan hukuman disiplin sebagaimapa fercantum  dalam
Keputusan Direkst PT TASPEN (FERSERO) Nomor :
SK-OS/DIRUP. 82007 tanggal 13 Junl 2007 yang dimjukan kepada Saudara
Yuliante Ujang Fibisono, SE. MM NIK. 188719691286 Jabatan Pclaksana
Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Bogor Gol'Tk. Gaji V/8.

Pagal 2
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan purbaikan sebagaimana mestinya.
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AsH keputusan ini disampaikan kepuda yang bersangkutan dengan alamat |
Rompiek Balivet RT 03/11 Bogor.

Ditetapkan di : Jakaria
Pada tangpal : 14 Agustus 2007

PTTASPEN (FERSERD)
Direksi,
'
ACHMAD SUBIANTO
Direktur Utauma
Tombusan Keputusan ind disamgpaikan dengan hormat kepada:

Direksi;
Kepala Satvan Penpawasan Inters, di Jakarta;
Manajer Utama Divisi SDM, di Jekarta;
Kepala Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERD) Bogor, df Bogor,
Kepala Kantor Cabang Utama PT TASPEN (PERSERQ) Bandung, di Banduag;
Dana Pensiun Karyawan Taspen, di Jakarta,
Pertinggal,
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ADILAN TINGGE BARNDUNG Pasal 27 {23 Jo. vasal 21 18] KUHAP
JALAN BURAPATI RUMOR 47 { Undang-Undang Nomor & Tahun 1981}
BAMDUN G

PENETAPAN
Nomor @ 186Pen/Pid2008/77 By,

DEXMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tinggt Bandung ;
Membaca surat laporan banding tertanggal 25 Maret 2008 No : W11, U2 HN.01.10.428 dalam perkara nomor :
341/Pid . B/2007/PN . Bgr.. atas nama terdakwa

BENNY RAJAGUKGUE, SE : lahir di Medan, Umur/Tgl. Lahir, 46 tahun/07 Oktober 1961, Jenis kelamin
Laki-laki, Kebangsaan fndonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan PT. TASPEN Cabang Bogor, Tempat
tinggal di 11, Kayu Mas Tengah No. 16 RT. 003/09, Kei. Pule Gadung, Kodya Jakarta THOUE jremmmevssmmeasm s

Telah ditahan dengan surat perinteh/Penstapan Penabanan
1. Penyidik sajak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan tanggal 09 Juli 2007 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan tanggal 18 Agustus 3007 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sgiak tanggal 14 Seplember 2007 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2007 ;
5. Perpaniangan KFN sciak tanggal 04 Okiober 2007 sampai dengan tanggal 02 Nopomber 20607 ;
§. Hakim PN sejak tanggal 29 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2007 ;
7. Perpanjanpan WEKPHN seiak tanggal 28 Nopember 2007 sampal dengan tanggal 28 Januan 2008;
8. Perpanjangan WEPT seiak maggal 28 Janugri 200K sampai dangan fengeal 27 Pebroari 2008
9. Psrpanjangan WKPT sejak tangpal 28 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008
10.Penahanan KPT sejak tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2008;

- Mempernatikan pendapat Maielis hakim tinggl yang bersangkutan ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakokan tindak pidana yang diatur dalam pasal ;

- Menimbang, bahwa penetapan penahanan  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tersebut akan habis dan tidak
berlakn lagi terhitung sejak tanggal 22 April 2008 ;

- Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan banding dipandang perlu untuk memperpanjang waktu
penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puleh) harl terhitung scjak tanggal 23 Apnl 2008;

- Mengingat pasal 27 ayat (2) Jo, Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

MENETAPKAN

- Memperpanjang waktu penahanan atas dif terdakwa BENNY RAJAGUKQUK, SE. dslam RUMAH
TAHANAN NEGARA selama 80 {enam pulub) harl terhitung sejak tanggel 23 April 243{}3 sampa; dengan
tanggal 21 Jun} 200§;

- Memerintahikan agar kepada Terdakwa/keluarganya selekas mungkin diberikan sehelal tembusan resmi dari
penetapan ini;

thetapkan éz BANDUNG

NIP, 040 017 619

1. Kepala Ke;aksaan Negemd; Bogor,
2. Kepala lembaga pemasyarakatan/Rutan Bogor
3, Sdr. Terdakwa/Keluarganya.

4. Arsip
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PENGADILAN NEGERI BOGOR
- Jalan Pengadilan No.10 Bogor

[ TELP. 323190 —- 323121. ,
Nomor W3B.U2HN.01.10.305/2008 Bogor, 19 Maret 2008
Lampiran 1 1 {38tu) bondel
Perihal : Hobon diterapkan SATUS KEPADA YTH.

Tahanan Ag Drs SARDIU bin BAPAK KETUA PENGADRLANTINGGE
KROMO DIDMEDIG JAWA BARAT
-

Telah ditahan berdusarkan Surat Perinal: / Penetapan Penghanan |
1.

2.

BANRIUNG

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak, bahwa Perkarg
pidana No.: 342 /Pid/B/2007/N Bgr.atas nama terdakwa

" Nama lengkap " Dirs. SARDIU bin KROMO DIMEDIO |
Tempat/igl lahir : Purworedio , 08 Maret 1955 .
Umur : 52 tahen
Jenis kelamin ;o hekiedaki
Rebangsaan : Indonesia ; -
Agams D ABIRE | e e i
Tempat tinggal . Jalan Pamekar Rayz No. 180 Re. 001/Rw 04, Kelurghan -~
Mekar Mulya Kecamatan Rancasari, Kota Bandung | oo
Pekeriaan © Raryawan PT. TASPEN Cabang Bogor |

Penyidik tertanggal 18 funi 2007 Nomor ; PRINT-831/0.2.12/Fd.1 06/2007 sejak
tanggal 18 Jupi 2007 s/d tanggal 07 Juli 2007 ;
Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor tertanggel 03 Juli 2007 Nomor :
PRINT-910/0.2.12/84. 1/07/2007  sejak  tanggal 08 Jult 2007 sfd tanggal
16 Agustus 2007 ; :
Perpamjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor | tertanggal 13 Agustus 2007,
Nomor : 32PenPid2007/PNBGR., sejak tanggel 17 Agustus 2007 sid
15 September 2047 |
Penuntut Umum  tertsnggal 14 September 2007 No. PRINE-I340
.2 12/FL10972007  sejk  tanggal 14 SBeptember 20057 $/d tanggal
3 Olctober 2007 ; - .

Perpanjangan Wakil kema Pengadilan Negest Bogor, tertanggal 27 September 2007,
Nomor : 36PeaPid2007/FNBGR., sejak tanggal 04 Oktober 2007 w/d
02 Nopember 2007 ;
Hakim  Pengadilan Negeri Bogor  tetanggal 29 Oktober 2007, Nomer
431/Pen Pid/B/2007/ PNBGR sejak tanggal 25 QOktober 2007 s/d tanggal
27 Nopember 2007 ;
Perpanjanpan Ketua Peagadilan Negeri tertanggal 20 Nopember 2007, Nomor : 431
(2VPePid/BA2OOT/PN.BGR. sejak tanggal 13 Oktober 2007 =d tanggal
26 Januari 2008 ;-
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tertanggal 15 Januari 2008,
No. 26/Pen. Pid/2008/PT Bdg. sejak tanggal 27 Ianuari 2008 &/d 25 Februari 2008 -
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tingel terfangeal 13 Februao 2008,
No, 26/Pen. PIdA2008/PT Bdg. seiak tanggal 26 Pebruar 2008 o/d 26 Marst 2008 (-

Bahwa atas perkars pidana No. 242/P1D B2OCT/PN. BGR. atas nama Dys, SARDIU

bin KROMO DIMEDIO tersebut diatas, telah diputus pada tanpggal 14 Maret 2008, dengan
hukuman penjara selama | (satu) talun, sementara perpanjangan penahanan oleh Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung akan berakhir tanggal 26 Maret 2008 ;
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Bahwaz pada hari RABU, tanggal 19 MARET 2008, Jaksa Penuntut Ussum dan
Penasehat Hukum Terdskwa (berdasarkan Surat Koasa Khusus tertanggal 17 Maret 2008,
yang tglah didaftarkan di Kepaniterasn Pengadilan Negeri Bogor tertanggal i? Maret 2008
dengan No. 115/5K ) telah menyatakan RANBZ%G atas putusan tersebot ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa Q%se%z Iakss Penuntet Umum dengan dakwaan
melanggar: - .
PRIMAIR ™ ; Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undeng-Undang RI No.21 Tahun 1999
sehagaimana telalr diubah dan ditambsgh dengan UURIL Ne, 20 tshun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat
{13 Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (13 XUHP. ;
SUBSIDAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Mo.31 Tahun 199% sebsgaimana
telah divbah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidans Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP
jo Pasal 54 ayat {1) KUHP. ;

Bahwa deagan adanys BANDING ates perkara ini, untuk kelanjutan status tahanan
atas nama terdakwa Dirs. SARDIU bin KROMO DIMEDIO menjadi wewenang Pengadilan
Tinggi lawa Barat |

Demikian usstuk diketahol den makivm makiom adanya .-

Tembusan kepada Vb o

/;:;1. Kepalg Kelalesaan Neger Bopor
“ 2 Kepala RUTAN Bogor

3. Terdakwa |

4. Keivarga Terdakwa |

& Arsip.
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PENCADILAN TINGGI BANDUNG Fasgd 238 £23Ja, FOssl £7 420 3¢, rusi 24 )
JALAM SURAPATI NOMOR 47 KUBAP (ULL Mo. 8 Tehun 19813
BANDUNG

PENETAPAN
Womor: 185/Pen/Pid/2008/PT.Bdg.

DEMT KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KaMI KETUA/WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Telah membaca surat laporan panding dari Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 19 Maret 2008 Nomor Surat
Pengantar ! WILUZHN.0LI0.  datam perkars Nomor : 340/Pid/B/2007/PN. Bgr. atas nama terdakwa

YULIANTO UJANG FIBISONO : izhir di Bogor, Umuor/Tgl. Lahir 38 Tahun/15 Jull 1969, Jenis kelemin Laki-
taki, Kebangsaan Indonesie, Apama Islam, Pekerjean Karyawan PT. Tspen Cabang Bogor, Tempat tinggal di Villz

Boyor Indah Blok £C 1727 § - -

Telah ditshen dengan surat perintah/Penetapan Penahanan

. Penahanan Kejaksaan Negeri Bogor sejak tanggat 18 Junl 2007 sampai denpan mggai 07 Juli 2007 ;
. Perpaniangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2007 sampal dengen tenggal 16 Agustus 2007 §

. Perpanjangan WKPN seiak tanpgal 17 Agustus 2007 sempal dengan tanggal 15 September 2007,

. Jeksa Penuntot Urmum selak tanggal 14 September 2007 sampai dengan tanggal 63 Oktober 12007 ;
. Hakim Pi{ sejak tanggal 04 Okiober 2007 sampat dengan (snggal 02 Nopember 2007 5

. Perpanjangan PN seizak tanggal 28 Nopember 2007 sampal dengan ianggal 26 Januari 2008 ;

. Perpanjangen WKPT ke | sejak tanggal 27 januari 2008 sampsi dengan 25 Pebruard 2008 ;

. Perpaniangan WKPT ke I sejrk tangpal 26 Pebruati 2008 sampal deppan 26 Marel 2008 ,

b R N o e

- Mempehatikan pendapst Ketun Feagadilan Negen darn Faksa Penuntot Umuss |

~ Menimbang, hahwwa Terdakwa telah didukwa melakukan tindak pidana yang dzamr dalam pasal : PRIMAIR
Pasal 2 ayat (1) Jo.. Pasal 18 UU. RE No. 3] Tahun 1999 scbagaiomana telah diubah dan ditainbsh dengan UU.
21, Ne. 20 Tahen 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 35 ayat {1} ke 1| KUHP Jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP ; SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo. Pasa! 18 ULl RJ, No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diuball dan ditambah denpan Ul Ri+No. 20 mhun 2007 teatang Pemberantasan Tindak Plodana Koropsi Jo.
Pasal 55 ayat (13 ke | KUHP Jo. Pasal 64 gyat 913 KUHP ; -

~  Menimbang bahwa Jaksa Peauptal Umom lelak rnengsgukan permintaan banding pada tanggal 19 Maret 28{13
sebagaimana tercantum dalam Akiz Pennintaan Banding tersebut ;

«  Menimbang, babwa sziek tanggal mengajukan permohonan banémg terszbut 41 atas maka kewenangan
penabanan aias dirf Terdakws lersebut telal beralih ke Pengadilan Tingg;

- Menimbang, bahwa untuk kepenlingan pemeriksaan perkara tersebut, dipandang peru uptek mengelvarken
Surat Penahanan awes diri Terdakwa terschut terhitung seiak tangeaf 19 Maret 2008;

«  Memperhatikun pasal 238 ayat (2) dan paval 27 ayat {1} Jo, Pasal 21 ayat (4) KUHAP {{}ndang-%}ndang Momor
8 Tahun 1981);

MENETAPKAN

- Memeriniahkan kepads terdakwa  YULIANTO UJANG FIBISONO untuk tetap ditshan dalwm tahanan
RUMAH TAHANAN NEGARA selanma 19 {tzga pulub} hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2008 sampai
dengan tanggel 17 April 2008 ;

- Memerintahkan agar kepada ?cféakwa?keiuargmyﬂ setekas wmungkin diberikan sehelal tembusan resmi dard
penstapan ia;

Ditetapkandi BANDUNG
pada tanpeai ;19 Maret 2008
AKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Ny, NURGAN GIH, S.HLMH
NIP. 046 017 619

Tembysan disampaiken kepada Yt : <. 7
1. Kepala Kejaksaan Negeri di Bgor,

2. Kepala Lembaga Pemasyarakaian/Rulan Bogor,

3. 5dr. Terdakwa/Kehmrganya,.. ..

4. Arsin
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Pertanyaan -pertanyaan

Wawancaera dilakukan pada had e tangga! 0 Sunl 2008

Nama : YuBartes ‘Hang Fiblsono, S8, MM

Jabatan : Mantan Pegawsal PT.Taspen (Persero)}

1. Apakals Bapak mengetahui bagalmana alur/proses yang aken dihadapi oleh pkeria yang akan di
PHK oleh Perusahans PT.TATPEN (Persero)? {yaftidal)

1 g@[& MW%«L

2. Dapatish Bapak menjelaskan bagalmana proses tersebut.khususuya torhadap Hukuman Displin
Sangat Berat berupa Pemberhientisn dangan Hormat tidak stes permintsan sendinl sebagal
Karvawan Perysahaan?

* dop Shagui Dipmoon Feda PT-CH3 Priero )|
(. 3&90-:* fz{ I&/fmy gdmﬁm
LS* /2)1«/{0&& Db, S dany Mw /W

o A d«?-& RLaie W mwah ﬂw/zmwgw

= %ﬁ /&ﬂa,]a/f(rn ol (,%nwm /g?({ fé’éﬁ@éﬁ, Bsgo7-
re ol O&’L@ﬁ? cgg’g,w},/@ /L%z.gmx(gmm &ém P

T@ ”‘y"f ZEM& bnlvde s oban /b oda

/{%‘%M‘ﬂ% (égw/wffeﬁ,&%pﬁ
4@7‘7‘ JW Dl W Keoys 2090y

Vfome ofS @ffbb? 0 Jgﬁ(;& fwﬁ:w%;« Ubnter X
}9{{ W Qu,;,,' 8y é!‘{(g'@

s i —
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3.Apakah benar bapak, pernah mendopatkan SK DIREKS! PT.TASPEN ({Persero} Nomor SK-
05/DIR/UP.B/2007 tartanggal 13 Junl 2007 tentong Hukuman Disiplin Sungat Berat Rerupa
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagsl Kasryawan Perusahaan?
Dan kapan/tangral berapa, serta bulan dan tabun, Napak menerims Salinan $K Ofrekd tersebut?

> at; [api Sl (B fink 2667 St ol fousil o
o W@&f Lot 9t 3] adi fcz%aa{&p?

éb/aégqms Kag” Kogor
4, Apakah sebeluny bapak ditahan oleh Pihak Kejaksaaan Negeri Bogor dan Menjalani pemeriksaan
oleh Plhak kejaksaan, Bapak masth borstatus Karyawan Akti{? Serta epa labatan Bapak saat Hu?

é’ﬁ:’éﬁég Rl WIZA 84 ﬁwﬁ%ﬁ Sa%
Q&M M @M@p\ 3 66’7@“

8. Aypskah benar apak pernah menisiani Pemerksasn internal dari SPI PT.Taspen {Persero} Pusat?

Serta apakah bapak mengetabul tentang kesimpufan atas pemeriksaan tersebut? Mohon
diterangkan

Y Benor, fuss Lelapy Sagp Toldh Fat B9
Hotl date quctt 17 Tikrber Lompes don.
Lot iw

Vv

€. Apakah sstelah diberhentikan sebagal Karyawan Perusahaan sesuai dengan SK-Direksi Nomon
04/DIR/UP.8/2007 tersebut, bapak maupun keluarga mendapat Uang Pesangon dard perusahsan?

Dan anskeh ada penghasiian lainnya {ueng pensiun, dsb} yang diterima oleh bapak/kelvargs
setelah SK Dlreksi tersebut difetapkan? Mohon diterangkan

Y/, , Flan Blopn Dwnsad ﬂ(@‘?ﬂm Lo h:
L T e e
J o Jugh 02 thitusr

Ko beigihon. fruceodase fudean Lioms
NC?W‘“, tuaka Sag flon o i @{Za&%
Aok Lampoh-, fpomnc fowa Yoy, o Goredinn
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Bk pobsasyurmn flgubins @loh i gond: Oht,
?‘{cywt&g /mAa.w Lm«& /.‘«L&’WW/UU‘V : w?‘ :

7. Apakah saudara pernah mengajukan leberatan  gtas SK-Direksi PT.Taspen {Persero)
tersebut?Mohon diterangkan

- — Jr—

?L-W ; leanens g b ﬁw-fuaém“ é@*fwm M%
% podun Y Tlod fuusarintic  Houwdor
S8 " wilnds aémﬁkwfa% M%@#&szyé} )

- [Roten, EW ] faw?a. Cichod. Jmal padivan

ng Veady ol Thctuh hon~ lopadn Jage
e dasor apa Qe o Giduisy o, do

/%M Qoury .

8. Apakah Bapsk merasa ada hak-hak vang dirugikan atas ditetapkan SK Direksi PT.Taspen {Persero]
tersebut terbadap dirifceluaiga bapak 7 dan spakeh Bapak berencana untuk menggugst
PT.Taspen atas SK-Direksi tersebut? Mohon keterangan Bapak.

2 No ada, ol =t 04 Towres,
/\Qg/{wﬁ é@uf/,am. 7 @M
taba  felame & bunlane oy~ howd wash o
,5.@%/@,,4 BLTDY g v //"W ledn
(it fotee pacs dulee i - g ol
‘%)ﬂ Laneold /L'Uz,afmylgm :’«’RZ@/W 44%
L wg G bation ..

-~ ¢ Llat Toe, Au b | {
Lap Lo Tow, Sug pagol Jos. (204
lonoa tng (e tiobads D&L”J@m&—éxm%é%
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9. Menurut Bapak, apakah SK Mirelsi PT.Taspen (perserp tersebut di tetapban nleh Peruszhean

ko pur lnbangses Bapak olitabamn

oleh ponyidik kofakssane dulum hal Hisdak pidana staukabs

karena Bapak telah melsiukan kesalahan prosadur perusahasn? Mohon diterangkan

. , {,,z’:ﬁg{,bé J ﬂ&%{‘ﬁ@i

e
Lt

obi Tpabs
Jo- 64 poted 2

i0. Apakah Bapak, mengetahui tentang

lull

ﬂi’*tzii tetod %‘é& /f’,?/ ?tfs}/ /n'vﬁ;m

W slans U a@ma
m:éc; W{a Ze((a/ 21:-? /’\.‘.Lé

Surat Edaran Menterl SE- 18/MEN/SIHK/I/2005 tentang

Putusan Mahkamah Konstutusi Atas Hak Ui Materll Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tenfang Ketenagskerlasn Terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesls Tahun

1945, yang intinya Membatalkan Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerizan tentang PHK
Kare«na Kesalahan Berat harusish menungge Keputusan NMajelis hakim yang telah barkekustan
hukum tetap? Sarta apakah perkara pidane bapak telah mempunyal keputusan Haklm yang
inkrocht atau bapak masih melakukan upaya hukum tbanding, kasasii? Mohon dijedacken

izf:z

Laoléh pue
/(,é Cuwfq /
/g]ﬂbw iﬁéé’é\

/wfu Lokate lain

~Chas 3 L;«_ciw@

{i/zma:fz
%& Lot Csméu

MC d?ﬂ &W‘ ti g;{fgg

&

aﬂl Ao &im%.?faw YL&(&ZZ
{elod

e i./@) Z.M JOpd, .

¥

Terimma kasih atas waktu den kesediaan bapak meniswab pertanyazaéz ini dan membarty penulis

dalam pembuatan tesis.
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